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10/27/2008 10:40pm
Sya ....

Aku sedang berada didalam kereta menuju kota Den Haag, detik-detik
kecepatannya semakin membawaku jauh diambang batas khayalan yang
selalu menjadi teman dimasa remajaku. Dulu aku selalu marajuk,
mengapa ibu belum juga membelikanku bra dengan renda yang lucu-
lucu, padahal hampir semua temanku sudah memakai bra dengan
beraneka warna. Aku juga selalu bertanya kepada ibu, mengapa aku
belum juga mendapatkan datang bulan sebagai tanda kalau aku sudah
beranjak remaja, dan boleh mulai pacaran tentu saja.

Ah,.... Hampir saja ibu menjawab. Tapi rem kereta segera
mengembalikan waktuku tepat disini. Kala dingin mulai menyingkap
perlahan-lahan, merayapi seluruh badanku hingga ke sum-sumnya.
“Seperti di Lembang”, begitu bisikku pada teman lelaki yang
menjemputku. Dia hanya tersenyum melihat kepolosanku yang baru
menapak di bumi Eropa.

“Eropa euy”..... setengah mati girangnya aku begitu keluar dari stasiun
Holland Spoor, sama persis begitu girangnya ketika aku pertama kali
aku mendapati rok sekolahku ternoda darah. “Yes, ibu........... ” setengah
berteriak aku berlari menghampiri ibuku. “aku menstruasi, aku sudah
besar dan artinya sudah boleh pacarankan?” bisikku setengah
memohon. Apalagi aku ingat cerita ibu, yang dinikahi ayahku diwaktu
umurnya belum lagi genap 15 tahun.

Akhirnya aku memiliki cerita yang sama dengan teman-teman
sebayaku, meskipun aku mendapatinya diumur 17 tahun. Terlambat ya,
ah... tapi enggak pa-palah. Kata ibu, biar terlambat, yang penting aku
sudah merasakan menjadi perempuan setengah sempurna. Kenapa
cuma setengah? Protesku kepada ibu. “Ya.... Setengah, karena setengah
lagi bisa kamu dapatkan jika kamu sudah menikah dan melahirkan”.

“Susah banget jadi perempuan ya”? “Apa teman lelakiku juga begitu?”
Pasti enggaklah ya, mereka tidak akan pernah menjadi laki-laki yang
sempurna, karena mereka tidak akan bisa melahirkan bukan?? Bisikku
dalam hati dengan senangnya.
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Dingin semakin kuat memenjaraku aku dalam jaket tebal ini, padahal
salju belum lagi turun di awal September ini. Teh hangat secepat kilat
kuteguk habis dalam sekejap, seperti jamu yang secara rutin harus aku
minum setiap hari, untuk menghilangkan rasa sakit yang teramat sangat
dikala jadwal menstruasiku tiba. Rasa gembira tiba-tiba berubah
menjadi rasa benci dan sekarang aku malah membenci diriku sebagai
perempuan, dan setiap kali menstruasi, aku selalu merengek pada ibu
untuk mengganti vaginaku dengan penis. Belum lagi rasa mual yang
hampir terlalu sering menguras isi perutku, hingga rasanya makanan
menjadi duri sembilu yang menyayat-nyayat lambung dan ulu hatiku.

Ibu pasti begitu repot, sama repotnya dengan teman-temanku yang
sempat berpikir bahwa tuntutan cuti haidh itu tuntutan kegenitan dari
aktifis perempuan, karena selama ini kawan-kawanku tidak pernah
punya pengalaman melihat istri atau teman perempuannya mengalami
penderitaan seperti ini, beberapa kali pingsan saking tidak kuatnya
menahan rasa sakit. Dokter bilang ada kelainan pada saluran vaginaku,
dan terakhir dokter bilang ada kista di rahimku.

Syit, sungguh Sya.... aku nggak peduli meskipun dokter bilang aku sulit
punya anak. Aku cuma mau rasa sakit itu pergi jauh-jauh, karena itulah
aku rela harus meminum obat yang rasanya seperti empedu saja.
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11/15/2008 07:05pm
Sya....

Keperempuananku tiba-tiba terus menerus menjadi pertanyaan yang
sulit untuk kupahami, sesulit aku membayangkan pikiran kolonial
Belanda yang begitu  sempurna  menancapkan  kuku-kuku
kolonialismenya di tanah kelahiranku. Bahkan, memorial succes story
penjajahannya terhadap pribumi Indonesia, juga dibenamkan begitu
kuat paling tidak di tempat istirahatku di Okkey Hostel di Amsterdam,
semua sudut-sudut ruangan ini menggunakan nama-nama tempat yang
aku pastikan kenal betul bertujuan untuk memperlihatkan tapak jejak
penguasaan mereka. Ada tempat pertemuan yang diberi nama Jawa,
tempat aku lahir dan besar di pulau ini.

Jawa yang sungguh terkenal dengan sistem per-Nyaian atau
pergundikan, sebuah sistem penguasaan kolonial terhadap tubuh
perempuan di Jawa dalam rangka pelanggengan kekuasaannya. Nyai-
nyai yang dipelihara oleh kolonial Belanda, seperti yang dialami oleh
Nyai Dasima yang dijadikan selir oleh Gubernur Jenderal Belanda di
Batavia. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan sistem
pernyaian, sampai saat ini menyisakan bentuk penindasan yang lain,
untuk konteks saat ini banyak perempuan yang dijadikan istri simpanan
oleh laki-laki, dengan tujuan penguasaan terhadap tubuh perempuan
yang dimilikinya. Pun, seperti yang dialami oleh salah seorang
perempuan Kwitang, yang mengalami Pernyaian modern. Bagiku, inilah
jejak kehancuran perempuan yang paling nyata, yang diwariskan oleh
sebuabh tirani kolonialisme Belanda.

Eh Sya, kamu tahu nggak? Belanda, luasnya tidak lebih besar Sukabumi
di Jawa Barat, tempat dimana saat ini kunjunganku kedua setelah
mendapatkan bea-siswa short course ekologi politik dengan uang saku
yang sangat lumayan, belanja seminggu dua kali di open market atau
albert heijn jika open market sudah tidak cukup waktu untuk dikejar,
paling tidak untuk memenuhi selera makan ala Indonesia. Aneh,
mungkin begitu bisikku dalam hati. Aku menghujat dan sekaligus
menikmati negara ini dengan semua latar belakang yang bisa dijadikan
sebagai basis argumentasi, bahwa program ini sama dengan bentuk
politik balas budi Belanda terhadap Indonesia.

Ah, tapi aku mencoba untuk mengambil sisi lain, juga dari sejarah yang
sempat aku baca. Pengalaman para pendiri republik ini, merumuskan
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sebuah konsep kebangsaan, juga dilakukan di tempat ini. Sebut saja Tan
Malaka yang merumuskan gagasan Menuju Republik Indonesia, Soekarno
yang menuliskan dengan sangat baik Menuju Indonesia Merdeka, Hatta
yang menuliskan Indonesia Merdeka. Hmmm, tapi kok tidak ada
perempuan ya??? Gugatku seketika. Oooh, mungkin sejarah lupa untuk
menuliskan bagaimana perempuan menuliskan konsep kebangsaannya
melalui struktur penindasan yang menjadi cerita keseharian para Nyai-
Nyai.

Lalu aku, ada disini untuk apa? Aku juga tidak terlalu mengerti, setauku
hanya karena aku mendapatkan keberuntungan bisa belajar di tempat
beberapa tokoh penting pergerakan Indonesia merumuskan pikirann-
pikirannya tentang Indonesia yang berdaulat disini, di negeri Belanda.
Tapi ucapku, paling tidak aku pernah punya cita-cita, mimpi atau entah
apapun lah namanya yang disebut oleh para pemimpi perubahan, untuk
mencorat-coret ulang definisi sebuah nilai kebangsaan yang kini sudah
dikooptasi oleh pasar bebas, oleh atas nama demokrasi, oleh segelintir
kelompok yang secara kebetulan menjadi mayoritas dalam parlemen.
Seperti anak kecil yang suka menggambar, aku hanya ingin membuat
paling tidak titik-titik yang bisa ditarik menjadi sebuah garis, potret
dunia baru bagi Indonesia. Mungkin, nggak mungkin, mungkin, nggak
mungkin, tiba-tiba Tika Panggabean nyeletuk begitu saja disamping
kupingku lewat lagunya yang menemaniku minum kopi sebelum masuk
kelas, tapi konon another world is posibble, paling tidak itu pesan kuat
dari sebuah kumpulan teman yang menamakan dirinya Indoprogress.

Sya.... kurang lebih 10 menit dari tempat tinggalku, jalan kaki menuju
Institute of Social Studies. Sangat dekat, apalagi berjalan kaki disini
begitu nyaman, tidak seperti Jakarta yang rasanya pejalan kaki itu
menjadi kelas yang paling termarginal. Dalam pembangunan jalanpun,
kita bisa melihat relasi kelas, kelas mana yang berkuasa atas jalan raya
di Jakarta. Jawabannya mudah bukan, pemilik mobil pribadi, dan
pejalan kaki menempati bagian yang sudah semakin tergeser.

Ini kelas pertamaku di kampus yang katanya kiri, meskipun temanku
yang tinggal di London sempat mengenyitkan dahinya, menurutnya
kampus ini tidak lagi menjadi kampus kiri. Enggak pa-palah, agak-agak
berbau kiri juga nggak mengapa. Hujan rintik-rintik menjadi inspirasi
baru akan lahirnya mimpi sebuah perubahan. Paling tidak mencoba
untuk melihat sisi nasionalisme dari dunia yang berbeda, Utara -
Selatan. Entah, apa aku memaknainya dengan bacaan ini. Tapi paling
tidak, cuaca dingin ditambah rintik-rintik hujan yang turun, menjadi
sebuah isyarat nyata bahwa dunia ini bisa dilihat dalam dua sisi yang
berbeda. Di negeri kolonial, justru para pemuda merumuskan konsep
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kebangsaan Indonesia yang didasari atas satu keinginan, persatuan dan
kemerdekaan.

Aku memasukkan coin untuk mendapatkan secangkir kopi, lumayan
pikirku untuk menghangatkan badan setelah seharian dari pagi hingga
petang menghabiskan waktu di kelas, keliling kampus mulai dari
perpustakaan hingga mampir dalam sebuah kelas diskusi Marxist,
kebetulan kawanku yang baru kukenal satu hari itu. Aku menikmati kopi
di pelataran kampus, kebetulan ada kursi didepan kanal yang mengalir
disitu, sambil sesekali menebar senyum pada sekawanan turis yang
berwisata sungai dengan japal-kapal kecil, sesekali khayalanku
melayang pada sebuah mimpi sungai di Jakarta tak kalah menariknya
dari kanal yang didepanku ini, apalagi dalam sejarahnya kali Ciliwung
pernah menjadi cerita yang sangat terkenal di Belanda.
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Sya..am

12/12/2008 09:25pm

Sya...

Kamu pernah lihat jingga diatas mendung? Aku menemukan itu disini,
diwaktu rasa rinduku memuncak pada sebuah asa yang dikemas dalam
balutan nilai kesetiaan. Pun sakit dan menyesakkan, tapi jingga itu
tetap menyemburat dengan penuh kedamaian. Disini, dikamarku yang
paling luas dibandingkan dengan kamar lainnya yang dimiliki oleh
kampus yang berada di Oudemoulstrat. Ketika aku menengok gerimis
diantara tirai jendela, aku seperti melihat jingga itu menyemburat
dengan sempurna.

Tatapannya yang masih kuingat dalam-dalam, sembari membayangkan
alangkah kuatnya nilai itu bersemayam dalam hatinya. Nilai kesetiaan
pada sebuah kebenaran akan sejarah, sejarah hidupnya, sejarah
keibuannya, sejarah keistriannya, sejarah kewarganegaraannya, dan
seluruh sejarah yang pernah coba dipangkas untuk diingat oleh anak
cucunya karena dia tidak pernah bermimpi sejarah itu melukai masa
depan anak cucunya. Rasanya,berapa banyak orang yang ingin
melupakan sejarah hidupnya dengan berbagai cara.

Tapi jingga itu lain Sya, dia menampakkan hal yang lain, meskipun
memiliki rasa yang kuat untuk melupakan sejarah. Aku melihat,
disanalah nilai keabadian jingga itu meski dia berada diatas mendung.
Dia begitu kuat, dia begitu sempurna, dia begitu percaya bahwa inilah
cara dalam hidupnya untuk melalui sejarah. Tenggorokanku juga
rasanya begitu kering, ketika sepucuk surat ditanganku yang
diberikannya membuat aku semakin percaya bahwa alur hidup memang
niscaya adanya, dan sesungguhnya itulah hakikatnya pembentukan
jingga. Dalam genggaman tangannya yang begitu kuat, diantara
kecilnya kepalan tanganku sambil meradang senja dan berharap agar
butiran air mata tak menganggu apapun dan siapapun. Bukan hanya
dia, tapi juga aku dan atau bahkan kebanyakan orang yang masih
percaya bahwa kebenaran itu masih ada, paling tidak itu yang ada
dalam hatiku.

Sya...

Sepucuk surat itu kini kupegang dalam genggaman tanganku, semilir
angin yang merasuk perlahan-lahan di kamar ini semakin membuatku
takut menghadapi jingga. Tapi puji Tuhan, diapun berdoa untukk agar
Tuhan tidak menarikku dalam alur hidup yang sama. Tidak dinistakan
oleh orang-orang disekelilingku, apalagi oleh negara yang dalam jiwa
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dan ragaku sudah tertanam itu sejak lama, paling tidak sejak aku
mengenal pelajaran PMP di sekolah. Perlahan-lahan, aku kembali
membukanya. Maaf jingga, aku selalu membuka surat ini, membacanya
berulang-ulang. Mungkin itu tidak cukup membuat sakitmu terobati,
tapi paling tidak aku ingin mengerti bahwa betapa kebenaran itu begitu
mahal dan kuat menampung semua dalam pundakmu, menyimpannya
rapat-rapat dalam hatimu.

Catatan bagi mereka yang mau mendengarnya

Pertama diterima kebenarannya

Sekilas saya menyatakan kebenaran saya namun kalau sudah semua
orang menyatakan itu tidak benar, maka yang tidak benar itu menjadi
kebenaran.

Saya berpesan kepada anakku, semoga menjadi pedoman hidupmu

Saya tetap merasa dipihak yang benar, tetap merasa apa yang
dikatakan orang itu semuanya adalah hal tidak benar, semua
meruapakan fitnahan bagi diri saya, dmana fitnahan itu dianggap
sebuah kebenaran.

Kenapa orang menyatakan yang tidak benar ? mungkin ini adalah
sekedar mencari keselamatan dirinya, padahal dia lupa kehidupan yang
lain akan timbul dengan kebenaran yang kita buat.

Belum lagi kalau pembalasan ataukah hukum karma, tapi hal ini tidak
begitu dipikirkan oleh karena kebenaran itu biasanya (selalu) terlambat
datangnya. Menyebabkan banyak orang mau memilih kebenaran yang
sebenarnya bukan kebenaran.

Anak-anakku, hati-hatilah dalam hidup ini, tetap berbanggalah bahwa
bagaimanapun bapakmu tidak pernah merasa berbuat sebagaimana
yang dikatakan oleh semua orang itu.

Saya tidak mempersalahkan mereka itu, karena saya tau mereka mau
mencari keselamatan dirinya, sekalipun orang lain dikorbankan.

Hadapilah hidup ini dengan penuh kesatrya, sekalipun banyak orang
tidak senang dengan kamu. Biarlah mereka itu menyatakan bahwa saya
tidak benar karena itu adalah haknya untuk menyatakan itu.

Saya tetap berbangga sampai dimanapun, bahwa apa yang dikatakan
oleh saya itulah yang benar, dan yang lain itu adalah fitnahan yang
penuh dengki.

Apa sebab banyak dari mereka itu dengki pada saya? Itu saya sendiri
tidak tau.

Anakku, (putraku) mudah-mudahan saja doaku, engkau menjadi

manusia yang bahagia. Bahagiakanlah ibumu yang nanti tetap mengasuh
dirimu. Sayangilah ibumu yang tetap berkorban mau menderita
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untukmu. Melihat cobaan ini, mungkin saya tidak bisa lebih lama lagi
memberikan kebahagiaan pada ibumu.

Kepada istriku, tabahlah hadapi hidupmu. Kau trepaksa akan
melayarkan bahteramu sendiri dengan kesanggupanmu sendiri dan
pemikiranmu sendiri.

Jangan gentar menghadapi hidup ini, karena hidup ini adalah penuh
dengan tantangan dan cobaan. Kita tidak boleh mengeluh, karena
mengelu adalah meruapakan usaha yang sia-sia.

Aku tak bisa lagi melanjutkan, air mataku tiba-tiba saja mengalir dan
hampir jatuh di lembaran surat berikutnya. Tenggorokanku terasa
kering dan teramat kering. Ya Tuhan, begitu beratnya cobaan ini untuk
seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, bukan karena
tangan Tuhan yang menghendakinya. Tapi kerakusan manusia oleh kursi
kekuasaan. Tapi ketika kulihat, mata ibu kasim yang menatapku teguh,
menguatkan lagi hatiku untuk melanjutkan alur cerita ini.

Isteriku,

Entah berapa lama nanti engkau sendiriran menghadapi hidup ini,
ditengah-tengah gelombangnya hidup ini. Mudah-mudahan saya akan
tahan dalam ujian, pada prinsipnya semua terserah padamu. Bagaimana
kau akan menanggulangi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,
saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, akan saya jadikan
azimat dalam pengembaraan saya ini. Saya kira itu sudah cukup
banyak. Sekarang, aturlah hdiupmu untuk anak-anakmu, agar mereka
itu dapat bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna untuk
kemanusiaan. Do’akan jangan putus-putus, beri pada saya agar dapat
memberi keselamatan diri saya. Maaf, dan ampunkanlah segala dosa-
dosaku padamu, sebagai istriku kalau ada dosa padamu agar soal
menyesalnya dan harapanku dimaafkan.

Hanya kepadamu manusia satu-satunya yang benar-benar saya telah
banyak berbuat dosa, mungkin inilah pembalasannya pada diriku, tapi
mengapa akibatnya menimpa kau juga istriku. Padahal kau tetap orang
bersih, orang yang saya tau tidak berdosa.

Saya rasa ini tidak layak, tidak adil, karena dosaku kalian ikut
memikulnya. Terlepas saya salah atau tidak dalam persoalan ini, tapi ini
sudah meruapakan takdir Illahi pada diriku ini. Dalam selku sekarang,
saya tidak dapat melihat alam lagi, hanya cahaya yang masuk melalui
lobang 20 x 30 cm, itulah yang memberi saya petunjuk bahwa hari
sudah siang ataupun sudah malam. Malam ini, saya akan lalui tidur di
selku ini, sebagai malam pertama tanggal 8 April 1969.
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Syalv

03/25/2009 09:34am

Sejarah, akan dibuat oleh siapa yang sedang dan atau ingin berkuasa di
belahan bumi manapun. tapi jangan pernah ingin melupakan sejarah,
meskipun ada yang kelam disana. dan aku kembali mengingat-ingat apa
yang kau ucapkan padaku Jingga, disaat alunan maghrib menyapa kita
dalam sebuah geliat asa, yang mengintip malu-malu sambil sesekali
tangannya mengusap wajahku. "ibu sudah memaafkan, namun tidak
untuk dilupakan, karena kebenaran akan sejarah tidak boleh dihapus
dan dihilangkan dalam memori otak dan hati anak bangsa".

ya... tentu aku ingat kata-katamu dan sambil menembus malam aku
menelusuri jalan ini yang dirangkai dari berbagai peristiwa.

"selamat ulang tahun Sya", aku mengetik surat elektronik ini padamu.
entahlah, mengapa aku sangat suka dengan kata-kata ini, seperti air
yang masuk menggenangi tenggorokanku yang kering dikelabui waktu.
mungkin juga itu yang dirasakan oleh putrimu yang cantik Jingga,
setiap kali hari kelahirannya diketuk pada pukul 00.00 waktu indonesia
bagian timur, meskipun jauh suara lembut yang menuliskan kebenaran
didalam sel itu berbisik lirih "selamat ulang tahun sayang”, dan esoknya
bungkusan kado itu terus menerus menemuinya setiap tahun, sambil
tak lupa dengan sapaan hangatnya diujung telpon. sampai satu masa
memaksamu tunduk pada titik sejarah baru dalam hidupmu, untuk
memahami bahwa begitu mahal kebenaran itu dirampas oleh kelompok
yang menjadi hakim untuk menilai bahwa merekalah yang paling benar.

ya... akhirnya putrimu tahu juga Jingga, saat pelajaran sekolahnya
sudah mengajarkan bagaimana kewajiban negara melindungi rakyatnya,
justru disaat itu dia tahu ayahnya tak mungkin lagi akan mengucapkan
selamat ulang tahun padanya, kebenaran telah dikebumikan, kebenaran
telah dirampas.disini, ditanah ini yang jaraknya setengah dari putaran
bola dunia. di kamarku, nomor satu yang paling luas dibandingkan
dengan kamar-kamar lainnya di asrama kampusku.

mataku terbuka, saat waktu sudah menarikku pada rutinitas anak
sekolahan yang dibayari pemerintah Belanda. hari ini cuaca lebih dingin
dari biasanya, mungkin sekitar 12 derajat celcius. jaket tebalku
memenjaraku begitu kuat, dan hari ini aku berjanji ketemu dengan
mentorku yang sering mengkritik tulisanku yang dianggap tidak
memenuhi standar ejaan yang disempurnakan.

13
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lucu ya Sya, rasanya aku yang dari kecil diajarkan pelajaran bahasa
Indonesia. "Ini Budi, ini Bapak Budi". Bapak Budi pergi ke kantor, ibu
Budi memasak di dapur”. aiiih, mungkin karena pelajaran ini tidak
berubah mengikuti dinamika jaman, hingga aku malas mengikuti
pelajaran ini. nah, kalau karena ini ejaan EYD ku tidak bagus, aku tidak
akan protes ke mentorku yang lebih mengenal sejarah Indonesia yang
penuh manipulasi, dari pada aku yang dilahirkan di bumi Batavia.

sungguh Sya, Jingga sudah mengenalkanku pada banyak sejarah yang
dimanipulasi. bukan dengan dokumen berlembar-lembar buku sejarah
atau tontonan wajib di televisi. dia mengenalkan sejarah, dari
pengalaman hidupnya sebagai perempuan dengan penuturan yang tidak
pernah mau diungkap oleh sejarah, apalagi untuk meminta maaf. tidak
seperti dirimu, maafku begitu luas bagai samudera.

L
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Selasa, 19 Agustus 2008
Khalisah Khalid

Di luar dugaan, Menteri Keuangan mengeluarkan surat pencekalan
terhadap petinggi perusahaan tambang. Mereka dicekal karena mangkir
membayar royalti 13,5 persen. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 3
triliun.

Lelucon politik

Situasi memanas. Adu argumentasi terjadi antara pemerintah dan
perusahaan tambang batu bara yang dicekal. Situasi ini sebenarnya
hanya lelucon politik yang dimainkan elite oligarki yang menguasai
hampir seluruh negeri. Negeri ini sudah dikuasai korporasi sehingga
dikenal sebagai negeri korporatokrasi yang berwatak eksploitatif.

Disebut lelucon karena kondisi ini muncul akibat regulasi yang dibuat
pemerintah sendiri melalui peraturan pemerintah yang menyebutkan,
tambang batu bara tidak terkena pajak, lalu mengapa kebakaran
jenggot?

Kita tahu, karakter pertambangan di Indonesia tidak terbarukan,
berumur pendek, berdaya rusak tinggi. Pertambangan juga berorientasi
ekspor bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengakibatkan
Indonesia mengalami krisis energi di tengah limpahan batu bara.
Bukankah ini buah skenario kolaborasi penguasa dan pemodal melalui
instrumen hukum yang dikeluarkan tahun 2000?

Saat perusahaan itu menghancurkan keselamatan rakyat, merusak
produktivitas dan kesejahteraan rakyat, serta menghambat
keberlanjutan pelayanan alam sekitar wilayah konsesi tambang, di
manakah negara?

Pada sisi lain, apakah negara juga kebakaran jenggot karena saat rakyat
mengalami kerugian begitu besar karena kehilangan keselamatan ruang
hidup, kehilangan produktivitas, kehilangan kesejahteraan, dan
lingkungan rusak tak terpulihkan mengancam generasi ke depan?

Negara tidak pernah menghiraukan itu semua karena yang terpenting
adalah pendapatan bagi negara, bukan bagi kepentingan rakyat. Negara
ribut karena perusahaan tambang lalai membayar royalti, tetapi
pengurus negara diam saja saat perusahaan lalai memenuhi
kewajibannya terhadap rakyat yang hidup di sekitar tambang.
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Jared Diamond menggambarkannya dalam teori collapse. Dinyatakan,
runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan
ditentukan kondisi geografik alami saja.

Pilihan untuk bertahan atau collapse jatuh pada entitas manusia yang
tinggal di dalamnya. Entitas pada konteks tertentu ditentukan oleh
pilihan pemimpinnya dan pemimpin di Indonesia menghendaki
kehancuran sumber-sumber kehidupan. Pemimpin juga melihat sumber
daya alam bukan sebagai sumber kehidupan, tetapi sumber daya yang
bisa diekstraksi dengan mengabaikan keselamatan manusia penduduk
bumi Indonesia.

Utang ekologis

Jaringan advokasi tambang mencatat, sejak lama perusahaan tambang
batu bara ini bermasalah dan ini telah melahirkan berbagai krisis di
Indonesia.

Sejak tahun 1999, PT Arutmin Indonesia, misalnya, melakukan
serangkaian kejahatan korporasi (corporate crime) berupa kejahatan
lingkungan di sekitar wilayah konsesi pertambangan yang separuhnya
ada di kawasan hutan lindung. Pertambangan ini mencemari lingkungan
hidup yang menyebabkan hancurnya fungsi-fungsi ekologis kawasan itu.

Belum lagi PT Adaro Indonesia, yang telah menenggelamkan Desa
Lamida Atas dan Desa Juai di Kalimantan Selatan tahun 2003, merusak
pertanian dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup petani sekitar.

Jika berniat bangkit, seharusnya negara tidak hanya menuntut royalti
dari perusahaan tambang batu bara. Pengurus negara juga harus
menuntut utang ekologis yang ditinggalkan. Sejak berproduksi dan
mengeruk kekayaan alam di Indonesia, mereka meninggalkan kerusakan
alam, mencemari tanah, air, dan sumber kehidupan dan perlu dimintai
pertanggungjawaban. Belum lagi pelanggaran HAM, baik terkait hak
sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengadili mereka bukan
hanya karena soal uang, tetapi juga cara dan watak mereka, datang,
gali, dan pergi dengan meninggalkan kerusakan lingkungan,
menurunnya kualitas kesehatan dan kemiskinan.

Pengurus negara perlu menyadari, industri pertambangan skala besar—

salah satunya batu bara—kontraproduktif dengan sumber kehidupan
berkelanjutan.
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Lagu Lama, Aransemen Ulang
Khalisah Khalid

Siapa rakyat Indonesia yang tidak tahu bahwa presidennya jago
mencipta dan menyanyikan lagu. Di awal Juni 2008, Susilo Bambang
Yudhoyono kembali akan melansir sebuah lagu dan kali ini lagu itu
diberi judul Naiknya Harga BBM. Yudhoyono memastikan bahwa harga
BBM akan naik hingga 30 persen, dan tentu saja rakyat diminta
menerima "dengan lapang dada”, sembari menjanjikan kompensasi bagi
rakyat miskin.

Tulisan ini hendak mengingatkan kita semua bahwa kenaikan harga BBM
adalah sebuah lagu lama yang coba diaransemen ulang. Presiden
Yudhoyono menyatakan menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir
dari berbagai skenario untuk mengamankan anggaran pendapatan dan
belanja negara. Alasan kenaikan harga BBM tahun ini juga sesungguhnya
alasan lama yang sama, sewaktu Yudhoyono-Jusuf Kalla menaikkan
harga BBM pada 2005, yang hampir mencapai 120 persen. Dengan nada
yang sangat menyesal dan intonasi yang sedih, Yudhoyono
menyampaikan kondisi naiknya harga minyak dunia yang dinilai akan
mempengaruhi APBN jika pemerintah tetap memberikan subsidi kepada
rakyat, yang sama artinya menciptakan defisit anggaran dan pada
akhirnya akan membebani APBN.

Kenaikan harga BBM sebagaimana yang direncanakan pemerintah
sesungguhnya bukan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, melainkan
mengamankan anggaran belanja negara, sedangkan kita mengetahui
bahwa APBN kita tidak pernah berpihak kepada rakyat. Ini dapat dilihat
dari komposisi anggaran yang sebagian besar diperuntukkan bagi
kepentingan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri yang
mencapai Rp 94 triliun per tahun, peruntukan obligasi perbankan
Indonesia antara lain melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang
mencapai Rp 60 triliun per tahun, belum lagi untuk membiayai
kebutuhan birokrasi aparatus negara. Bahkan dalam catatan Koalisi
Anti-Utang disebutkan bahwa tidak kurang dari 46 persen pos dalam
APBN kita setiap tahunnya tidak terserap. Ini sama artinya dengan
pemerintah sesungguhnya tidak becus membuat perencanaan strategis,
khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Agenda liberalisasi

Agenda kenaikan harga BBM sesungguhnya menjadi agenda liberalisasi
atas sumber daya alam, khususnya liberalisasi di sektor minyak dan gas.
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Kenaikan harga minyak dunia sesungguhnya tidak cukup mendasari
pencabutan subsidi BBM kepada rakyat dan menaikkan harga BBM.
Sebab, konstitusi, yang mewajibkan negara memberi jaminan
kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa dibatasi oleh mekanisme
pasar dunia yang liberal.

Krisis energi selalu dipakai pemerintah untuk memuluskan
kebijakannya, seperti memaksakan proyek pembangkit listrik tenaga
nuklir dan kali ini dipakai untuk menaikkan harga BBM. Krisis energi
yang dialami Indonesia saat ini tidak lebih disebabkan oleh kebijakan
negara terhadap kegiatan pembangunan yang mengarah pada
industrialisasi yang menyebabkan tingkat konsumsi energi begitu tinggi
dan telah mengakibatkan krisis lingkungan hidup yang semakin tidak
terpulihkan. Kasus Lapindo menjadi contoh kerusakan lingkungan hidup
dan tragedi kemanusiaan yang paling kontekstual, dengan atas nama
pemenuhan produksi energi.

Agenda kenaikan harga BBM memang tidak bisa hanya melihat
Yudhoyono-Kalla sebagai aktor tunggal, Yudhoyono-Kalla tidak lebih
hanya boneka yang dipakai oleh aktor liberalisasi, antara lain lembaga
keuangan internasional dan pemodal. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
Indonesia menyebutkan kenaikan harga BBM disinyalir hanya membuka
pintu bagi 107 pengusaha swasta asing dan domestik yang sudah
memiliki izin prinsip usaha hilir BBM sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001, yang 90 persen usaha hulu (eksploitasi) migas
telah dikuasai sepenuhnya oleh modal asing. Secara keseluruhan, sektor
minyak telah didedikasikan untuk pasar bebas dan bukan demi
kepentingan rakyat.

Liberalisasi migas adalah salah satu paket yang tercantum dalam nota
kesepahaman antara Indonesia dan IMF pada 1998. Dari sini kita dapat
menyatakan pemerintah saat ini lebih patuh kepada industri dan bisnis
multinasional serta pemerintah negara-negara Utara ketimbang
mengurus rakyatnya. Yudhoyono tidak segan-segan menurunkan
popularitasnya di mata rakyat daripada popularitasnya turun di mata
para aktor liberalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia.

Permen politik

Pemerintah berjanji akan memikirkan rakyat miskin sebagai prioritas
ketika harga BBM dinaikkan. Ada beberapa opsi yang ditawarkan
pemerintah Yudhoyono-Kalla sebagai kompensasi untuk rakyat miskin
atas naiknya harga BBM, antara lain, melalui bantuan langsung tunai
plus (BLT plus) dan Program Nasional Pembangunan Mandiri, di mana
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sejumlah dana akan digelontorkan oleh World Bank: Rp 19,7 triliun
pada tahun ini dan Rp 58 triliun pada 2009.

Perlu diketahui, BLT plus yang akan diberikan pemerintah kepada
rakyat miskin sesungguhnya tidak lebih hanya menjadi alat untuk
menyuap rakyat miskin. Apa yang disampaikan Yudhoyono bahwa dia
tidak peduli dengan popularitasnya menjelang Pemilu 2009
sesungguhnya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dana BLT
plus yang akan diberikan Yudhoyono akan didorong sebagai "kemurahan
hati" Yudhoyono kepada rakyat miskin. Ini bisa dikategorikan sebagai
biaya suap politik Yudhoyono kepada rakyat miskin. Tampaknya
Yudhoyono akan menggunakan model kampanye karitatif selama kurun
waktu satu tahun ini untuk menaikkan lagi popularitasnya dengan
segera melalui dana kompensasi atas kenaikan harga BBM ini.

Kompensasi atas kenaikan harga BBM untuk rakyat miskin melalui uang
tunai sarat berbagai dampak, terutama dampak sosial dengan
meningkatnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Dana
kompensasi kenaikan harga BBM akan menjadi permen pemanis untuk
kepentingan melanggengnya kekuasaan politik dominan menjelang
Pemilu 2009, dan naiknya tingkat inflasi karena akan meningkatkan
sektor riil di tingkat rakyat tidak lebih hanya pembohongan publik dan
akal-akalan pemerintah hari ini. Kenaikan harga BBM justru akan
semakin meningkatkan angka kemiskinan dan semakin menjerumuskan
rakyat ke dalam krisis turunannya, seperti krisis pangan, yang dari
tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Tercatat, tidak kurang dari
4.456 kali peristiwa rawan pangan terjadi di Indonesia.

Rakyat menyubsidi negara

Yudhoyono-Kalla mengklaim bahwa negara telah memberikan subsidi
kepada rakyat dengan memberikan harga BBM yang murah, dan hari ini
negara akan mencabut subsidi tersebut dengan alasan akan terjadi
defisit anggaran APBN. Pertanyaan penting yang mesti dijawab adalah
apakah selama ini negara benar-benar telah memberikan subsidi
kepada rakyat?

Ketika negara absen memberikan jaminan atas keselamatan,
keamanan, serta keberlanjutan kehidupan bagi warga Sidoarjo dalam
kasus Lapindo, dan rakyat harus membangun kekuatannya sendiri,
seharusnya itu dihitung sebagai sebuah subsidi rakyat kepada negara.
Selama ini keselamatan rakyat dihitung negara dalam angka-angka yang
sungguh tidak masuk akal, sambil rakyat diminta bersabar dan
bertawakal demi keamanan APBN. Ketika pengurus negara bermain-
main dalam hitungan angka-angka asumtif, bahwa angka-angka
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tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri, dia akan membangun relasi
sebab-akibat dengan derajat kehidupan manusia. Bukankah
menurunkan derajat kemanusiaan manusia yang merdeka sama artinya
dengan menghilangkan nilai kemanusiaan itu sendiri, dan itu bagian
dari sebuah proses pelanggaran terhadap hak asasi manusia?

Pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang jauh sekali dari krisis
yang dihadapi rakyatnya. Kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan
bencana ekologis justru dijawab dengan mengeluarkan kebijakan yang
bahkan tidak ada relevansinya sama sekali dengan krisis yang dihadapi
rakyat dan bahkan justru menjerumuskan rakyat ke dalam jurang krisis
yang lebih dalam. *
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Menakar Kedaulatan Pangan Indonesia
Khalisah Khalid

Kedaulatan Indonesia berawal dari kedaulatan pangan. Harapan ini
tampaknya sangat masuk akal disampaikan oleh sebuah negara agraris
dalam peringatan Hari Pangan, yang jatuh pada 16 Oktober setiap
tahun. Namun, menjadi jauh panggang dari api karena dengan sengaja
pengurus negara menggunakan pilihan politiknya untuk terus-menerus
menciptakan krisis di negeri ini, yang produksi pangannya bergantung
pada industri pertanian trans-nasional dan multi-nasional, dan
menempatkan pangan sebagai komoditas untuk mengumpulkan
akumulasi modal. Padahal, sejatinya, pangan adalah hak dasar rakyat
yang penguasaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara,
untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Krisis pangan memang tak hanya melanda Indonesia, tapi juga negara
miskin dan berkembang lainnya yang bersandar pada kekuatan ekonomi
pasar bebas, yang dimainkan oleh World Trade Organization (WTO),
yang mengendalikan pasar dan memaksa Indonesia tunduk dan patuh
pada agenda liberalisasi di sektor pertanian. Krisis pangan global
memperlihatkan begitu lemah dan tidak berdayanya negara melindungi
kebutuhan dasar rakyatnya.

Kondisi krisis keuangan dan ekonomi global yang terjadi saat ini
diprediksi juga akan membuat Indonesia menempuh kekeliruan politik
yang sama. Paling tidak, ini terungkap dalam diskusi "Krisis Keuangan
Amerika Serikat dan Dampaknya terhadap Indonesia” (Jumat, 11
Oktober 2008) oleh gerakan civil society di Jakarta bahwa pemerintah
akan menggelontorkan dana sekitar Rp 130 triliun yang diperuntukkan
bagi perbankan dan sektor keuangan, sementara 67 persen uang yang
beredar di Indonesia ada di pasar asing. ltu artinya, ketika krisis
ekonomi global terjadi, yang diselamatkan pertama oleh pengurus
negara adalah modal, dan lagi-lagi yang diuntungkan dalam krisis ini
adalah pasar. Pemerintah tidak memprioritaskan anggaran Rp 130
triliun tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti
petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota, yang selalu menjadi
korban pertama dalam setiap cerita krisis global yang terjadi dan
berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari.

Sepuluh langkah (baca: perintah) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merespons krisis keuangan global, di
mana salah satunya berisi seruan untuk menggunakan produk dalam
negeri, semakin memperlihatkan dangkalnya pemahaman SBY terhadap

2



http://alien.adefadli.hijaubiru.org

krisis yang dialami oleh rakyat, khususnya petani sebagai penyedia
pangan negeri ini. SBY mungkin lupa bahwa sumber pangan kita diimpor
dari luar. Masih ingatkah ketika tempe hilang dari peredaran akibat
ketergantungan Indonesia pada kedelai, yang 60 persen dari Amerika
Serikat dan 85 persennya berasal dari transgenik. Akibatnya, ketika
Amerika Serikat memprioritaskan pertaniannya untuk pemenuhan
bahan bakar biofuel, yang terjadi adalah kerentanan di Indonesia.
Sebuah konsekuensi logis atas ketergantungan Indonesia terhadap
bahan pangan impor.

Dalam lembar fakta yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia dinyatakan bahwa krisis finansial dan ekonomi global, serta
situasi ekonomi, semakin buruk dan memojokkan mereka, sehingga
mereka terdorong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
pertanian berkelanjutan. Salah satu gambarannya adalah dengan
memaksakan produktivitas tinggi menggunakan pupuk kimia dan
pestisida, yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi kualitas
lahan, lalu mereka semakin terdorong untuk menjual lahannya.
Perbandingan nilai tukar lahan antara sebagai pertanian dan sektor lain
sungguh tidak seimbang, sehingga tidak ada penahan untuk setia pada
pertanian.

Revolusi hijau

Rezim SBY-JK bukan tidak mengetahui bahwa Indonesia berada dalam
cengkeraman krisis pangan. Paling tidak, kondisi ini tergambar dalam
pernyataan Presiden SBY dalam forum pertemuan G-8 di Hokkaido,
Jepang. Revolusi Hijau Jilid Kedua adalah agenda yang ditawarkan
kepada negara-negara maju tersebut, karena Revolusi Hijau Jilid
pertama, yang digulirkan pada 1960, dinilai berjalan dengan sukses.
Revolusi Hijau Jilid Kedua diharapkan dapat meningkatkan produktivitas
pangan Indonesia, jika dilakukan dengan investasi yang masif dan kerja
sama yang aktif dalam tingkatan global.

Pernyataan yang disampaikan dalam pidato Presiden ini menjelaskan
kepada kita bahwa agenda alternatif yang diusulkan oleh pemerintah
tersebut ahistoris, dan menandakan SBY-JK tidak paham dengan krisis
pangan yang dialami Indonesia. Agenda alternatif ini sekaligus
menandakan bahwa Indonesia akan semakin memperlebar pintu
liberalisasi pertanian dan industrialisasi pangan yang akan dikendalikan
oleh pasar internasional.

SBY tidak mengerti bahwa krisis pangan global dan khususnya di

Indonesia disebabkan oleh kebijakan ekonomi global melalui
mekanisme perdagangan internasional, dan kebijakan penguasaan lahan
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yang diprioritaskan bagi kepentingan modal, dengan mengkonversi
lahan-lahan pertanian untuk membuka perkebunan sawit skala besar. Di
Sumatera dan Kalimantan, perluasan perkebunan sawit mencapai 3 juta
hektare untuk pengembangan agrofuel. Serta menyulap lahan pertanian
untuk ekstraksi industri tambang yang memiliki daya rusak yang tinggi.
Padahal Departemen Pertanian menyebutkan, kebutuhan terhadap
beras Indonesia mencapai 40,182 juta ton pada 2018.

Undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menjadi alat legitimasi yang
paling ampuh bagi pemilik untuk mengambil tanah rakyat. Bagi petani,
tanah merupakan aset terpenting bagi kegiatan pertaniannya.
Sayangnya, pemerintah lalai dalam hal ini. Kepemilikan tanah sebagai
pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah
dengan kebutuhan sektor pertanian. Rata-rata lahan kepemilikan rumah
tangga petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata
kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektare. Penciutan kepemilikan lahan
itu bisa bersumber dari pola warisan yang membuat lahan
terfragmentasi, infiltrasi sektor industri atau jasa yang lapar lahan, dan
kebijakan pemerintah yang meninggalkan sektor pertanian.

Langkah politik

Sekali lagi, kebijakan politik pengurus negara sangat menentukan
apakah Indonesia akan keluar dari krisis pangan ini dan membawa
negeri ini pada kedaulatan yang hakiki. Pemerintah seharusnya berani
mengeluarkan sikap politik dan langkah-langkah politik yang penting
dan mendesak. Krisis ekonomi dan keuangan saat ini bisa dijadikan
sebagai momentum politik untuk mengeluarkan kebijakan yang
strategis di bidang pangan dan pertanian. Reformasi agraria merupakan
salah satu jalan menuju kedaulatan pangan, dengan meletakkan tata
kuasa, tata guna lahan, tata produksi, dan tata konsumsi kepada
pemangku kepentingan terbesar, yakni rakyat Indonesia.
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Koran TEMPO-10 Juni 2008

Krisis Kedaulatan dalam Perspektif Politik Hijau
Khalisah Khalid

Hari Lingkungan pada 5 Juni 2008 menjadi sebuah momen penting
untuk melihat lebih jauh arah gerakan lingkungan di Indonesia, sebagai
sebuah gerakan perlawanan yang lahir dari kesadaran akan kondisi
pembangunan yang tidak adil, khususnya bagi negara yang berada di
belahan selatan, belahan bumi yang selalu menjadi sumber eksploitasi
sumber daya alamnya.

Jika dicermati, ada tiga isu utama yang selalu disampaikan oleh
pengurus negara tentang krisis yang dialami oleh rakyat. Dalam
membaca sebuah krisis, pengurus negara mampu melihat peta
persoalan yang dialami oleh rakyatnya, antara lain krisis air, krisis
pangan, dan krisis energi. Sayangnya, road map yang dibuat sebagai
sebuah solusi atas krisis yang dihadapi tidak ada relevansinya dengan
krisis yang dialami oleh rakyat. Semua krisis dijawab dengan peta jalan
memberikan alternatifnya dan mekanismenya kepada pasar, entah itu
melalui regulasi, privatisasi, maupun liberalisasi yang semuanya
dimainkan dalam sebuah alunan orkestra penjajahan yang melemahkan
negara di dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk menjamin
pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya.

Bagi Cecil Rhodes (1852-1902), kolonialisme adalah penemuan tanah
baru yang dari tanah tersebut dapat dengan mudah didapatkan bahan-
bahan mentah (sumber daya alam) yang dapat dieksploitasi dengan
menggunakan buruh murah dari penduduk pribumi. Sumber daya alam
sesungguhnya selalu menjadi alasan utama bagi kolonial di mana pun
untuk mendominasi dan menanamkan kekuasaannya. Dari sini saja jelas
digambarkan bahwa penguasaan negara (kolonialisasi) terkait erat
dengan sumber daya alam sebuah negara.

Sumber daya alam berupa bahan mentah yang dikeruk menjadi sebuah
komoditas di dalam kerangka pemenuhan konsumsi bagi negara-negara
maju. Kebutuhan tersebut bukan ditentukan oleh konsumennya,
melainkan oleh sebuah sistem ekonomi kapitalis yang menjual jargon
globalisasi dan pasar bebas. Sementara negara yang ditempatkan
sebagai penghasil sumber daya alamnya justru kehilangan akses atas
sumber dayanya.

Inilah yang kemudian dinamakan dengan krisis kedaulatan yang
disebabkan oleh adanya dominasi ekonomi global yang dibangun oleh
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sebuah sistem kapitalis, yang penguasa modalnya dalam hal ini
TNC's/MNC's, lembaga keuangan internasional maupun elite oligarki di
Indonesia, melumpuhkan kedaulatan negara untuk mampu menjalankan
mandat konstitusinya untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak
dasar rakyatnya. Dominasi atas kekuatan ekonomi terhadap
pengelolaan sumber daya alam menempatkan modal sebagai lokomotif
dari seluruh cerita eksploitasi sumber daya alam.

Keadaan ini lebih lanjut telah menghancurkan nilai-nilai kedaulatan dan
keadilan intra dan antargenerasi yang selanjutnya telah menciptakan
pemiskinan rakyat. Kemerosotan kedaulatan ini ditandai dengan
semakin hilangnya hak menentukan nasib sendiri, di tataran negara
hingga di tataran satuan-satuan politik yang terkecil. Kemudian
kemerosotan nilai keadilan tampak dari adanya ketimpangan distribusi
manfaat, bahkan hilangnya hak-hak rakyat atas tanah, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, kekuatan
elite politik dan ekonomi yang mewarisi watak penguasa sebelumnya
telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya kembali dalam ruang-
ruang politik.

Ketimpangan yang dialami bangsa ini juga merupakan potret global
bahwa terjadi ketimpangan dalam kesejahteraan dan penguasaan asset
antara segelintir orang dengan mayoritas rakyat di dunia. Tingkat
kesejahteraan yang tinggi yang dinikmati oleh segelintir orang ini dapat
berlangsung, karena pengisapan terhadap kekayaan alam dan modal
sosial di negara-negara dunia ketiga atau negara yang lebih miskin,
serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya.

Di sisi lain gaya hidup, pola konsumsi, dan tingkat kesejahteraan
segelintir orang ini bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup
di negara-negara yang menjadi sumber pengisapan karena eksploitasi
yang membabi buta. Pola konsumsi segelintir kelompok secara berlebih
telah menyebabkan munculnya ancaman kerusakan lingkungan hidup
yang berdimensi global. Ini sekaligus kritik terhadap pandangan yang
menyebutkan bahwa kelebihan populasi penduduk berbanding lurus
dengan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di
negara miskin yang jumlah penduduknya besar seperti Indonesia.

Krisis lingkungan

Paradigma pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai yang dibangun
oleh sistem ekonomi global selalu memiliki watak yang eksploitatif,
pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sektor tertentu yang
ekstraktif, seperti pertambangan dan kehutanan yang berkonsekuensi
pada perubahan fungsi bentang alam. Atau, seperti perkebunan dan
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pembangunan infrastruktur yang menyingkirkan kebutuhan lain seperti
lahan untuk penyediaan lahan pangan, dan akibat lebih lanjut adalah
menghasilkan pengungsi ekologis dan pengungsi pembangunan.

Jon Schubart menyatakan bahwa ekologi politik mencoba untuk
menelusuri empat hal, yakni (a) bagaimana struktur sosial dan alam
saling menentukan, dan bagaimana keduanya membentuk akses
terhadap sumber daya alam, (b) bagaimana konsep alam dan
masyarakat yang telah dikonstruksi menentukan interaksi manusia
dengan lingkungan, (c) koneksi antara akses terhadap dan kontrol atas
sumber daya dan perubahan lingkungan, (d) hasil sosial dari perubahan
lingkungan.

Gerakan politik lingkungan di Indonesia harus mampu menjelaskan
bahwa persoalan lingkungan tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak
hanya bicara soal sains dan teknologi. Bicara soal lingkungan artinya
kita bicara tentang persoalan yang lebih mendasar tentang sosial-
politik, dan ekonomi-politik, bahwa saat ini ada kondisi yang tidak adil
atas nama pembangunan ekonomi global, yang menghasilkan perubahan
lingkungan yang tidak adil, khususnya bagi negara dunia ketiga.
Konstruksi yang ingin kita bangun ulang tentu saja dengan fondasi yang
melihat kelas siapa yang hari ini paling dimiskinkan, disingkirkan,
dihilangkan hak-hak dasarnya.

Gerakan politik lingkungan di Indonesia saat ini harus memiliki
kemampuan untuk memperbesar dan memperluas gerakannya, dan itu
hanya bisa dilakukan jika subyek dari gerakan politik lingkungan itu
adalah basis massa yang memiliki garis ideologi yang berpikir bahwa
perjuangan penegakan keadilan ekologi bukan sekadar membicarakan
soal degradasi lingkungan, tetapi juga membicarakan soal
keberlanjutan generasi yang akan datang. Bicara soal gerakan
lingkungan juga tidak terlepas dari bicara soal bagaimana
mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap hak-hak dasarnya yang
dibangun dengan semangat kolektivitas.

Jika Indonesia ingin keluar dari krisis lingkungan dan krisis kedaulatan,
maka pada seluruh cerita model pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia harusnya menggunakan tiga hal mendasar dan semuanya
harus didefinisikan menurut korban terbesar dan siapa yang paling
tersubordinasi dalam pembangunan. Tiga hal mendasar tersebut adalah
bagaimana jaminan keselamatan rakyatnya, bagaimana jaminan atas
kesejahteraan dan produktivitasnya, dan bagaimana jaminan atas
keberlanjutan dari fungsi pelayanan alamnya. Semuanya harus menjadi
pilar utama dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya
alam.
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Permen Politik Korporasi
Khalisah Khalid

Tanggung jawab sosial perusahaan tiba-tiba memang menjadi isu yang
hangat diperbincangkan, setelah kewajiban corporate social
responsibility (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT), khususnya pada Bab V, tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menyebutkan bahwa
perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun bukan
barang baru--karena CSR lebih dikenal dengan istilah community
development, meskipun lagi-lagi komunitas hanyalah menjadi alat
jualan--perjalanan proyek community development biasanya selalu
mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai basis
perencanaan dan pelaksanaannya di lapangan.

Yang pasti, undang-undang ini jauh lebih populis dibandingkan dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang
juga mengatur tanggung jawab perusahaan terkait dengan
permasalahan lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 tentang Amdal. Bahkan undang-undang ini telah membangun opini
publik perihal kebaikan hati perusahaan yang seolah-olah memiliki
kepedulian terhadap masyarakat sekitar, terhadap lingkungan, dan
bahkan kehidupan berbangsa, sebagaimana yang diharapkan oleh
Presiden Yudhoyono dalam pidatonya pada pembukaan Apindo, Maret
2008.

Dalam diskusi yang mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan
yang dilaksanakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
pada 16 Desember 2008, sempat terbersit pernyataan yang menggelitik:
apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan sebuah
manifestasi sosialis ala kapitalis? Pertanyaan ini tentu saja tidak ingin
mengatakan bahwa korporasi yang berbaju kapitalis itu memiliki
ideologi lainnya, yakni sosialisme, karena tentu saja itu sama artinya
dengan pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kapitalisme yang
mereka anut.

Pertanyaan ini untuk mengantarkan kita pada sebuah paradoks atas
upaya korporasi untuk membangun opini publik yang baik di tengah
masyarakat, di tengah bobroknya sistem kapitalisme yang diagung-
agungkan yang selalu menyisakan berbagai persoalan rakyat, mulai dari
kerusakan lingkungan karena industri ekstraktif yang memiliki daya
rusak tinggi dan tidak terpulihkan, masalah sosial, hingga pelanggaran
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terhadap hak asasi manusia, baik menyangkut hak ekonomi, sosial dan
budaya, maupun hak sipil dan politik.

Ada filosofi yang mendasari praktek CSR saat ini, yang tetap
meletakkan ideologi neo-liberalisme sebagai dasar-dasar atau nilai-nilai
yang dianutnya. Tentu saja bukan sesuatu yang ahistoris, karena
korporasi-korporasi masuk dan memastikan menjadi alat yang bisa
mengontrol negara melalui kekuatan modalnya. CSR kemudian lahir
untuk membangun negara di dalam negara, salah satunya dengan
mengambil-alih peran dan tugas negara melalui dana yang dimiliki oleh
korporasi. Karenanya, sangat beralasan jika proyek CSR tidak pernah
akan dapat menyentuh persoalan mendasar yang dialami oleh rakyat.
Bahwa sesungguhnya, dalam cerita pengelolaan sumber daya alam,
masalah utamanya adalah soal tata kuasa yang timpang antara rakyat
sebagai pemangku kepentingan terbesar dan korporasi. Sementara itu,
negara, yang diharapkan menjadi payung berlindung, justru absen
dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Belajar dari lima perusahaan yang mengklaim dirinya telah melakukan
praktek CSR, baik yang baru mengeksplorasi maupun yang sudah
mengeksploitasi, antara lain Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT
Medco E&P Indonesia, PT DPM, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Newmont
Nusa Tenggara, terbukti bahwa CSR hanyalah gula-gula atau pemanis
dan taktik perusahaan untuk menutupi berbagai kerusakan lingkungan
hidup dan pelanggaran terhadap hak asasi lainnya yang telah dilakukan
oleh perusahaan. Kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, kemudian dikompensasi dalam bentuk
proyek CSR antara lain membangun jalan, jembatan, masjid, sekolah
dan lain-lain yang tidak ada relevansinya dengan krisis yang dialami
oleh rakyat akibat ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan. Bahkan,
CSR tidak mampu mengubah secara mendasar, ketimpangan relasi kuasa
atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam antara komunitas
lokal dengan perusahaan yang dalam hal ini selalu membangun
relasinya dengan negara.

Dengan filosofi yang dianut oleh kapitalisme, perusahaan sesungguhnya
juga sedang mencari keuntungan yang bisa diperoleh dari pencitraan
yang dibangun melalui CSR sebagai medianya. Seluruh pembangun
infrastruktur sering kali diklaim oleh perusahaan sebagai budi baik
mereka, padahal sesungguhnya seluruh pembangunan infrastruktur
berupa jalan dan jembatan di lingkar industri mereka tidak lebih untuk
menjaga alir kapital mereka berjalan dengan baik, tanpa terganggu
oleh sarana dan prasarana. Karena itulah, tidak mengherankan jika
kemudian ada ungkapan yang menyatakan bahwa setiap 1 dolar yang
dikeluarkan oleh alat kapital harus bisa mendatangkan 10 dolar
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keuntungan bagi pelanggengan kekuasaan dan rente ekonominya. CSR
hanya salah satu dari sekian banyak strategi yang dimainkan oleh pasar
untuk mengakumulasikan keuntungannya. Hal ini senada dengan apa
yang disampaikan oleh Milton Friedman, aktor intelektual neo-liberal,
bahwa "korporasi adalah milik pemilik sahamnya, jika eksekutif
perusahaan memperlakukan nilai-nilai sosial dan lingkungan, hal itu
merupakan bagian dari cara untuk memperbesar keuntungan pemilik
saham”.

Inkonstitusional

Bicara dalam konteks negara, praktek tanggung jawab sosial
perusahaan saat ini sedang berupaya mengalihkan apa yang menjadi
tanggung jawab negara kepada aktor lain yang justru menjadi sumber
masalah dalam cerita kemiskinan di wilayah-wilayah yang kaya dengan
sumber daya alam. Dalih yang selalu disampaikan oleh pemerintah
adalah, CSR menjadi bagian dari bentuk komitmen industri terhadap
proses pembangunan berkelanjutan, selalu dijadikan basis utama atas
pengingkaran menjalankan kewajiban negara untuk memastikan seluruh
jaminan keselamatan, kesejahteraan, produktivitas.

Studi kasus praktek CSR di PT Kaltim Prima Coal, atau yang kini telah
beralih ke tangan Bumi Resources yang dimiliki oleh keluarga Bakrie,
menemukan bagaimana sebesar 78,1 persen peran negara telah beralih
kepada PT Kaltim Prima Coal ini. Dan hal yang sering kali dilupakan
adalah PT Kaltim Prima Coal ini merupakan salah satu perusahaan, dari
enam perusahaan batu bara, yang sempat mengemplang royalti 13,5
persen kepada negara, yang seharusnya dengan royalti tersebut negara
dapat menjalankan fungsi dan perannya, bukan dengan
menyerahkannya kepada perusahaan melalui CSR yang dapat
berimplikasi secara politik ketika perusahaan tersebut melakukan
perusakan lingkungan.

* % %

George Junus Aditjondro, peneliti CSR, menyatakan bahwa CSR yang
diwajibkan dalam UU PT ini, yang saat ini dipraktekkan, merupakan
tindakan yang inkonstitusional atau melanggar undang-undang dasar
negara sebagai konstitusi negara, khususnya yang terkait dengan
pemenuhan atas hak-hak dasar rakyat sebagaimana yang diatur dalam
konstitusi negara kita. Beralihnya peran negara, khususnya dalam
pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada korporasi besar,
perlahan telah membentuk sebuah kekuatan negara di dalam negara.

Akhirnya, jika pemerintah tidak ingin disebut telah melakukan tindakan
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yang menyalahi mandat konstitusi negara, sebaiknya pemerintah tidak
menyerahkan fungsi dan perannya kepada korporasi melalui dana CSR-
nya. Terlebih, praktek CSR selama ini hanya menjadi upaya menutupi
berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh
perusahaan, dan juga melanggengkan konflik horizontal di tingkat
masyarakat karena biasanya dana CSR digunakan oleh perusahaan untuk
meredam kesadaran kritis masyarakat yang hidup di lingkar industri
ekstraktif.



http://alien.adefadli.hijaubiru.org

Membaca (Lagi) Krisis Pulau Jawa
Khalisah Khalid

Cerita tentang krisis Pulau Jawa bukan hal yang baru, demikian juga
dengan prediksi bahwa pulau ini akan tenggelam karena sudah
kelebihan beban. Maklum, banjir pernah mengepung Pulau Jawa pada
2007. Pada awal tahun ini, banjir juga menenggelamkan tiga perempat
wilayah Jakarta, 62 kecamatan di Jawa Barat, 7 kabupaten di Jawa
Tengah, dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Dalam catatan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jatam pada 2000-2003, tidak
kurang dari 2.822 desa tenggelam akibat banjir, dengan kerugian yang
tidak sedikit.

Walhi telah mengingatkan soal peta rawan bencana di Indonesia,
khususnya di Pulau Jawa yang mempunyai beban cukup tinggi. Pulau ini
memiliki 125 juta jiwa atau sekitar 65 persen dari total penduduk di
Indonesia. Namun, warga sebanyak itu mendiami pulau kecil yang
luasnya hanya 7 persen dari seluruh luas daratan Indonesia, dengan
kapasitas penyediaan air yang tinggal 4 persen dari ketersediaan air
nasional. Dengan luas wilayah kurang-lebih 13 juta hektare, Pulau Jawa
hanya memiliki 1,9 juta hektare tutupan hutan. Artinya, Pulau Jawa
tinggal menunggu waktu untuk tenggelam.

Saat ini Pulau Jawa sebenarnya tidak lagi memiliki hutan alam. Yang
tersisa hanya kebun kayu di bawah pengelolaan badan usaha milik
negara, yakni Perhutani. Selama pengelolaan oleh Perhutani, telah
terbukti bahwa kondisi hutan Jawa semakin hari semakin hancur. Belum
lagi peminggiran terhadap petani-petani di Jawa yang tidak lagi
memiliki lahan, sehingga mereka terpaksa harus hidup di kawasan
dengan kemiringan yang sangat rawan terhadap bencana.

Potret kehancuran Jawa

Membaca peristiwa banjir yang kini menenggelamkan sebagian Pulau
Jawa tidak lepas dari model dan pilihan pembangunan yang mulai
dipraktekkan sejak zaman kolonialisasi, ketika Daendels membangun
jalan sepanjang Anyer-Panarukan. Praktek industrialisasi yang disokong
infrastruktur raksasa inilah yang kemudian menjadi landasan atau
pijakan model pembangunan, yang berujung pada tata kuasa, tata
penggunaan lahan, tata produksi, serta tata konsumsi yang
menguntungkan segelintir elite kuasa politik dan modal.
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Jared Diamond dalam teori collapse-nya mengatakan runtuh dan
berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan
oleh kondisi geografik alaminya saja. Pilihan untuk bertahan atau
collapse jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas
pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya.
Tampaknya pemimpin entitas manusia Pulau Jawa memilih jalan
menuju collapse dengan membiarkan bencana terjadi dengan intensitas
yang meningkat dari tahun ke tahun. Bencana itu pun diatasi dengan
cara yang terus-menerus sama, yakni pembangunan infrastruktur
raksasa, mobilisasi bantuan secara serampangan, sambil terus
menyalahkan alam.

Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi
hingga hari ini semestinya dibaca dalam logika kompleks antara
pertumbuhan yang diagung-agungkan, ketidakpahaman atas perubahan
lingkungan Pulau Jawa, dan pengabaian atas biaya yang ditanggung
warga dalam sejarah pembangunan. Biaya tersebut adalah kemiskinan
struktural yang menghasilkan kerawanan pangan serta krisis air bersih
dan energi yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan
telah mengubah fungsi lindung. Sementara itu, sedimentasi dan
pencemaran air sungai serta pencemaran tanah oleh logam berat terus
terjadi tanpa tertangani. Kenyataan ini semakin memicu Jawa bukan
hanya berada di titik nadir kehancuran ekologis, tapi juga menuju
kehancuran kehidupan (collapse).

Diamond mengingatkan bahwa kehancuran lingkungan pada peradaban
manusia memicu konflik antarwarga yang sebetulnya bibitnya sudah
ada. Kondisi krisis pun digunakan sebagai sarana politik menjatuhkan
lawan dengan menyabotase tanggap darurat bencana. Dalam kondisi
yang demikian, bukan hanya kondisi perubahan lingkungan yang
menjadi ancaman, melainkan respons elemen-elemen negara dan
politik yang tampak memilih jalan kehancuran yang jauh lebih
mengancam.

Respons rakyat menghadapi krisis Jawa

Sebanyak 83 persen kawasan kepulauan Indonesia pada dasarnya rawan
terhadap bencana dan 90 persen warga negara Indonesia terancam
keselamatannya. Sering kali negara dan rakyat berada di ruang yang
berbeda ketika terjadi bencana, meskipun ada Undang-Undang
Penanggulangan Bencana. Kita tidak bisa lagi banyak berharap dari
negara, meskipun negara tetap harus dikuatkan untuk menjalankan
fungsi dan perannya memberikan jaminan keselamatan, produktivitas,
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kesejahteraan, dan keberlanjutan pelayanan alam.

Dalam banyak laporan tampak jelas, warga di wilayah krisislah yang
lebih cepat merespons situasi yang dihadapi sebagai bagian dari cara
bertahan di tengah bencana dan seluruh kerepotan yang dihadapinya.
Banyak catatan dan pengalaman yang bisa didapat selama terjadinya
bencana, paling tidak rakyat sudah membangun inisiatifnya sendiri
untuk bahu-membahu menghadapi krisis. Inilah yang dinamakan subsidi
rakyat kepada negara, karena negara lamban merespons Kkrisis
rakyatnya.
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Lagi, Negeri yang tidak hecus mengurus sampah
Khalisah Khalid

Jum'at dini hari tiba-tiba saya dikejutkan kabar dari seorang kawan
wartawan, TPA. Bantar Gebang longsor. Sedikitnya 3 orang tewas dan
seorang diantaranya ibu hamil, serta beberapa orang lainnya dirawat di
rumah sakit. Seketika ingatan saya menerawang pada peristiwa
Leuwigajah Bandung-Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu lalu,
yang menewaskan ratusan orang. Akhirnya, bencana itu terjadi lagi
disini. Meskipun dengan jumlah korban yang lebih sedikit, tapi
bukankah nyawa satu orang, sama artinya dengan nyawa ratusan orang.
Sudah dapat ditebak jalan cerita dari peristiwa longsornya TPA Bantar
Gebang, Pemerintah yang cuci tangan, dan pihak swasta dalam hal ini
PT. Patriot Bangkit Bekasi (PT.PBB) yang sibuk membela diri, dan pihak
Kepolisian yang tidak bisa menangkap dan mengadili pihak pemerintah
baik Pemprov. DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Bekasi, dan PT. PBB
yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan dari system pembuangan
sampah sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang
telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Meskipun terasa pahit untuk diucapkan, entah kenapa saya begitu yakin
bahwa peristiwa bencana yang betul-betul diakibatkan oleh kesalahan
manusia ini akan terjadi lagi, dan perkiraaan kuat saya akan terjadi di
Jakarta. Dugaan ini bukan sekedar ramalan atau feeling saja, karena
saya bukan seorang peramal yang bisa menebak rentetan peristiwa
bencana yang akan terjadi. Bacaan saya merupakan prediksi lingkungan
hidup dari aktifitas keseharian yang saya jalani. Prediksi daerah-daerah
rawan bencana yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) Jakarta, sebenarnya menyangkut bencana ekologis
yakni sebuah bencana yang diakibatkan oleh murni kesalahan manusia
didalamnya. Bencana longsor di TPA Bantar Gebang sama dengan
bencana longsor yang terjadi di TPA Leuwigajah, dimana bencana ini
terjadi akibat dari kelalaian pemerintah yang hingga hari ini tidak
memiliki manajemen pengelolaan sampah yang baik. Rakyat miskin
seperti pemulung yang seharusnya dilindungi hak asasinya oleh Negara,
justru menjadi korban dari buruknya pengelolaan sampah.

Negeri ini memang selalu memproduksi bencana, sayangnya bencana itu
bukan bencana alam. Melainkan sebuah bencana yang seharusnya tidak
perlu terjadi, karena berbagai pengalaman seharusnya menjadi
pembelajaran untuk pengurus negeri ini. Tapi nampaknya harapan
seperti jauh api dari panggang, karena negeri ini memang tidak pernah
becus mengurus persoalan rakyat. Longsornya TPA Bantar Gebang
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hanyalah salah satu dari rangkaian berbagai peristiwa bencana dari
kesalahurusan pengelolaan lingkungan hidup.

Akibat Manajemen Sampah yang Buruk

Persoalan sampah bukanlah persoalan baru di DKI Jakarta dan juga di
kota-kota besar lainnya di Indonesia. 6000 ton dihasilkan setiap harinya
oleh ibukota provinsi ini, dan hampir sebagian besar dibuang di
kawasan sanggahan Jakarta. TPA Bantar Gebang adalah salah satu
kawasan yang selama 17 tahun dijadikan sebagai tempat pembuangan
sampah DKI Jakarta, sekitar 4000 ton sampah dibuang ke tempat ini.
Sehingga seharusnya pemerintah sudah bisa memprediksi bahwa ini
akan sangat berbahaya dan mengancam keselamatan rakyat yang hidup
di area Bantar Gebang.

Zona Il A yang longsor ini, ketinggian sampahnya sudah mencapai 20
Meter, yang artinya memang pengelolaan di zona ini menggunakan
model open dumping, meskipun PT. Patriot Bangkit Bekasi (PT. PBB)
sebagai pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah membantahnya,
dengan mengatakan bahwa mereka menggunakan model sanitary
landfill.

Hingga saat ini, pemerintah tidak memiliki model pengelolaan sampah
yang baik. Paradigma membuang sampah, bukan hanya ada di
masyarakat awam, paradigma ini justru masih bercokol dibenak pejabat
pemerintah. Jika melihat dari master plan pengelolaan sampah sampai
tahun 2015, kita dapat menilai bahwa paradigma pemerintah dalam
mengelola sampah tidak berubah. Pemerintah sudah seharusnya
mereduksi model pembuangan sampah, apalagi biasanya lahan yang
digunakan sebagai TPA/TPST adalah lahan-lahan produktif masyarakat.

Pemerintah selalu bertumpu pada teknologi yang canggih, padahal
teknologi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah.
Karena bicara soal pengelolaan sampah, sebenarnya kita sedang bicara
85% soal gaya hidup masyarakat kota yang cenderung konsumtif. Pola
konsumtif yang memang dirangsang oleh pertumbuhan pasar
(kapitalisme), yang menempatkan konsumen hanya sebagai objek dari
produk-produk yang dihasilkan. Tengoklah, apakah pihak produsen yang
menghasilkan banyak sampah dan turut serta berkontribusi dalam
menumpuknya sampah, telah ikut bertanggungjawab terhadap sampah
kemasan produksinya??, jawabannya tidak ada.

Pemerintah sudah seharusnya tegas kepada pihak produsen yang tidak

mempunyai system pengelolaan kemasan dari produk yang dihasilkan.
Dipihak masyarakat sebagai konsumen juga harus membangun
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kekuatannya sebagai konsumen untuk menuntut dan mendesak pihak
produsen bertanggungjawab terhadap emasan produknya. Bukankah
konsumen ketika memilih produk (sabun, shampo dan lain-lain),
sebenarnya sedang membeli isinya, bukan kemasannya. Sehingga
kemasannya harus diserahkan kembali kepada pihak produsen, karena
jumlahnya cuku signifikan untuk menghasilkan sampah di kota-kota
besar.

Dibeberapa komunitas sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan
inisiatif pengelolaan sampah untuk membantu meringankan beban
tugas pemerintah, misalnya dengan melakukan pemilahan sampah dari
rumah tangga. Tapi tampaknya upaya masyarakat tersebut tidak cukup
mendapat respon yang positif dari pihak pemerintah, misalnya petugas
kebersihan yang system mengangkut sampahnya tetap dicampur,
sehingga masyarakat beranggapan percuma. Selain itu juga system
birokrasi pemerintah yang tidak bisa menjadi panutan untuk mengelola
sampah dari kantornya masing-masing. Cobalah diperiksa, apakah
kantor-kantor instansi pemerintah sudah mengelola gaya hidupnya
untuk tidak boros memakai penggunaan kertas.

Menantikan Payung Hukum Pengelolaan Sampah

Meskipun korban jiwa yang ditimbulkan akibat buruknya pengelolaan
sampah oleh Pemerintah telah berjatuhan, selain itu juga konflik sosial
yang terjadi di beberapa daerah yang menolak kawasannya dijadikan
sebagai tempat pembuangan sampah atau tempat pengelolaan sampabh,
seperti peristiwa bentrokan yang terjadi ketika warga menolak TPST
Bojong. Kita melihat bahwa Negara masih menganggap bahwa persoalan
sampah bukan menjadi prioritas utama dari persoalan negeri ini.
Mungkin persoalan sampah dianggap tidak politis, padahal pengelolaan
sampah telah menjadi komoditas bisnis elit yang menghasilkan proyek-
proyek yang tidak sedikit nilainya.selain itu, persoalan sampah juga
telah menimbulkan konflik social yang besar di masyarakat dan juga
telah mengakibatkan banyak nyawa rakyat miskin yang harus melayang
tertimbun sampah.

Bukti dari ketidakseriusan Negara mengurus soal sampah adalah masih
terkatung-katungnya rancangan undang-undang (RUU) pengelolaan
sampah, dan konon sampai sekarang masih ada di Departemen Hukum
dan HAM. Padahal rancangan ini sudah 3 tahun ini menantikan untuk
segera disahkan menjadi undang-undang, dan dapat segera menjadi
landasan hokum dalam pengelolaan sampah secara nasional terutama
bagi kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan penduduk yang
sangat cepat.
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5 (lima) aspek yang harus ditinjau dalam pengelolaan sampah, tidak
menjadi sebuah acuan dalam kerangka pengelolaan sampah yang baik.
5 (lima) aspek tersebut antara lain menyangkut perangkat undang-
undangnya, kelembagaannya, aspek pembiayaan, aspek teknologi dan
aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut, jika dijalankan
secara baik dan konsisten, sesungguhnya cukup signifikan menjawab
persoalan sampah.

Undang-undang ini sekaligus juga dapat secara jelas membagi tugas dan
kewenangan setiap orang didalam pengelolaan sampah, selain
Pemerintah dan pihak swasta, peran serta masyarakat juga bisa
mengacu pada undang-undang ini.

Undang-undang ini sekaligus juga dalam rangka penegakan hukum bagi
pihak swasta yang selama ini dipercaya untuk mengolah sampah, tapi
tidak konsisten dalam menjalankan kerjasama yang dibuat dengan
alasan dana. Seperti yang terjadi di Bantar Gebang, jika pihak
perusahaan benar-benar menggunakan system sanitary landfill, maka
peristiwa longsor ini tidak akan terjadi. Jadi jelas, PT. PBB telah
melakukan kebohongan public, dan undang-undang pengelolaan sampah
harusnya bisa menjadi alat hukum untuk menyeret PT. PBB ke
Pengadilan sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Bencana longsornya TPA untuk yang kedua kalinya, harus bisa menjadi
pelajaran berharga buat pemerintah, sehingga tidak akan dicap
pemerintah tak ubahnya seperti keledai yang sudah dua kali jatuh
dalam lubang yang sama. Persoalan sampah yang harus diperbaikin
diantaranya manajemen (pengelolaan sampah), serta payung hukum
pengelolaan sampah yang harus segera disahkan. Sudah waktunya,
Rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah segera dibahas dan
disahkan, agar rakyat tidak lagi menjadi korban dari longsoran sampah
yang bisa terjadi di daerah lainnya (selesai).
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Ketika Gong RUU Pengelolaan Sampah telah
Ditabuh

Khalisah Khalid

Kompleksitas Persoalan Sampah

Persoalan sampah kembali mencuat, ketika Pemerintah kota Bandung
akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah yang menggunakan
teknologi incenerator di Gedebage, yang ditolak oleh masyarakat
setempat yang tentu saja tidak menginginkan ruang hidupnya tercemar
oleh TPST. Sebuah fenomena penolakan masyarakat yang daerahnya
dijadikan sebagai TPA/TPST atau apapun namanya terjadi hampir di
kota-kota besar di Indonesia. Persoalan ini kemudian terus berlangsung
dan bahkan selalu direplikasi dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan yang sama, meskipun mendapatkan pertentangan keras di
masyarakat. Belum lagi bencana yang ditimbulkan akibat buruknya
manajemen pengelolaan sampah, longsor sampah dan banjir selalu
menghantui perjalanan kota-kota besar yang memproduksi banyak
sampah.

Siapapun akan mengatakan bahwa persoalan sampah begitu kompleks,
dan membutuhkan perhatian semua pihak untuk menanganinya. Namun
sebagai institusi Negara yang diberi mandate oleh rakyat, pemerintah
berkewjiban untuk membuat ketentuan hokum dan pelaksanaan dalam
pengelolaan sampah. Selama ini, pemerintah selalu menggunakan
paradigma lama dan selalu menggunakan pendekatan yang parsial
dalam melihat persoalan sampah. Model pengelolaan sampah yang
ditawarkan selalu bersandar pada aspek teknologi dan padat modal
yang sarat dengan peluang menjadi ladang korupsi dalam pengelolaan
sampah. Pemerintah telah mengabaikan sebuah akar persoalan dalam
penanganan sampah, bahwa 85% bicara soal sampah berarti bicara soal
gaya hidup yang memang sengaja direkayasa oleh pasar, sehingga
budaya konsumtif begitu dilanggengkan dan dipelihara. Tidak bisa
kemudian gaya hidup hanya diselesaikan dengan teknologi. Apalagi
belum pernah ada sejarah yang menunjukkan keberhasilan Indonesia
mengelola sampah, karena teknologi canggih yang ditawarkan juga
belum terbukti.

Untuk perlu dibangun sebuah aturan dan mekanisme bagaimana

persoalan sampah bisa diatasi, dan semua aturan dan mekanisme
tersebut akan sulit diwujudkan di Indonesia, karena selama ini tidak
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ada payung hukum yang menjadi rujukan bagi semua orang dalam
melihat persoalan sampah. Payung hukum pengelolaan sampah menjadi
penting untuk diselesaikan secepat mungkin, dikarenakan inilah yang
akan menjadi sebuah keputusan hukum yang bisa memastikan seluruh
proses pengelolaan sampah sebagaimana yang diharapkan dapat
terjadi. Ada beberapa aspek yang dapat terus didesakkan dalam
pembahasan rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah, antara
lain sebagai berikut:

Pertama, soal kelembagaan yang diberi mandat untuk mengelola
sampah, karena tidak cukup hanya dinas kebersihan yang bisa
menyelesaikan persoalan sampah. Jika ada pihak swasta yang ditunjuk
untuk mengelola sampah, dibutuhkan sebuah aturan main dan
penunjukan yang tegas karena selama ini banyak pihak swasta yang
tidak menjalankan aturan main yang benar dalam melakukan
kebohongan public dalam melakukan usahanya seperti yang dilakukan
oleh PT. WGS di TPST Bojong.

Kedua, soal peran serta masyarakat yang seharusnya menjadi bagian
yang paling utama dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah. Peran
serta masyarakat ini termasuk didalamnya peran lembaga-lembaga
kemasyarakatan seperti lembaga agama, lembaga kepemudaan,
organisasi perempuan dan tentu saja komunitas-komunitas kritis yang
selama ini telah berinisiasi melakukan pengolahan sampah
dikomunitasnya. Peran serta masyarakat ini juga sekaligus termasuk
didalamnya pihak produsen yang selama ini menjadi kontributor
terbesar dalam meningkatkan volume sampah dari kemasan produk
yang dihasilkan.

Ketiga, pembiayaan yang mengatur soal bagaimana pemerintah dapat
menetapkan biaya retribusi sampah dalam rangka pengelolaan sampah
yang bisa ditetapkan berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan,
serta pengaturan pengelolaan retribusi itu sendiri yang dipergunakan
untuk kepentingan pengelolaan sampaj yang dicantumkan dalam APBD.
Selain itu tentu saja bicara soal kompensasi yang diberikan sebagai
sebuah imbalan dampak negative yang telah ditimbulkan akibat
pengelolaan sampah, seperti biaya pemulihan lingkungan dan kesehatan
yang selama ini terabaikan.

Keempat, bicara soal ketentuan yang mengatur tentang mekanisme
hokum dalam pengelolaan sampah, jika terjadi sengketa yang selama
ini banyak terjadi di berbagai daerah di kota-kota besar di Indonesia.
Ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap
masyarakat yang terkena dampak langsung dan atau tidak langsung
akibat proses pengelolaan sampah. Selain itu juga dalam mekanisme
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hokum ini juga diatur tentang pengawasan dan sanksi hukum dalam
pengelolaan sampah.

Kelima, baru bicara soal aspek teknis yang mengatur soal tata cara
penanganan sampah. Mulai dari pengangkutan, pengolahan dan proses
akhir dalam penanganan sampah spesifik. Disinilah baru kemudian bisa
dikaji lebih mendalam teknologi apa yang bisa digunakan disuatu
tempat yang sesuai dengan karakteristik sampah, sehingga pilihan
untuk menggunakan system incenarator telah melalui kajian yang
mendalam, terutama yang menyangkut soal kajian dampak kesehatan
dan kajian socialnya. Yang harus dipastikan adalah bahwa dalam kurun
waktu satu tahun setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang,
tidak diperbolehkan lagi menggunakan system open dumping seperti
yang banyak terjadi di TPA/TPST.

Paling tidak, inilah lima aspek yang penting untuk dilihat dalam
pengelolaan sampah yang bisa terus didesakkan kedalam sebuah payung
hokum yang akan memastikan semua aturan dan mekanisme dalam
pengelolaan sampah memiliki kekuatan hokum untuk dapat
mengoptimalkannya. Tanpa payung hukum tetap yang dapat digunakan
sebagai landasan dalam pengelolaan sampah, maka buruknya
pengelolaan sampah yang saat ini dipraktekkan, akan terus menjadi
persoalan bagi kota-kota besar di Indonesia seperti polusi udara, air
dan tanah, serta bencana longsor dan banjir yang akan menjadi
keseharian dari rentetan bencana ekologi.

Setelah tiga tahun RUU pengelolaan sampah dinantikan untuk segera
dibahas, tersiar kabar baik bahwa saat ini sudah terbentuk Pansus DPR
Rl untuk membahas Rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah,
meskipun belum dikatahui oleh public luas dan kapan Pansus ini akan
bekerja. Harapan besar tentu saja agar Pansus ini bekerja secara
terbuka dan transparan, sehingga public bisa melakukan pemantauan
dan pengawasan terhadap berlangsungnya prosesnya pembahasan ini.
Kemauan politik dari Pemerintah didalam melihat persoalan sampah
begitu dinantikan, sebelum bencana ekologi yang lebih besar terjadi
lagi di daerah lain. Keputusan politik untuk menyelesaikan payung
hukum ini juga menjadi penting, untuk mengurangi bisnis pengelolaan
sampah yang gelap karena banyak penunjukan pengolahan sampah oleh
Pemerintah kepada pihak swasta tidak transparan dan accountable.
Sehingga kemudian menjadi wajar jika muncul sebuah kecurigaan oleh
masyarakat awam, bahwa TPA/TPST atau apapun namanya menjadi
lahan bisnis yang begitu empuk, dan selalu menyengsarakan masyarakat
yang hidup disekitar TPA/TPST. (selesai)
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MEMBACA NASIONALISASI INDUSTRI DARI PERSPEKTIF
GREENPOLITIK

Khalisah Khalid

Penguasaan asing terhadap perekonomian Indonesia, memang telah
sejak lama ditanamkan, paling tidak dalam hitungan masa kolonialisasi
Belanda. Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonialisasi
Belanda yang meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa
dan yang selanjutnya melahirkan banyak lagi Daendels-Daendels lain
yang menerapkan dasar yang sama. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda
untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena pulau
Jawa dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan
memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat
dipekerjakan secara paksa, antara la! in di perkebunan teh dan kopi
yang dikuasai oleh Perusahaan Belanda. Yang lainnya adalah, karena
pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan sebagai penghubung atau
mitra Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kenyataan inilah, alur kolonialisasi secara ekonomi, sejalan beriringan
dengan kolonialisasi secara politik. Praktek-praktek kolonialisasi ini,
untuk selanjutnya diikuti oleh para penerus neo kolonialisme di belahan
bumi Indonesia yang lain. Kolonialisasi melalui industrialisasi telah ikut
menggeser budaya pedesaan menjadi budaya masyarakat industri, yang
juga menempatkan baik kelas petani maupun kelas buruh sebagai
konsumen, karena sumber produksinya dikuasai oleh sebuah power
system yakni pemodal dan negara, yang menjadikan semuanya berbasis
pada sebuah nilai komoditi.

Serangkaian krisis yang dihadapi oleh rakyat antara lain kemiskinan,
pengangguran, gizi buruk, bencana ekologis, kemudian direspon secara
keras oleh aktivis pro demokrasi dengan berbagai tuntutan yang
didesakkan kepada negara dan modal. Nasionalisasi industri, menjadi
isu yang marak diperjuangkan oleh gerakan pro demokrasi, yang
menghendaki agar negara mengambilalih industri yang hari ini dikuasai
oleh asing seperti Freeport, Newmont, INCO, Rio Tinto dan masih
banyak lagi industri asing, yang dinilai tidak pernah memberikan
keuntungan siginifikan kepada rakyat Indonesia. Industri asing,
khususnya industri ekstraktif (tambang), hanya menyisakan persoalan
lingkungan hidup dan kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan di
Indonesia, justru berada dimana wilayah tersebut sangat kaya dengan
sumber daya alam (SDA), seperti Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan
Timur.
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Nasionalisasi Industri, Keberlanjutan Kehidupan?

Isu nasionalisasi terhadap industri-industri asing yang bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan membangun kemandirian
bangsa, sehingga tidak menjadi bangsa budak, memang menjadi sebuah
keharusan. Pada tahap ini, saya sangat sepakat dan mendukung penuh
agenda nasionalisasi industri-industri asing terutama industri ekstraktif,
yang selama ini hanya menyisakan kerusakan lingkungan hidup dan
kemiskinan bagi rakyat yang justru seharusnya menguasai sumber-
sumber kehidupan mereka. Namun demikian, ada beberapa hal saya
secara subjektif menilai, bahwa gagasan nasionalisasi industri, masih
kering dengan perspektif green politik.

Tulisan ini tidak hendak mempertentangkan antara gagasan
kesejahteraan bagi rakyat melalui nasionalisasi industri, dengan
gagasan keberlanjutan lingkungan hidup yang disokong oleh gerakan
yang menganut green politik. Tulisan ini justru hendak ingin mengupas
lebih dalam dan menguatkan agenda nasionalisasi industri ini, terkait
dengan apa saja prasyarat yang mestinya dipenuhi ketika industri bisa
dikuasai oleh negara dan sejauh mana nasionalisasi industri bisa
menjawab krisis yang dialami oleh rakyat. Sehingga nasionalisasi
industri yang disuarakan oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia,
dapat menjadi salah satu alat yang dapat menjawab krisis yang dialami
oleh rakyat.

Pengalaman dengan sistem yang ada hari! ini, telah membuktikan
kepada kita bahwa perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah
sekalipun, ternyata tidak berkontribusi signifikan terhadap
kesejahteraan rakyat. Perhutani dengan PTPN misalnya, justru menjadi
aktor yang paling dominan menyengsarakan petani di Indonesia, dan
telah menyebabkan berbagai bencana ekologis (banjir dan longsor) yang
terjadi di pulau Jawa. Terakhir, baru saja Perhutani menembak petani
di Jawa Timur dan mengakibatkan 2 (dua) orang petani tewas. Lapindo
Brantas yang dimiliki oleh Bakri Group dan Medco Group menjadi potret
yang paling kontekstual, bahwa industri migas yang dimiliki oleh
industri nasional sekalipun, justru menjadi alat pemusnah manusia yang
paling cepat.

Sebelum kita bicara soal nasionalisasi industri, yang seharusnya dilihat
lebih jauh dan dan tajam adalah prasyarat yang harus dipenuhi untuk
mendukung sebuah jalan menuju nasionalisasi industri. Bagaimana tata
kuasanya, bagaimana tata guna lahannya, bagaimana tata produksinya,
bagaimana tata konsumsinya. Belum lagi syarat-syarat yang harus
dijamin oleh negara seperti syarat keselamatan rakyat, syarat
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produktivitas rakyat, syarat kesejahteraan rakyat, syarat keberlanjutan
pelayanan alam. Semua prasyarat tersebut, harus sudah mampu
dijawab sebelumnya, dan menempatkan warga krisis sebagai aktor
utama untuk menentukan arah sebuah pembangunan kemandirian
negara, yang salah satunya melalui nasionalisasi industri.

Bacaan lain terhadap nasionalisasi industri adalah selama state (negara)
dalam hal ini sebagai penguasa sistem juga sama menempatkan tata
kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi oleh entitas
politik negara, maka yang terjadi akumulasi hanya akan berpindah
tangan, dari industri asing ke industri nasional. Jika nasionalisasi
industri dijalankan oleh sebuah negara yang menganut sistem
kapitalisme, maka yang ada hanyalah fasisme seperti yang dijalankan
oleh Hitler.

Nasionalisasi industri, ketika dijalankan oleh sistem pemerintahan yang
ada saat ini dan sistem parlemen yang dipraktekkan hari ini, hanya
melahirkan elit oligarki. Nasionalisasi industri justru semakin
melanggengkan para politisi saudagar untuk menguasai seluruh sumber-
sumber kehidupan rakyat, dengan menggunakan partai-partai politik
konservatif yang hari ini masih mendominasi sistem bernegara Indonesia
saat ini. Kita tinggal menunjukkan tangan kita kepada Yusuf Kalla, Abu
Rizal Bakri dan masih banyak lagi saudagar yang duduk di kursi
pemerintahan saat ini. Jika sekalipun industri dikuasai oleh negara, jika
capaian utamanya bahwa industri dimaksudkan sebagai komoditi
ekspor, bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Maka
kecenderungannya adalah sama, yakni eksploitatif dan akan memicu
bencana ekologis yang lebih besar.

Dalam perspektif green politik, nasionalisasi industri ditempatkan
sebagai sebuah salah satu alat demokrasi politik yang sejati haruslah
dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam
penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau
basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara.
Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat (sosial
dan ekonomi) haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan
daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai
negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk
sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila
didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan
rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan
sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara.
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Dalam perspektif green politik, nasionalisasi industri harus
menempatkan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan segala
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen
terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin
pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun,
alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia.
Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistem dan menjamin
keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan
kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi
generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik,
dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang
sama baiknya.

Akhirnya, Selamat Hari Buruh 1 Mei 2008. Semoga front persatuan
rakyat pekerja dapat mewujudkan sosialisme di Indonesia.
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Sumber Daya Alam
Khalisah Khalid

Nasib RUU Pemerintahan Aceh yang saat ini sudah sampai pada
pemerintah pusat, merupakan sebuah komitmen kedua belah pihak baik
pemerintah Rl maupun Gerakan Aceh Merdeka pasca MoU Perdamaian,
untuk memberikan harapan baru bagi sebuah negeri yang telah
mengalami sejarah konflik yang tak berkesudahan. Tentu saja kita
semua berharap, agar gerbang perdamaian yang telah terbuka di
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat menjadi tonggak baru sebuah
kehidupan berbangsa.

Kita menyadari, bahwa selama ini kekayaan Aceh telah semakin menipis
dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, harus
menjadi tanggungan rakyat Aceh. Bukan hanya soal kedaulatan rakyat
yang tercerabut, kemiskinan, ketertinggalan, dan banyaknya
pelanggaran terhadap hak asasi manusia mewarnai ladang perusahaan-
perusahaan besar. Realitas yang terjadi hampir 30 tahun ini, rakyat
yang hidup di sekitar perusahaan pertambangan migas, 40-60% adalah
penduduk miskin.

Sayangnya, harapan untuk mendapatkan kedaulatan Aceh sepenuhnya
yang tertuang dalam pasal yang diusulkan rakyat Aceh, telah
di”manipulasi” lewat pemangkasan pasal-pasal yan dianggap krusial
yang diusulkan oleh rakyat Aceh, antara lain yang mengatur soal
pengelolaan sumber daya alam (PSDA) yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kita masih
berharap ruang-ruang untuk memberikan bacaan secara imparsial masih
terbuka ditengah waktu yang tinggal sedikit lagi, sebelum ketuk palu
dijatuhkan untuk mensahkan RUU Pemerintahan Aceh yang sangat
dinantikan oleh rakyat Aceh khususnya, dan rakyat Indonesia pada
umumnya sebagai preseden baik untuk sebuah penyelesaian konflik.

RUU PA, Sebuah Kewenangan Pengelolaan SDA Aceh yang Dikebiri?

Ditengah banyaknya elemen masyarakat sipil yang mencoba mengawal
proses berjalannya RUU PA dari daerah hingga ke pusat, hanya sedikit
yang mencoba melihat RUU PA sebagai sebuah agenda besar bagi
pengelolaan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan hidup
di Aceh. Kekayaan alam Aceh yang melimpah ruah, hutan, tambang,
pesisir laut, dan energi dan gas (hidrokarbon), seharusnya menjadi
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modal utama dalam sebuah kebijakan pengelolaan perekonomian
rakyat Aceh, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Aceh dan
keberlanjutan hidup antar generasi didalamnya.

Didalam nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI dan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM), disebutkan bahwa Aceh berhak menguasai 70%
hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya
yan ada saat ini dan dimasa mendatang di wilayah Aceh maupun laut
teritorial sekitar Aceh.

Saya mencoba mengajak kita semua untuk melihat kembali pasal-pasal
dalam RUU PA, terutama mengenai beberapa pasal yang kita nilai
terlalu berani untuk dipangkas oleh departemen dalam negeri karena
akan berkibat buruk bagi kepercayaan rakyat Aceh terhadap
pemerintah pusat yang selama ini telah banyak mengeruk dan
mengintervensi kedaulatan rakyat Aceh dalam mengelola sumber daya
alamnya. Bab dan Pasal yang coba kita lihat saat ini adalah masalah
perekonomian, dimana pengelolaan sumber daya alam (PSDA) menjadi
bagian dalam laju perekonomian Aceh dalam bab XXl yang terbagi
dalam beberapa pasal dan mengatur tentang prinsip dasar perkonomian
dan arah perekonomian Aceh serta pengelolaan sumber daya alam
(PSDA), pesisir dan laut.

Pertama, kita melihat yang terpenting adalah soal kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam mengelola
perekonomiannya bahwa ada kesan pemerintah setengah hati
memberikan hak pengelolaan perekonomian yang bersumber dari
pengelolaan sumber daya alam kepada Aceh, padahal dalam MoU secara
jelas menyebutkan bahwa prosentase perekonomian adalah sebesar 70%
bagi Aceh. Harusnya dari sana pemerintah berpijak bahwa prosentase
tersebut dapat terpenuhi, jika kewenangan Aceh diberikan secara
penuh dalam mengelola sumber daya alamnya tanpa perlu
membatasinya dengan peraturan dalam perundang-undangan lainnya
sebagaimana yang diatur secara nasional, yang bersifat sektoral seperti
undang-undang pertambangan, undang-undang Migas, undang-undang
kehutanan dan lain-lain, yang justru akan menjadi benturan bagi
pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, seharusnya Aceh
sebagai bagian dari kesatuan republik Indonesia menjadi penentu
perekonomian nasional dan menjadi bagian dari perekonomian global
dengan dibukanya kerjasama secara langsung dengan internasional.
Pemangkasan kata perekonomian Aceh merupakan bagian dari
perekonomian nasional dan global menunjukkan bahwa ada ketakutan-
ketakutan dari pemerintah terhadap otoritas yang akan dilakukan oleh
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pemerintah Aceh untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak
luar, dan tidak perlu melalui pemerintah pusat.

Asumsi ketakutan yang muncul dari pemerintah ddasari atas sebuah
kondisi yang tengah berlangsung bahwa hari ini, dengan kekayaan
sumber daya alamnya, Aceh dari hasil minyak dan gasnya telah
menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar
10,6 Trilyun atau 43% setiap tahunnya. Asumsinya, jika itu langsung
dilakukan oleh pemerintah aceh, praktis pemerintah pusat akan
kehilangan penyokong dana terbesarnya. Dari sumbangan pendapatan
yang sebesar itu, rakyat Aceh hanya mendapatkan alokasi dana dari
pusat sebesar Rp. 153 miliar, tentu saja angka yang tidak berimbang
dan tidak adil bagi rakyat Aceh selama ini.

Dalam pasal 130 tentang pengelolaan sumber daya alam yang
berbunyi :”pemerintah aceh berwenang mengatur penyediaan,
pengaturan, dan pengelolaan minyak bumi dan gas serta sumber daya
alam lainnya di wilayah Aceh baik di darat maupun di laut teritorial
perairan nusantara, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen”.
Penegasan wewenang untuk penyediaan, pengaturan dan pengelolaan
minyak bumi dan gas alam zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas
kontinen, lagi-lagi menyiratkan bahwa ada ketidakrelaan pemerintah
terhadap Aceh. Padahal kita tahu bahwa sumber daya alam dari
hidrokarbon (energi dan gas) sebagai sumber pendapatan utama Aceh
dan sumber daya alam lainnya, banyak terdapat di wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif yakni sepanjang 12 Mil dari pulau terluar. Kita dapat
melihat bahwa eksplorasi gas dan energi berada disepanjang lepas
pantai ZEE, sumber daya alam minerba lainnya seperti emas, uranium
atau galian c. Sumber-sumber kekayaan alam inilah yang kemudian
didorong untuk menguatkan kewenangan pemerintah Aceh dalam
mengelola perekonomiannya.

Agenda mendesak (sebuah usulan) terhadap pengelolaan SDA

Idealnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa
soal pengelolaan sumber daya alam yang masuk kedalam bab XXIlII
perekonomian, sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan
secara beras-besaran tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologi
didalamnya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam lainnya yang
harus diatur secara tegas kedepannya adalah sektor kehutanan dengan
melihat hutan dan kawasan hutan, Ini didasari atas kekhawatiran akan
pengalaman paradigma pembangunan yang selama ini berorientasi
ekonomi sentris. Untuk itu, beberapa agenda penting yang harus
didesak antara lain:

1. Sambil menunggu proses pembahasan dan pengesahan RUU PA
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yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah harus melakukan
moratorium terhadap pemberian ijin eksploitasi sumber daya
alam yang telah dikeluarkan selama ini. Ini menjadi penting,
agar kedepannya sumber daya alam di Aceh benar-benar
dikelola oleh pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
Terlebih ditahun ini, pejabat Gubernur Aceh mencanangkan
bahwa tahun 2006 menjadi tahun investasi di Aceh.

2. Dalam setiap ijin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
terutama sumber daya minerba, pemerintah segera
menetapkan kewajiban untuk melakukan kebijakan mine
closure sebagai sebuah kewajiban perusahaan atas sumber
daya alam vyang telah diambilnya, bukan hanya untuk
mengembalikan/pemulihan lingkungan, tapi juga pemulihan
kondisi sosial masyarakat, terutama bagi pemulihan bagi
masyarakat korban pelanggaran HAM.

3. Dalam pengelolaan sumber daya alam kedepan, hendaknya
secara kelembagaan, ada lembaga tersendiri yang mengatur
soal pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Aceh dan tidak
bersifat sektoral. Kelembagaan ini bertanggungjawab secara
penuh  untuk mengkoordiasikan dan  mengoptimalkan
departemen-departemen terkait seperti departeman ESDM
(energi dan sumber daya mineral), departemen kehutanan,
departemen perkebunan, departemen perikanan dan kelautan.

4., Dalam pengeloalaan sumber daya alam sebagai modal utama
dari perekonomian daerah, hendaknya tetap mengacu pada
prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan
aspek mitigasi bencana. Ini didasari atas sebuah pemikiran,
bahwa kondisi Aceh sebagai daerah yang sangat rentan
terhadap bencana, selain memang faktor kehancuran ekologis
sebagai akibat dari maraknya eksploitasi sumber daya alam
tanpa melihat daya dukung alam didalamnya.

5. Pemerintah hendaknya juga berhati-hati atau meminimalisir
penerimaan bantuan utang luar negeri, ini menjadi penting
untuk menghindari eksploitasi besar-besaran terhadap sumber
daya alam demi kepentingan pembayaran utang luar negeri.

Kita berharap bahwa pengelolaan sumber daya alam (PSDA) bukan
hanya menjadi konsesi politik bagi sekelompok elit, sehingga sejarah
perlawanan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat tak lagi
berulang. Kita juga berharap, agar RUU PA tidak mengalami distorsi
maknanya bagi kepentingan rakyat Aceh, terutama yang selama ini hak-
haknya telah terabaikan oleh pemerintah pusat. Selagi palu belum
diketuk, selagi masih banyak do’a dari rakyat yang memberikan amanah
bagi wakil rakyat untuk melanjutkan komitmen bagi perdamaian di
Aceh, akan sangat baik jika kita membuat keberanian politik untuk
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tidak menempatkan sumber daya alam hanya sebagai ladang eksploitasi
hanya untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan juga untuk
keberlajutan generasi Aceh kedepan. Serta memberikan ruang
kemerdekaan sepenuhnya bagi Aceh untuk menangani pengelolaan
sumber daya alam mulai dari perencanaan, pengurusan izin sampai
proses monitoringnya.
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Orkestrasi Gerakan Hijau dan Pesta Korporatokrasi
Khalisah Khalid

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

Aransemen Korporatokrasi

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pernyataan yang
disampaikan oleh Chalid Muhammad dalam diskusi nasional “Membaca
politik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjelang
2009”, yang mengatakan bahwa “negeri ini telah dikuasai oleh rezim
korporatokrasi dan  kleptokrasi”.  Sebuah pernyataan yang
menggambarkan bagaimana kekuatan aktor-aktor korporatokrasi telah
menghegomoni seluruh kehidupan bangsa ini. Korporatokrasi saat ini
kembali menjadi wacana publik, karena tidak ada satupun yang dapat
menyangkal bahwa krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh
semakin kuatnya rezim ini memainkan peran-perannya, baik secara
ekonomi maupun politik ditandai dengan produk-produk kebijakan yang
dikeluarkan.

Istilah korporatokrasi sendiri diperkenalkan oleh John Perkins dalam
bukunya Confression of an Economic Hit Man (2004) yang mengatakan
bahwa dunia saat ini dikuasai oleh ‘imperium internasional”, dimana
imperium ini menyatukan kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan
finansial maupun kekuatan politiknya untuk menguasai berbagai sumber
kehidupan di belahan bumi ini. Dalam bukunya yang berjudul
Selamatkan Indonesia (2008), Amin Rais melihat korporatokrasi sebagai
sebuah gambaran atas sistem kekuasaan yang dikontrol dan didominasi
oleh berbagai korporasi besar, bank internasional dan pemerintah.

Imperium internasional yang dimaksud, selain korporasi juga lembaga
keuangan internasional dan negara yang membangun jaring
kerjasamanya dan mengkonsolidasikan kekuatannya melalui kebijakan
liberalisasi ekonomi, melalui perangkat-perangkat hukum yang dimiliki
oleh negara.

Korporasi semakin menemukan ruang kemenangannya ketika pengurus
negara memberikan penguasaan penuh untuk memainkan peran-peran
mereka, dengan melegalisasi melalui sejumlah undang-undang dan
produk regulasi lainnya. Disinilah Bentuk transaksi antara penguasa
dengan modal salah satunya adalah kebijakan, kenyataan inilah yang
disebut dengan alur kolonialisasi secara ekonomi, berjalan beriringan
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dengan kolonialisasi secara politik.

Kuasa korporasi yang sangat besar di Indonesia di awali oleh peraturan
perundangan yang di keluarkan pemerintah sejak rezim Soeharto dan
terus dilanjutkan dengan sangat baik oleh rezim-rezim berikutnya. Di
awali UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 5/67
Tentang Kehutanan, UU No 11/67 tentang Pertambangan, Kontrak Karya
Pertambangan Generasi | dan Il, menghantar Indonesia memasuki fase:
Jual Murah; Jual Cepat; dan Jual Habis Kekayaan Alam demi kejayaan
korporasi. Beberapa perundangan yang menyokong kuasa korporasi
antara lain: UU Minyak dan Gas, UU 41/99 tentang Kehutanan, Perpu No
1/2004 yang telah jadi UU NO 19.2004 tentang Pertambangan di
Kawasan Lindung, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU 25/2007
tentang Penanaman Modal, UU No 26/2007 tentang Tata Ruang, UU no
27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Pepres
36/2005 jo Pepres 65/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk
Infrastruktur dan lain-lain.

Secara legal, setiap jengkal tanah dan setiap tetes air Indonesia telah
dikuasai oleh korporasi baik melalui kontrak karya pertambangan,
kontrak bagi hasil minyak dan gas, kontrak bagi hasil batu bara, kuasa
pertambangan, hak penguasaan hutan, hak penguasaan perkebunan
besar kelapa sawit. Data WALHI dan JATAM pada tahun 2005
menujukan, bahwa sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah
dikuasai oleh perusahan pemegang HPH, 15 juta hektar untuk Hak Guna
Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan
Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341
Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara
(PKP2B). Sementara rakyat yang selama ini hidup didalam dan sekitar
hutan, dipaksa keluar dari tanah mereka.

Negara sesungguhnya tidak pernah diuntungkan dari aktifitas mereka,
kasus penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan
batubara baru-baru ini, semakin memperjelas posisi bahwa yang
diuntungkan oleh korporasi yang mengeruk sumber daya alam hanyalah
segelintir elit, yang menjual kekayaan alam dan buruh murah tanpa
perlindungan keselamatan kerja. Nampaknya apa yang disampaikan
oleh Cecil Rhodes (1852-1902), yang menyatakan bahwa kolonialisme
adalah penemuan tanah baru dimana dari tanah tersebut dapat dengan
mudah mendapatkan bahan-bahan mentah (sumber daya alam) yang
dapat dieksploitasi dengan menggunakan buruh murah dari penduduk
pribumi. Sumber daya alam (SDA), sesungguhnya selalu menjadi alasan
utama bagi kolonial baru (baca, korporasi) dimanapun untuk
mendominasi dan menanamkan kekuasannya, dan entitas politik negeri
ini  mengamini seluruh nafsu kolonialisme tersebut, karena
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menguntungkan bagi mereka secara politik melalui ongkos-ongkos
politik yang disediakan oleh kekuatan modal.

Modal internasional tidak hanya mengeruk sumber daya alam untuk
pemenuhan konsumsi bagi negara-negara maju, mereka bahkan
mendikte negara untuk mengurangi tanggungjawabnya melindungi dan
mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang dimandatkan oleh
Konstitusi. Telah terjadi defisit kedaulatan negara dan bertemu dengan
defisit kesejahteraan yang berujung pada kemiskinan. Mencabut subsidi
terhadap BBM bagi rakyat miskin, menjadi salah satu contoh kuat
bagaimana kekuatan ekonomi internasional telah mengambil-alih
tanggungjawab negara dan menyerahkannya kepada pasar. Corporate
Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu contoh dari sebuah alat
yang didorong oleh modal, untuk mengambilalih peran dan fungsi sosial
negara, dan mengalihkan tanggungjawab negara tersebut.

Kekuatan aransemen kolaboratif yang dimainkan begitu cantik oleh
korporasi besar, lembaga keuangan internasional dan elit politik yang
duduk di pemerintahan, telah menghasilkan sebuah cerita penghisapan
ekonomi disatu sisi, dan kerusakan lingkungan hidup disisi yang lain,
bahkan telah melahirkan krisis dan ancaman terhadap keberlangsungan
dan keberlanjutan kehidupan rakyat intra dan antar generasi. Industri
tambang misalnya, industri ini memiliki karakter yang tidak
terbarukan,berumur pendek, berdaya rusak tinggi dan berorientasi
ekspor.

Dengan watak dan cara kerjanya, kekuatan ini telah mendominasi
semua yang menyangkut kehidupan nasib orang banyak, dengan
memegang prinsip mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
dengan modal yang semurah-murahnya dengan menggunakan buruh
murah, dan mengabaikan lingkungan hidup yang dinilai berbiaya mahal
dan tidak menguntungkan bagi kepentingan bisnis mereka.

Sumber daya alam (SDA) ditempatkan tidak lebih hanya sebagai sebuah
komoditas, yang bisa dikeruk habis guna memenuhi tingkat konsumsi
bagi negara-negara maju, dan menghancurkan secara sistematis dan
struktural produktifitas yang disebabkan oleh penguasaan akses dan
kontrol atas tanah dan alat-alat produksi yang lain, dan menghancurkan
pengetahuan lokal yang mengatur regulasi wilayah dan tata kehidupan
masyarakat itu sendiri. Semua modal sosial yang ada dalam tatanan
masyarakat, diruntuhkan oleh mesin-mesin kapitalisme yang bekerja
secara baik dan didukung penuh oleh kekuatan politik.
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Pemilu, Absen Agenda Krisis

Reformasi 1998, memang terjadi berbagai perubahan yang positif
menyangkut hak-hak sipil-politik, seperti kebebasan pers, kebebasan
pendirian partai-partai politik, reformasi dalam sistem pemilu, antara
lain sistem pemilihan presiden langsung. Namun secara substansial,
berbagai perubahan ini hanya mencerminkan pergeseran kepentingan
dan sirkulasi di tingkat elit kekuasaan, dengan mengabaikan aspek
akuntabilitas dan representasi kepentingan publik. Ini tercermin dari
kegagagalan reformasi mewujudkan janjinya, untuk memperbaiki
pemenuhan keadilan dan hak-hak dasar rakyat di bidang ekonomi dan
sosial.

Agenda reformasi bahkan dibajak oleh elit politik untuk kepentingan
kekuasaannya, bahkan korporasi semakin memperkuat perangkatnya
dengan serangkaian strategi yang lebih sistematis dengan kemasan
legal reform yang melahirkan “good governance” yang membuat
korupsi semakin vulgar dipertontonkan oleh wakil rakyat, economic
reform yang menghasilkan liberalisasi ekonomi, khususya di sektor
sumber daya alam, dan political reform yang melahirkan demokrasi
namun baru sebatas demokrasi prosedural dan belum menyentuh
persoalan mendasar rakyat. Semua reformasi yang ditawarkan oleh
neolib, semakin melahirkan angka kemiskinan yang panjang. Kompas
dalam headlinenya bahkan memprediksikan bahwa dalam 25 tahun
mendatang, Indonesia akan mengalami krisis pangan. Demikian juga
dengan temuan ILO menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2008,
terdapat 52,1 juta pekerja miskin. Ini belum ditambah dengan pukulan
kenaikan harga sebesar 125 persen, yang disebabkan oleh kenaikan
harga BBM.

Elit politik yang sudah lama menghiasi reklame iklan di media massa
juga absen melihat krisis rakyat dalam agenda-agenda politik yang
ditawarkan. Jalan keluar yang disodorkan, bahkan tidak melihat
persoalan mendasar yang dialami oleh bangsa ini. Tidak ada tawaran
perubahan atas pilihan ekonomi, yang menempatkan tata kuasa, tata
guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi kedalam sebuah kebijakan
yang adil dan berkelanjutan.

Kekuatan korporatokrasi telah mampu mempengaruhi agenda-agenda
politik mulai dari tingkatan Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres.
Caranya melalui dukungan finasial pada kandidat-kandidat yang
bertarung pada pesta demokrasi, janji-janji politik yang disampaikan
tidak lebih hanya untuk semakin melanggengkan dominasi agenda
neoliberal. Harapan pembaruan terhadap pemilu 2009, hampir sama
dengan pemilu 2004. berbagai janji juga digelontorkan oleh partai
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politik dan beberapa calon presiden melalui belanja iklannya di media
massa yang menawarkan berbagai jalan baru, yang jika dicermati
secara seksama tidak lebih hanya sebuah kamuflase.

Dari diskusi panjang Demokrasi dibawah tirani modal yang beberapa
waktu lalu diselenggarakan di Universitas Indonesia, semakin
memperjelas posisi korporatokrasi ini terhadap ruang demokrasi yang
dibangun di Indonesia. Demokrasi yang terpusat pada pemilihan umum
(electoral democracy) tidak lebih hanya sebagai sebuah kemenangan
dari politik prosedural, dan hanya memberi kesempatan kepada
kekuatan neoliberal dan predatoris untuk bergantian menguasai
lembaga-lembaga negara. Hasil dari pertarungan ini adalah kombinasi
yang amat buruk: liberalisasi dibidang ekonomi dan konservatif
dibidang politik.

Pemilu sama sekali jauh dari krisis yang dialami oleh rakyat, bahkan
hiruk pikuk pilkada dan ribuan banner dan bendera partai politik, telah
menenggalamkan jeritan penderitaan yang dialami oleh perempuan
yang tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup bagi keluarganya.
Pilkada pemilihan Gubernur Jawa Timur menjadi sebuah pembelajaran
yang utuh untuk menggambarkan, bagaimana kekuatan korporasi yang
bernama Lapindo Brantas Inc telah mampu menutup mata seluruh
kandidat Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan derita rakyat
korban lumpur Lapindo yang harus menjadi pengungsi ekologis dan
tercerabut dari ruang hidupnya.

Blok Politik Hijau, Meretas Jalan Perubahan

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.”

Gerakan lingkungan hidup sebagai bagian dari gerakan sosial menyadari
bahwa begitu berat dan besarnya musuh yang dihadapi oleh rakyat,
karena kekuatan mereka bahkan telah masuk ke ruang-ruang kehidupan
masyarakat, yang menjelma menjadi sebuah fasisme baru yang diyakini
sebagai sebuah kebenaran. Kita dapat menyaksikan, bagaimana
fundamentalisme  pasar telah  melahirkan  sebuah  bentuk
fundamentalisme agama yang menduplikasi cara kerja yang sama yakni
tidak menghormati pluralisme dan keberagaman tak ubahnya cara
pandang monukultur dalam industri perkebunan besar.

Namun, ditengah berbagai ancaman hidup yang diciptakan oleh
kekuatan modal dan politik, berbagai inisiatif perjuangan juga

il
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diciptakan oleh berbagai elemen rakyat. Mencoba membangun
demokrasi dan ekonomi dari bawah sebagai sebuah bentuk perlawanan
yang digagas oleh rakyat sebagai sebuah alternatif diluar proses
electoral democracy

Demikian juga inisiatif yang dibangun dari gerakan lingkungan hidup,
yang bercita-cita melakukan perubahan gerakan, salah satunya dengan
menggunakan blok politik hijau sebagai kendaraannya untuk
membangun kekuatan politik alternatif yang dibangun dari pondasi
massa rakyat yang kritis. Memainkan peran-peran politiknya untuk
dapat mendiseminasi gagasan hijau sebagai sebuah upaya melakukan
reformasi pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan konsepsi
ekonomi yang berbasiskan pada kedaulatan rakyat dan keadilan ekologi
sebagai sebuah jalan baru yang ditawarkan.

Inisiatif ini didasari atas sebuah keyakinan, bahwa gerakan lingkungan
hidup berada di jantung perlawanan atas penghisapan penjajahan baru
(eksploitasi  sumber-sumber kehidupan), karenanya dibutuhkan
kekuatan dari blok politik anti imperialisme lainnya selain blok politik
hijau (buruh, nasionalis, sosialis dan lain-lain) yang menjadi kekuatan
politik alternatif dengan garis ideologi yang kuat dan berbasiskan pada
kekuatan massa kritis yang masif, terorganisir, terpimpin untuk
mendobrak kebekuan politik yang terjadi.

Pandangan ini juga didasari atas analisis bahwa rezim kekuasaan hari
ini berada di dalam kebangkrutan karena menjadi sumber ancaman
keselamatan rakyat dan menanamkan benih kehancuran negeri ini.
Bahwa oligarki politik hari ini bercokol di hampir semua partai politik
yang ada hari ini. kepentingannya tunggal yakni mempertahan
kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri
untuk meperebutkan rente ekonomi dari penggadaian kekayaan alam
negeri ini. Kalau pun ada pertentanganan dan sikap yang seolah-olah
opisisi, sesungguhnya hanya permainan politik dan sirkulasi elit atau
oligarki politik-ekonomi.

Habermas menyatakan bahwa bagaimana demokrasi dapat memasuki
ruang-ruang kuasa, bukan hanya kepada elit, tetapi juga kepada
masyarakat sipil. Blok politik hijau, kemudian yang menjadi sebuah
alternatif yang ditawarkan oleh berbagai gerakan sosial, baik gerakan
tani, buruh, maupun gerakan yang mengusung isu lingkungan sebagai
agenda utama perubahan.

Dalam survey nasional yang dilakukan oleh DEMOS yang berjudul satu

dekade, maju dan mundurnya demokrasi di Indonesia menilai bahwa
aktor-aktor demokrasi yang ada saat ini marjinal secara politik dan
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mengambang secara sosial. Karenanya Blok politik hijau diharapkan
mampu berdialektika untuk menghadapi politik keteraturan yang
dimainkan oleh elit oligarki dibawah bendera korporatokrasi. Blok
politik hijau diharapkan dapat melakukan aktifitas politik yang
teroganisir bersama dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban
kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

Riset ini juga menemukan mulai tumbuhnya agenda dan visi yang
komprehensif, dalam fenomena jejaring gerakan green politic.
Ditemukan bahwa kasus-kasus individual yang berkaitan dengan isu
tanah, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak-hak sosial
ekonomi, lingkungan hidup dan kasus yang berkaitan dengan
pelanggaran hak asasi, tampak berhubungan erat dengan isu-isu
pembangunan berkelanjutan dan pembangunan partisipatoris

termasuk pengelolaan secara swadaya atas kehidupan sosial-ekonomi,
pengelolaan sumberdaya kolektif/komunitas, maupun tuntutan
perbaikan penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka melawan
privatisasi; juga gagasan-gagasan mengenai participatory budgeting.

Semua ini bisa menjadi basis bagi agenda politik kiri-hijau yang lebih
umum. Ini berseberangan dengan tidak adanya pertanda yang sama
dalam agenda gerakan buruh yang lebih luas, dengan atau tanpa
kepedulian kelas menengah liberal. Lepas dari sudah terbentuknya
demokrasi prosedural menyangkut keberadaan lembaga-lembaga
pemilu, amandeman konstitusi, legilatif, eksekutif, yudikatif namun
perjalanan meraih demokrasi substansial masih jauh. Maka tidak bisa
tidak, kita harus semakin gigih melawan dengan kecerdasan dan
imajinasi.

JAWABAN KRISIS KESELAMATAN RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN SOSIAL

Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan
distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung
dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Selama ini kemiskinan
dan kehancuran lingkungan hidup bukan disebabkan oleh tingkat
pertumbuhan penduduk di negara dunia ketiga, sebagaimana yang
selalu dikampanyekan oleh negara dunia pertama. Realitas dunia yang
timpang saat ini, lebih dikarenakan penguasaan akses sumber daya
alam yang hanya bertumpu pada segelintir kelompok, untuk pemenuhan
tingkat konsumsi mereka dengan mengabaikan sebagian besar dari
penduduk bumi.

Keadilan sosial ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap

kelompok terlemah di dalam masyarakat dunia, jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara
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memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan
pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya.
Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan
terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan
keadilan antar generasi.

JAWABAN KRISIS RUANG HIDUP RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN DAN
KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP (KEADILAN EKOLOGI)

Sering kali agenda lingkungan hidup juga disetir oleh kekuatan pasar,
yang membelokkan wacana kepentingan lingkungan untuk kepentingan
pasar. Lingkungan hidup kemudian didominasi oleh kekuatan modal
yang memodernisasi pembangunan dengan tujuan untuk menyingkirkan
rakyat yang tidak memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi
terhadap sumber-sumber kehidupan. Kasus penggusuran masyarakat
adat dari tanah mereka untuk kepentingan konservasi, menunjukkan
bahwa lingkungan hidup dijadikan sebagai alasan untuk menyingkirkan
rakyat dari ruang hidupnya. Disinilah kita dapat menilai, bagaimana
strategi modal dalam menjawab isu keadilan ekologi, melalui
penghindaran, kambing hitam dan kooptasi.

Keadilan ekologi yang dimaksud adalah bagaimana Lingkungan Hidup
dipandang kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan
menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus
menjadi ruang hidup manusia.

Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan
manusia. Karenanya, alam harus dikelola secara keberlanjutan.
Keberlanjutan pelayanan alam sama artinya dengan memberikan akses
dan kontrol terhadap sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan
manusia dapat hidup dan bertahan, termasuk tanah, tempat tinggal,
pangan, air dan udara.

Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistim dan menjamin
keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan
kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi
generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik,
dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang
sama baiknya.

a1
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JAWABAN KRISIS PRODUKTIFITAS RAKYAT, TEGAKAN KEDAULATAN
DAN KEMANDIRIAN SOSIAL-EKONOMI

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka
kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan
sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi
fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan
sumber-sumber kehidupan rakyat (sosial dan ekonomi) haruslah
berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat
secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya
kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada
kepentingan hak asasi warganya.

Bung Hatta dalam konsepsi ekonominya menyebutkan, bahwa bangsa ini
akan mencapai kemandiriannya jika menggunakan mesin ekonomi yang
digerakkan oleh kekuatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bagi
rakyat. Hatta mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup
damai dan sejahtera, jika sumber-sumber kehidupannya dikuasai oleh
manusia yang lain yang berkuasa baik secara ekonomi maupun politik.
Dalam pemikirannya, ekonomi menjadi penting dalam kehidupan
masyarakat. Kegiatan politik, harusnya diletakkan dengan tujuan untuk
menata sumber-sumber kehidupan (ekonomi) yang menempatkan
rakyat sebagai pelaku utamanya.

Kondisi krisis keuangan di Amerika Serikat saat ini, yang mengancam
ekonomi Indonesia memberikan pelajaran yang berharga, bahwa
ekonomi global yang diusung oleh kekuatan korporatokrasi menciptakan
kerentanan ekonomi bagi negara lain yang bergantung kepada kekuatan
tersebut. Karenanya, krisis keuangan Amerika dapat menjadi
momentum perbaikan ekonomi bangsa ini untuk melepaskan diri dari
ketergantungan kekuatan ekonomi global, dengan meletakkan ekonomi
rakyat sebagai fundamen utamanya.

Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses
terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai
negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan
komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. Inilah yang
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dinamakan mengalokasikan kekayaan alam untuk pemenuhan dalam
negeri, bukan komoditas ekspor atau yang diistilahkan oleh Ichsanudin
Noorsy dengan Close Sircuit Economy dalam sebuah diskusi yang
mengupas tentang politik anggaran dan penyakit kronis ekonomi klasik.

Reformasi Pengelolaan Lingkungan

Semua agenda yang ditawarkan oleh gerakan lingkungan hidup ini akan
terwujud jika gerakan lingkungan hidup mampu mempengaruhi publik
luas bahwa agenda reformasi pengelolaan lingkungan hidup dikemas
dalam sebuah gerakan reformasi pengelolaan lingkungan hidup, dan
semua dapat diwujudkan dengan pra syarat sebagai berikut: Pertama,
mengembalikan mandat negara sebagaimana yang terdapat didalam
konstitusi untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak dasar
rakyat, khususnya terkait dengan hak ekonomi,sosial dan budaya
(ekosob). Kedua, menata kembali relasi antara negara, rakyat dan
modal yang telah mengalami ketimpangan karena begitu kuatnya
agenda korporasi yang menggunakan kekuatan hak menguasai negara,
untuk kepentingan akumulasi modal mereka. Rakyat justru ditempatkan
sebagai pihak pelengkap, padahal sesungguhnya kontrol terhadap
pengelolaan sumber daya alam berada di tangan rakyat sebagaimana
yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga,
menyelesaikan konflik sumber daya alam dan agraria struktural yang
dialami oleh rakyat menghadapi dua kekuatan yakni kekuatan di sektor
bisnis dan atau negara sebagaimana yang disebutkan oleh Alexis
Tocqueville. Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) mencatat, tidak
kurang dari 1.753 kasus tanah terjadi dari tahun 1970-2001. Eksekutif
Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga mencatat,
tidak kurang 70 kasus konflik sumber daya alam di tingkat nasional yang
masih belum bisa diselesaikan.

B

eberapa gerakan sosial juga mengusulkan nasionalisasi, sebagai
jawaban atas agenda penguasaan dan dominasi korporasi. Namun
gerakan politik hijau juga menekankan hendaknya sebelum kita bicara
soal nasionalisasi industri, yang seharusnya dilihat lebih jauh dan dan
tajam adalah prasyarat yang harus dipenuhi dan tahapan untuk
mendukung sebuah jalan menuju nasionalisasi industri. Bagaimana tata
kuasanya, bagaimana tata guna lahannya, bagaimana tata produksinya,
bagaimana tata konsumsinya. Belum lagi syarat-syarat yang harus
dijamin oleh negara seperti syarat keselamatan rakyat, syarat
produktivitas rakyat, syarat kesejahteraan rakyat, syarat keberlanjutan
pelayanan alam. Semua prasyarat tersebut, harus sudah mampu
dijawab sebelumnya, dan menempatkan warga krisis sebagai aktor
utama untuk menentukan arah sebuah pembangunan kemandirian
negara, yang salah satunya melalui nasionalisasi industri sebagai salah
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satu alat demokrasi politik kerakyatan.

Nasionalisasi seharusnya tidak hanya bicara soal penguasaan terhadap
aset-aset strategis, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan
lingkungan hidup. Misalnya dalam krisis energi dan kenaikan BBM,
perspektif hijau melihat bahwa selama ini pengelolaan minyak dan gas
dikuasi oleh industri, jawabannya adalah melakukan diversifikasi energi
oleh rakyat. Selain akan lebih menjamin keberlanjutan lingkungan,
karena teknologinya tidak memiliki daya rusak yang tinggi seperti
industri migas skala besar, diversifikasi energi juga dapat membangun
kemandirian ekonomi rakyat.

Critical Mass, Belajar dari Lao Tzu

Semua mimpi membangun orkestrasi gerakan yang membawa
perubahan oleh gerakan blok politik hijau, hanya akan menjadi cita-
cita yang melangit. Cita-cita tersebut tidak akan terwujud, jika tidak
diturunkan ke bumi sebagai sebuah cita-cita bersama rakyat.

Masyarakat Indonesia memang masih banyak yang meragukan blok
politik hijau ini, menyadari bahwa isu lingkungan hidup di Indonesia
masih berupa “kesadaran semu” bukan ”pengetahuan”. Isu lingkungan
bahkan masih dianggap tidak seksi dan politis, padahal sangat jelas
semua kehancuran lingkungan disebabkan oleh kebijakan ekonomi
negara yang mengabaikan kepentingan lingkungan. Berbagai bencana
ekologi yang datang silih berganti, penurunan kualitas lingkungan hidup
yang semakin tinggi, konflik sumber daya alam dan krisis yang selalu
muncul menghiasi media, sebenarnya menjadi cukup alasan bagi
gerakan blok politik hijau untuk mengajak masyarakat lebih luas untuk
mendukung gerakan politik alternatif ini.

Massa yang kritis sebagai pra syarat utama perubahan menjadi
pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh gerakan blok
politik hijau ini, sehingga mimpi perubahan Indonesia ini diciptakan
sendiri oleh rakyat. Mengutip apa yang dikatakan oleh Lao Tzu :
”Berjalanlah bersama rakyat, tinggal bersama mereka, belajar dari
mereka, cintailah mereka, mulailah dengan apa yang mereka miliki.
Hanya dengan pemimpin terbaik, ketika pekerjaan sudah selesai dan
tujuan tercapai, rakyat akan berkata kita telah melakukannya sendiri.
Semuanya bisa dimulai dengan inisiatif-inisiatif perlawanan lokal yang
telah dipraktekkan oleh berbagai organisasi rakyat untuk
memperjuangkan , dan terus memperluas dan memperbesar gerakan ini
menuju keberlanjutan lingkungan dan kamandirian ekonomi rakyat.

Blok politik hijau diharapkan mampu membangun dialektika dengan



http://alien.adefadli.hijaubiru.org

momentum politik 2009 sebagai titik awalnya, untuk membuat sebuah
jalan baru yang diharapkan bisa merespon krisis yang dialami oleh
rakyat dan bangsa ini. Apa yang ditawarkan oleh Blok Politik Hijau
semangatnya seperti apa yang diletakkan secara mendasar oleh gerakan
kemerdekaan yang diusung dimasa kolonial. Semangat yang ingin
digelorakan lagi adalah bagaimana membangun optimisme, menuju
Indonesia merdeka seratus persen secara ekonomi dan politik.

61
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Rokok Haram, Freeport Bagaimana?
Khalisah Khalid

JUDUL di atas tiba-tiba menggelitik saya, ketika melihat siaran di
sebuah stasiun televisi (3 Desember 2008) di mana Menteri
Perindustrian menjadi salah satu pembicaranya. Isu yang dibahas
seputar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haram merokok dan
dampak ikutannya. Saya tidak hendak ikut-ikutan setuju atau tidak
dengan fatwa MUI, tetapi saya mencoba melihat sisi lain yang mungkin
luput dari pandangan kita.

Saya tertegun atas pernyataan atau tepatnya hitung-hitungan Menteri
Perindustrian tentang kisaran angka yang diperoleh negara dari cukai
rokok, yakni Rp 53 triliun. Angka yang cukup besar untuk menambah
pundi-pundi negara. Karena itulah fatwa MUI itu kemudian tampaknya
menempatkan pemerintah seperti berada di simpang jalan: setuju
dengan alasan melindungi warga negara dari kelompok tertentu seperti
perempuan dan anak-anak; tidak setuju karena nasib sekitar 10 juta
orang bergantung pada industri bernama “Tuhan sembilan senti”,
seperti diistilahkan Taufik Ismail, baik yang bersentuhan langsung di
pabrik maupun orang-orang yang tidak secara langsung bergelut dengan
mesin pabrik.

Bukan Rp 53 triliun itu yang membuat saya tertegun, melainkan
hitungan berikutnya. Jika angka tersebut dibandingkan dengan royalti
yang didapatkan dari perusahaan tambang besar seperti PT Freeport
Indonesia, yang lagi-lagi mengutip pernyataan Bapak Menteri itu, angka
royaltinya paling tinggi mencapai Rp 20 triliun. Itu pun sudah
mendapatkan bonus dengan menyandang sebagai perusahaan pembayar
royalti terbaik dari majalah tambang pada tahun 2008. Artinya,
segitulah pundi-pundi kas negara yang masuk dari perusahaan emas
yang sudah tiga dasawarsa menguras isi perut Papua, meskipun tidak
pernah dihitung ongkos lain yang ditimbulkan akibat praktik industri
pertambangan baik berupa kerusakan lingkungan maupun pelanggaran
terhadap hak asasi manusia yang semuanya difasilitasi dengan baik oleh
negara.

Dalam logika saya yang paling sederhana muncul pikiran, jika begitu
angkanya, seharusnya pengurus negara ini berpikir ulang untuk
menempatkan industri ekstraktif sebagai sumber pendapatan ekonomi
bangsa. Pun sudah ditempatkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi,
toh keuntungannya jauh lebih besar dari industri rokok yang sekarang
difatwakan haram. Namun lagi-lagi saya juga tidak hendak hitung-
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menghitung angka keuntungan baik yang bersumber dari cukai rokok
maupun dari royalti PT Freeport Indonesia.

Yang menarik bagi saya untuk dipertanyakan lebih jauh adalah ketika
pengharaman rokok dihubungkan dengan sebuah nilai kemaslahatan dan
kemudaratan. Ditafsirkan bahwa merokok lebih banyak mudaratnya,
khususnya bagi warga negara tertentu, dibandingkan dengan
maslahatnya, sehingga demi kesehatan masyarakat maka MUI
mengeluarkan fatwa haram tersebut. Nah, saya juga ingin menariknya
pada satu kondisi dari nilai yang sama yang dijadikan sebagai alat tafsir,
yakni maslahat dan mudarat dalam industri ekstraktif seperti tambang
emas yang antara lain dikerjakan oleh PT Freeport. Jika dinilai,
sungguh kemudaratannya jauh lebih besar ketimbang kemaslahatannya
bagi umat manusia. Kemaslahatan (itu pun jika ada) yang paling
mungkin dirasakan oleh segelintir elite baik pusat maupun lokal, tapi
kemudaratannya paling tidak dicatat oleh organisasi yang concern
bekerja untuk isu lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang, di mana PT Freeport
Indonesia yang konon memberikan kontribusi pendapatan negara,
sesungguhnya lebih banyak mudaratnya bagi rakyat dan lingkungan.
Angka tertinggi Rp 20 triliun royaltinya harus dibayar dengan harga
yang juga sangat tinggi oleh rakyat akibat hilangnya sumber-sumber
kehidupan rakyat dan rusaknya lingkungan hidup vyang tidak
terpulihkan.

Jika Taufik Ismail yang menyebut Indonesia sebagai surga luar biasa
ramah bagi para perokok, negeri ini juga menjadi surga bagi industri
tambang. Datang, gali, dan pergi, semuanya difasilitasi negara. Jasa
keamanannya, undang-undangnya, bahkan berkali-kali dengan iklan-
iklannya. Apa itu bukan surga?

Saya menilai fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia menjadi satire didengar. Sebab, sebelum-sebelumnya
lembaga ini hampir absen mengeluarkan fatwa yang terkait dengan
hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jika
merokok haram bagi kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-
anak demi kemaslahatan, mengapa MUl tidak sekalian saja
mengeluarkan fatwa haram terhadap perusahaan industri tambang
seperti PT Freeport, untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan
kesehatan perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap limbah
industri tambang? (E4)
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Top Ten “Lagu” Pemerintahan SBY - JK
Khalisah Khalid

Menjelang pemilu 2009, berlomba-lomba partai-partai politik terutama
partai politik yang telah berkuasa mengkampanyekan dirinya sebagai
partai yang telah berhasil membuat kebijakan yang berpihak kepada
rakyat miskin di segala bidang, mulai dari isu penurunan harga BBM
sampai isu pendidikan yang dinilai telah berhasil, sembari memasang
angka target capaian sebagai indikator dari keberhasilan pemerintahan
saat ini.

Namun sebuah tayangan di Metro TV membuat tercengang, yang
menampilkan sejumlah kebijakan pemerintahan SBY - JK yang dinilai
“menyebalkan” oleh rakyat. Cukup mencengangkan, karena justru
kebijakan-kebijakan inilah yang diklaim sebagai sebuah keberhasilan
bagi pemerintah saat ini. Berikut ini top ten tangga “lagu” yang
dikeluarkan selama satu periode kepengurusan rezim SBY - JK, yang
bernada sumbang bagi rakyat miskin di desa dan kota.

Tulisan ini akan mencoba melihat kembali 10 tangga lagu yang dibuat
dan dimainkan oleh pemerintahan SBY-JK yang dinilai “menyebalkan”
rakyat, 10 tanggal lagu tersebut sebagai berikut:

Urutan tangga kesepuluh dimulai dari ajakan pemerintah kepada rakyat
untuk menghemat penggunaan listrik akibat krisis energi yang dialami
oleh berbagai negara, Indonesia termasuk salah satunya. Disini,
pemerintah mungkin lupa, bahwa tanpa hemat listrikpun begitu banyak
warga negara yang belum menikmati listrik, meskipun daerahnya
dibangun bendungan besar (DAM), sebagian besar listrik diperuntukkan
bagi industri. Dari pantauan yang dilakukan oleh WALHI dari berbagai
sumber menyatakan bahwa tidak kurang dari 13 provinsi di Indonesia
mengalami krisis energi, dan kondisi inilah yang membuat SBY panik,
dan dengan serta merta mengeluarkan kebijakan penghematan
penggunaan energi atau listrik, dengan mengabaikan akar persoalan
dari krisis energi di Indonesia.

Naik ke tangga sembilan, pemerintah mengeluarkan kebijakan
outsourcing bagi buruh-buruh. Kebijakan ini tentu saja banyak
ditentang oleh gerakan buruh, karena dengan kebijakan ini semakin
terlihat keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha dari pada
pekerja.

Tangga lagu kedelapan, pemerintah melakukan privatisasi terhadap
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BUMN, dimana Indosat sebagai salah satu sektor yang strategis
diprivatisasi dengan alasan efisiensi pengelolaan aset negara. Tahun
2008, SBY - JK telah memprivatisasi 34 BUMN dan sebelumnya sebanyak
10 BUMN telah diprivatisasi, karenanya tidak heran jika para pengamat
ekonomi progressif menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai ledakan
privatisasi.

Di urutan ketujuh, penyelesaian kasus Lapindo yang semakin jauh dari
harapan masyarakat, semakin memantapkan langkah pemerintah untuk
jauh dari rakyatnya. Terlebih saat ini, pihak Lapindo menyatakan
ketidakmampuannya membayar ganti rugi kepada warga, meskipun
perusahaan yang digawangi oleh keluarga Bakrie ini justru memiliki aset
yang menempatkan pemiliknya sebagai salah satu orang terkaya di Asia.

Pendidikan yang murah dan berkualitas masih menjadi “barang” yang
langka bisa dirasakan oleh seluruh warga negara, terlebih bagi rakyat
miskin. Konon pemerintah telah menganggarkan 20% alokasi APBN untuk
pendidikan, meskipun sampai saat ini belum direalisasikan. Undang-
Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disahkan pada bulan
Desember 2008, semakin menunjukkan jauhnya orang miskin dapat
menjangkau pendidikan yang baik dan berkualitas. Meskipun ditentang
oleh masyarakat sipil khususnya kelompok mahasiswa, UU ini tetap
jalan terus. Pendidikan kini telah menjadi komoditas yang sangat
mahal, padahal pemenuhan pendidikan merupakan kewajiban negara
untuk memenuhinya bagi seluruh rakyat sebagaimana mandat
konstitusi.

Urutan  kelima, pemberantasan  korupsi. = Meskipun  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada rezim pemerintahan SBY -
JK. Angin segar nampaknya belum memberikan harapan banyak bagi
rakyat untuk menyaksikan para koruptor diadili dan mengembalikan
harta kekayaan yang dicurinya kepada negara. Pemberantasan korupsi
dinilai oleh publik masih tebang pilih dan setengah hati, bahkan jauh
dari rasa memenuhi keadilan bagi masyarakat antara hukuman dengan
kekayaan yang dikeruk dari hasil mencuri uang negara.

Konversi minyak tanah ke elpiji, menduduki urutan ke empat dari
kebijakan yang membuat susah rakyat khususnya ibu-ibu yang selama
ini bersentuhan langsung dengan minyak tanah untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Kebijakan konversi
minyak tanah ke elpiji tidak dibarengi dengan kesiapan dari
pemerintah, dan bahkan pasokan minyak tanah langka di pasaran dan
menyebabkan harga minyak tanah melambung tinggi. Tidak berlangsung
lama, harga elpiji juga mengalami kenaikan.
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Tangga lagu ketiga, diisi dengan lagu bantuan langsung tunai (BLT)
sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi terhadap bahan bakar
minyak. Tidak kurang dari 14 trilyun rupiah dana yang dikucurkan oleh
pemerintah untuk BLT. BLT dinilai sebagai program yang tidak efektif
karena seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan
ekonomi rakyat, belum lagi penyaluran BLT di lapangan juga tidak tepat
sasaran.

Urutan kedua, kenaikan harga sembako. Selain dipicu oleh krisis pangan
dunia sebagaimana yang dilaporkan oleh FAO pada tahun 2007,
kenaikan harga sembako seperti beras, gula, minyak goreng, susu
hingga mencapai 43 persen juga didongkrak oleh kenaikan harga BBM.
Bukan hanya sekedar naik, bahkan beberapa bahan pokok ini seolah
raib dari pasaran dan membuat mayoritas ibu-ibu panik. Melambungnya
harga sembilan bahan pokok ini menyebabkan banyak keluarga miskin
yang harus mengurangi jatah makan atau lauk pauk keluarganya agar
dapat tercukupi kebutuhan makan keluarganya yang mencapai 50-70%
dari total pengeluaran anggaran keluarga sebagaimana yang dilansir
dalam evaluasi kebijakan pertanian oleh Serikat Petani Indonesia (SPI).

Akhirnya, secara berturut-turut pemerintah SBY - JK menaikkan harga
BBM sebanyak tiga kali. Kebijakan kenaikan harga BBM inilah yang
menempatkannya berada diurutan pertama dari 10 tangga lagu yang
berisi kebijakan pemerintah selama satu periode pemerintahan ini.
Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 3 (tiga) kali pemerintah menaikkan
harga BBM, dengan alasan harga minyak dunia yang naik. Alasan ini
semakin membuktikan bahwa negara ini sangat tergantung dengan
pasar minyak dunia, dan tidak memiliki sistem yang dapat memproteksi
warga negaranya dari kepungan sistem pasar dunia. Menurut Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 90 persen industri hulu migas
telah dikuasi oleh modal asing, dan kenaikan BBM menjelaskan secara
jelas bagaimana praktek-praktek liberalisasi dijalankan oleh rezim ini.

Top Ten tangga ”"lagu” yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY - JK
yang bukan hanya bernada sumbang atau menyebalkan bagi rakyat,
tetapi juga semakin menunjukkan tunduknya pemerintahan ini pada
kekuatan lain diluar negara yakni kelompok pemodal.

Yang menarik, dari 10 lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh rezim
ini, sebanyak 5 (lima) kebijakan ini saling terkait dengan hilangnya
kedaulatan negara atas energi dan pangan. Padahal pemerintah SBY-JK
menempatkan soal kebijakan ketahanan energi dan sumber daya alam
sebagai prioritas paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2008-2009
sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 2008 yang
seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Krisis energi
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global dan nasional yang terjadi saat ini, seharusnya menjadi
momentum bagi negara untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan
energi dalam negeri, dan tidak terjebak juga pada mekanisme skema
pemenuhan energi yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah
lingkungan. Selama ini, restrukturisasi energi yang dilakukan oleh
pemerintah, diimplementasikan melalui produk kebijakan Undang-
Undang Migas, yang merupakan manifestasi dari skenario penguasaan
dan kontrol pasar terhadap sumber daya energi bangsa ini.
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Bumi, Rumah Manusia
Khalisah Khalid

Bumi, rumah manusia. Begitu kira-kira sosok Pramoedya Ananta Toer
menggambarkan ruang hidup manusia Indonesia yang semakin hilang
eksistensinya, yang terus menerus diteropong layaknya miniatur (baca,
rumah kecil) oleh sebuah sistem kapitalisme. Kini, bumi Indonesia tidak
bisa lagi menjadi rumah yang aman bagi manusia Indonesia yang
mendiaminya. Kata-kata keselamatan bagi manusia yang ada di rumah
besar ini, saat ini semakin kabur dari esensinya. Realitas inilah yang
dihadapi oleh anak-anak di belahan bumi Sidoarjo, yang rumahnya
ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo Brantas dan terancam kehilangan
eksistensinya sebagai manusia.

Derajat kerusakan lingkungan di Indonesia, sudah mencapai Kkrisis
ekologi yang mengkhawatirkan. Pencemaran (udara, air, tanah) yang
menyebabkan turunnya kualitas kesehatan dan kualitas hidup manusia,
kehancuran ekosistem yang tidak terpulihkan yang menyebabkan krisis
panjang bagi rakyat antara lain kemiskinan akibat hilangnya hak dan
akses terhadap sumberdaya alam, kelangkaan sumberdaya alam
menyebabkan merosotnya ketahanan pangan, gizi buruk dan
kemiskinan. Fenomena perubahan iklim (climate change) saat ini,
menjadi potret nyata atas pengabaian terhadap keberlanjutan
lingkungan hidup dan hak-hak dasar rakyat untuk mendapatkan jaminan
keselamatan, produktifitas, kesejahteraan.

Dari semua manusia yang menempati rumah besar yang sudah
mengalami krisis ini, yang paling merasakan dampak yang lebih besar
adalah manusia yang hidup dalam garis kemiskinan. Rakyat miskin
mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha tani
karena menurunnya kuantitas dan kualitas air yang dapat
dimanfaatkan. Pengungsi ekologik dan pengungsi pembangunan yang
setiap saat kehidupannya tidak lepas dari ancaman, yang dibangun
secara sistematik oleh sebuah pembangunan ekonomi global.

Sebagai rumah bagi manusia, bumi Indonesia kita semakin meradang.
Keberlanjutannya saat ini telah tergadai oleh sebuah sistem
kapitalisme, yang mensyaratkan menjadikan seluruh isi bumi sebagai
sumber daya yang bisa dikeruk secara besar-besaran, dengan atas nama
mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan devisa
negara dan bahkan atas nama stabilitas negara. Proses penghancuran
terhadap bumi dan makhluk bumi inilah yang mendorong terjadinya
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ecocide, sebagaimana yang dituliskan dalam buku yang berjudul
Ecocide, Pelanggaran HAM dan Kejahatan Lingkungan, bahwa ecocide
adalah sebuah tindakan terencana yang secara langsung maupun tidak
langsung,  ditujukan untuk menguras, menghancurkan dan
memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan
semua makhluk bumi didalamnya. Walhasil, berbagai upaya destruktif
bagi eksistensi keberlanjutan lingkungan hidup, sama halnya dengan
penghapusan identitas diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi
(dehumanisasi).

Ditengah hampir robohnya rumah Indonesia ini, tentu saja kita harus
membangun kekuatan kolektif seluruh penduduk bumi untuk menata
ulang pondasi dari bangunan dengan konstruksi berbasis ideologi yang
jelas. Meskipun, setiap masanya ada proses transisi yang terus menerus
mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan sebuah
masyarakat memaknai dan memperlakukan alam itu sendiri. Konstruksi
yang ingin kita bangun ulang tentu saja dengan pondasi yang melihat
kelas siapa yang hari ini paling dimiskinkan, disingkirkan, dihilangkan
hak-haknya dasarnya.

Gerakan politik lingkungan di Indonesia saat ini harus memiliki
kemampuan untuk memperbesar dan memperluas gerakannya, dan itu
hanya bisa dilakukan jika subyek dari gerakan politik lingkungan itu
adalah basis massa yang memiliki garis ideologi yang berpikir bahwa
perjuangan penegakan keadilan ekologi, bukan sekedar membicarakan
soal degradasi lingkungan, tetapi juga membicarakan soal
keberlanjutan generasi yang akan datang, bicara soal gerakan
lingkungan juga tidak terlepas dari bicara soal bagaimana
mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap hak-hak dasarnya yang
dibangun dengan semangat kolektivitas.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Lao Tzu, bahwa seorang pemimpin
adalah orang yang berjalan bersama rakyat, tinggal bersama rakyat,
belajar dari rakyat, mencintai rakyat, memulai dari apa yang diketahui
oleh rakyat, membangun dari apa yang rakyat miliki. Hanya dengan
pemimpin-pemimpin terbaik, ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan
rakyat telah tercapai. Rakyat akan berkata, kita telah melakukannya
sendiri. Karenanya, gerakan politik lingkungan harus bisa memainkan
ritme iramanya dengan manfaat dari gerakan itu sendiri, dan
menyentuh kebutuhan dasar dari gerakan rakyat dan merubah kondisi
politik yang kontekstual dengan kebutuhan politik rakyat. Kita percaya,
bahwa perjuangan politik rakyat tidak bisa lagi diserahkan kepada elit
politik dominan hari ini. Semua orang adalah makhluk politik,
karenanya tanggungjawab dan tindakan politik harus dimulai setiap hari
dmulai dari lingkungan komunitas terkecil sampai lingkungan Negara.
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Akhirnya, selamat hari lingkungan 5 Juni 2008. Semoga seluruh
kekuatan rakyat hari ini bisa merebut kembali kedaulatan rakyat atas
lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya.
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DAENDELISME

Khalisah Khalid
Dandelisme di Indonesia

Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonialisasi Belanda yang
meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa dan yang
selanjutnya melahirkan banyak lagi daendels-daendels lain yang
menerapkan dasar yang sama. Praktek industrialisasi yang disokong
infrastruktur raksasa inilah yang kemudian menjadi landasan atau
pijakan model pembangunan, yang berujung pada tata kuasa, tata
penggunaan lahan, tata produksi dan tata konsumsi yang
menguntungkan segelintir kuasa politik dan modal.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Daendels membuat sebuah
terobosan dengan meletakkan dasar-dasar industrialisasi dan sketsa
awal di Jawa dalam masa-masa berikutnya, dengan membangun
infrastruktur jalan raya pos yang menyambungkan Anyer sampai
Panarukan yang juga berfungsi mengintegrasikan dagang, industri,
pertanahan, hukum, administrasi pemerintahan, dan tata pengurusan
wilayah dalam sekali pukul.

Pada saat itu, Daendels memimpikan dapat menguasai perdagangan dan
jalur ekonomi, yang dapat dicapai dengan membangun infrastruktur
ekonomi di antaranya jalan raya yang menjadi poros dari jalur
perdagangan di Pulau Jawa dengan mempekerjakan secara paksa
sekitar 12.000 orang. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda untuk
menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena Pulau
Jawa 'dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan
memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat
dipekerjakan secara paksa, antara lain di perkebunan teh dan kopi yang
dikuasai oleh Perusahaan Belanda.

Yang lainnya adalah karena pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan
sebagai penghubung atau mitra Belanda untuk melanggengkan
kekuasaannya. Kenyataan inilah yang selanjutnya menjadi alur
kolonialisasi secara ekonomi, sejalan beriringan dengan kolonialisasi
secara politik. Jalan raya ini berperan dalam perubahan-perubahan
ekologis, sosial, politik demi pertumbuhan ekonomi pada abad ke 19.
Dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun, sejak tahun 1898-1922 hutan
yang hilang mencapai 22.000 km2 (atau 220,000 hektar) (Whitten:
1996). Sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan kereta api
mengikuti jalan raya pos. Sementara itu sejak tahun 1830-an hingga
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1900 hutan yag hilang sudah mencapai 5 juta hektar. Hingga tahun 1973
saja, hutan alam di Jawa hanya tinggal 11% (Donner: 1987).

Rezim Daendelisme

Kini, 63 tahun mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan
kurang lebih 200 tahun paska Daendels menjadi Gubernur Hindia
Belanda, entitas politik di negeri kepulauan ini mengikuti dan
memperkokoh watak dan memiliki ambisi yang serupa dengan
Daendels, mengembangkan imperium bisnis atas ongkos-ongkos yang
harus ditanggung oleh rakyat. Pembangunan dan janji pertumbuhan
ekonomi menjadi sebuah mitos yang terus-menerus disuarakan oleh
pengurus negara dan pemodal yang menguasai tata kuasa, tata guna
lahan, tata produksi dan tata konsumsi manusia di Indonesia.

Pemimpin manusia di Indonesia kini menjadi pengikut setia dari paham
yang dibangun oleh Daendels, di dalam sistem kekuasaannya (power
system) telah menempatkan diri sebagai sebuah elit yang
mengatasnamakan kelas yang dikuasainya. Dalam hal ini, rakyat yang
selalu ditempatkan menjadi objek dalam seluruh cerita pembangunan,
untuk mewujudkan mimpi kemakmuran dan kesejahteraan untuk
kelompoknya.

Jared Diamond dalam teori collapse-nya mengatakan runtuh dan
berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan
oleh kondisi geografik alaminya saja. Pilihan untuk bertahan atau
collapse jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas
pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya.
Tampaknya pemimpin entitas manusia di Indonesia memilih jalan
menuju collapse dengan membiarkan bencana terjadi dengan intensitas
yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tim riset Java Collapse Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
menilai, bahwa Pulau Jawa menuju collapse dan akan diikuti segera
oleh kepulauan lain di Indonesia, riset ini dilakukan dengan
menggunakan cara baca terhadap krisis yang terjadi di Jawa difokuskan
pada agregat krisis yang ditetapkan tim, antara lain: (1) Kebijakan
pembangunan berisiko tinggi terhadap manusia dan alam; (2) Kebijakan
(budaya) manusia di Jawa menggeser siklus saling ketergantungan
antara manusia dan alam; (3) Kebijakan pembangunan yang
mengabaikan siklus alam; (4) Ketiadaan informasi siklus alam dan
karakter wilayah; (5) Ketegangan ekonomi dan politik elit kekuasaan
mengorbankan rakyat kebanyakan.

Jika ditarik garis lurus, bahwa kelas yang berkuasa pada jamannya, dari
jaman kolonial hingga rezim saat ini, meletakkan sebuah pondasi
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pembangunan dengan mimpi yang sama yakni kemakmuran dan
kesejahteraan bagi pelanggengan kekuasaannya. Bahkan dengan
menggunakan bacaan yang sama, bahwa seluruh cerita pembangunan
infrastruktur industri, digunakan sebagai sebuah ajang bagi bentuk
konsolidasi modal, politik (kekuasaan) dan militer. Mimpi besar
integrasi berwatak Daendelisme, kreatif destruktif. Elit oligarki yang
berjaya, proletarisasi dan korban-korban yang berjatuhan dari rakyat.
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Agama dan Solidaritas Ekologis
Khalisah Khalid

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi,
sebagai Rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang
berpikir". (QS. Al-Jatsiyah 45:13)

Alam dan Spiritualitas Agama

Jika alam semesta sebagaimana yang disebutkan oleh Cak Nur sebagai
sebuah jalan mencapai spritualitas tertinggi sebagai khalifatul fil ardli,
maka seharusnya alam ditempatkan sebagai penciptaan Tuhan yang
dianugrahi untuk manusia yang harus dikelola sebagaimana yang
menjadi pelaksanaan tugasnya dengan tetap berpegang kepada
pengetahuan dan petunjuk Illahi.

Apa yang menjadi pemikiran Cak Nur, juga diutarakan oleh Dennis
Lardner Carmody dan John Tully Carmody dalam Jejak Rohani Sang
Guru Suci, bahwa "Tuhan meletakkan penjagaan alam ke dalam
penjagaan manusia, dalam arti bahwa manusia mempunyai keperluan
dan hak untuk mengembangkan sumber-sumber alam. Akan tetapi
manusia tidak diberi hak penuh kepada manusia untuk menjadi pemilik
ontologis ciptaan Tuhan secara penuh, karena penciptaan dari Sang
Pencipta menjadi satu-satunya sumber yang ada dan makna tertinggi."

Segelintir orang kaya (baca: pemilik modal), dengan menggunakan
pakaian globalisasinya, mengabaikan daya dukung alam yang terbatas
untuk pemenuhan tingkat konsumsi yang diciptakan oleh negara-negara
maju dengan menggunakan kepemilikan sumber daya alam menjadi
akumulasi kekayaan dan kekuasaannya sebagai sebuah pengganti
kekayaan spritual. Mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi
miskin dengan spiritualitas agama yang hakiki.

Sayangnya, segelintir manusia yang kemudian banyak mengklaim
dirinya sebagai manusia modern, dengan kekuatan modal dan kekuatan
politiknya melihat sumber daya alam bukan sebagai media untuk
mencapai tingkat spiritualitasnya dalam beragama, melainkan sebagai
tujuan akhir agar mencapai kepuasan duniawinya menguasai atau
mendominasi atas manusia yang lain.

Globalisasi mencoba mereduksi pengetahuan alam menjadi sebuah
bagian dari penaklukan manusia terhadap alam, dan bertujuan untuk
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mengakumulasi keuntungan dari alam tersebut. Kekhalifahan yang
menjadi kodrati manusia sebagai khalifah (pemimpin di muka bumi),
kemudian justru yang mendorong manusia untuk memiliki
kecendrungan mengeksploitasi alam.

Cara berpikir inilah yang kemudian digunakan oleh sistem kapitalisme
untuk menggunakan ruang agama sebagai aktualisasi melanggengkan
kekuasaannya untuk menguasai dunia. Jika dulu, peran agama
dinegasikan oleh pengetahuan modern yang disimbolkan dengan
globalisasi, justru saat ini agama digunakan sebagai alat untuk
melegitimasi bentuk-bentuk pengerusakan yang telah dilakukan oleh
fundamentalisme pasar, sebagaimana kekuatan pasar mampu
mempengaruhi sebuah kehidupan beragama sebuah bangsa.

Solidaritas Ekologis

Alois Agus Nugroho menggunakan kata "solidaritas ekologis” dalam
tulisannya yang berjudul Postmodernisme, Toleransi Multikultural dan
Solidaritas Ekologis yang terdapat di dalam buku "Menembus Batas
Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan."” Sebuah refleksi atas
pemikiran Nurcholis Madjid yang melihat bagaimana keberadaan
lingkungan hidup dan akselerasinya bagi wadah ketundukan dan kasih
sayang bagi segenap penghuni semesta, serta jalan untuk meretas nilai-
nilai spiritualitasnya. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Cak Nur,
seharusnya bisa menjadi bagian diri kita untuk melihat ulang
pengetahuan beragama, yang selama ini masih berkutat pada persoalan
Ubbudiah - Illahiah. Beragama, seharusnya juga melihat relasi antara
Tuhan, alam dan manusia.

Saat ini, solidaritas ekologis semakin jauh dari harapan yang diinginkan
oleh sebuah masyarakat yang beragama, ketika tingkat kerusakan
lingkungan hidup semakin membawa manusia mengalami penurunan
kualitas hidupnya. Padahal, berbagai upaya destruktif bagi eksistensi
keberlanjutan lingkungan hidup sama artinya dengan penghapusan
identitas diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Seperti yang
dialami oleh warga korban lumpur Lapindo, yang mengalami berbagai
upaya destruktif oleh sebuah kepentingan industri yang telah menguras,
menghancurkan dan memusnahkan eksistensi dasar ekologi dan sebuah
tatanan kehidupan semua makhluk di dalamnya.

Ekologi ditafsirkan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari
lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan
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dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan
kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia.

Bukankah Sa'adi sang penyair masyhur mengatakan bahwa ibadah tidak
lain kecuali melayani manusia, bukan dengan tasbih, sajadah dan
jubah. Jika demikian adanya, sesungguhnya mempertahankan keadilan
ekologis, termasuk di dalamnya membangun solidaritas ekologis yang
melihat alam sebagai bagian dari diri manusia yang harus
dipertahankan keberadaannya demi keberlanjutan kehidupan manusia,
sama artinya dengan menjalankan nilai-nilai ibadah.

Banyak orang-orang yang berjubah, berkhotbah dan menggunakan ayat-
ayat suci untuk membenarkan serangkaian kejahatan lingkungan yang
dilakukan oleh korporasi, dengan mengatakan bahwa bencana ekologis
itu sebagai bencana alam dan takdir dari Tuhan, sembari meminta
kepada rakyat untuk bersabar dan bahkan bertaubat karena semua
kesalahan dilimpahkan kepada rakyat yang sering kali distigmakan pada
kaum pembuat dosa dan seorang kriminil.
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KOMPAS 14 Juli 2008
Agar Negara Belajar Mendengar Suara yang Tidak

Terdengar
Khalisah Khalid

Sebagai anak petani yang tidak memiliki tanah, Weni terpaksa harus
mengadu nasibnya di negeri orang dengan harapan dapat memperbaiki
nasib keluarga yang lahan pertaniannya tergusur oleh pembangunan
pabrik di Karawang.

Bayangan kesejahteraan dengan bekerja sebagai buruh migran di Arab
Saudi juga jauh panggang dari api, rentetan penderitaan dia alami dan
tidak ada perlindungan yang diberikan negara kepada WNI yang telah
menyumbangkan devisa bagi negara yang jumlahnya begitu besar.

Di empat lain, di Sulawesi Selatan sana, sebagai petani perempuan,
Daeng Bau mengalami nasib sama. Dia kehilangan sawah yang menjadi
sumber pangan keluarganya dan berganti menjadi petani sayur dengan
menggunakan pupuk pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan
rcproduksinya. Ironisnya, pupuk pestisida itu diperkenalkan pemerintah
tanpa disertai menjelaskan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat,
khususnya perempuan.

Risiko atas kesehatan yang sama juga dialami Surtini Paputungan yang
terkontaminasi arsenik 4 mg/m sejak tahun 1998 akibat dari buangan
tailing PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Sebagai pencari nener untuk
menambal! penghasilan keluarga, setiap hari Surtini harus berjibaku
dengan tailing untuk menghasilkan emas yang sebagian besar
dikonsumsi di luar negeri. Kemiskinan semakin melingkari kehidupan
keluarga Surtini dan masyarakat Buyat korban PT NMR karena mereka
tidak bisa lagi melaut, selain derita penyakit yang menggerogoti
masyarakat di sana.

Di kota, perempuan juga tidak kalah miskinnya. Perempuan miskin di
kota-kota-besar, seperti Jakarta, tidak dapat mengakses air bersih
seperti dialami Ratih. Padahal, air bersih menjadi kebutuhan dasar
yang seharusnya bisa didapat gratis tanpa mengeluarkan tidak kurang
dari Rp 540.000 tiap bulan.

Penghasilan keluarganya yang hanya Rp 900.000 per bulan

menyebabkan Ratih tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya dengan standar minimum sekalipun.
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Menggugat

Seluruh cerita tadi bukan cerita fiksi. Empat sosok perempuan ini
mewakili nasib banyak perempuan Indonesia, yang memberi kesaksian
dalam Pengadilan Perempuan tentang berbagai kekerasan ekonomi
akibat jauhnya akses dan kontrol perempuan terhadap lingkungan hidup
dan sumber kehidupannya.

Mereka menggugat negara dan lembaga nonnegara yang telah
merugikan masyarakat melalui produk kebijakan, seperti undang-
undang penanaman modal asing, undang-undang sumber daya air, dan
berbagai produk kebijakan ekonominya lain, seperti kenaikan harga
BBM.

Kekerasan yang menciptakan pemiskinan struktural terhadap
perempuan vyang dilakukan negara maupun lembaga nonnegara
sesungguhnya bukan hal baru. Ini menjadi realitas politik yang dipilili
negara ketika memilih model pembangunan. Negara lebih memilih
mengorbankan rakyatnya dengan merampas sumber-sumber kehidupan
masyarakat melalui liberalisasi kekayaan alam dengan akibat degradasi
lingkungan yang tidak terpulih-kan.

Negara lebih memilih lahan Ibu Pertiwi diserahkan untuk investasi
pertambangan asing daripada kepentingan pemenuh-an lahan bagi
petani. Padahal, pengurus negara mengakui Indonesia mengalami krisis
pangan akibat penyediaan pangan berorientasi sebagai komoditas
global.

Politik lingkungan menilai, berbagai persoalan lingkungan hidup dan
kemiskinan akibat hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber daya
alam, berelasi kuat dengan perusakan lingkungan hidup untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan di negara-negara maju dan
kepentingan global (Balkie, 1985). Da-lam hal ini, politik lingkungan
melihat inter-relasi antara dampak lingkungan dan relasi kekuasaan
sosial-ekonomi. Relasi kekuasaan di sini termasuk masalah perebutan
ekologis, yakni dalam hal penggunaan lahan dan praktik pengaturan
yang dominan dalam wilayah tersebut

Sementara itu. D Rocheleau, B Thomas-Slayter dan E Wa-ngari dalam
analisis politik ekologi feminis melihat, akses dai] kontrol perempuan
terhadap lingkungan hidup dan sumber kehidupannya diciptakan secara
struktural yang kemudian membuat perempuan semakin jauh dari akses
dan kontrol terhadap sumber kehidupan itu. j,
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Pendidikan politik

Pengadilan perempuan melawan pemiskinan oleh Solidaritas Perempuan
ini masih sebatas ruang kampanye oleh gerakan perempuan dan
gerakan masyarakat sipil lain. Meskipun demikian, pengadilan ini
menjadi media pendidikan politik bagi perempuan akar rumput korban
kekerasan, terutama terkait dengan hak ekonomi, sosia], dan budaya
untuk melawan semua bentuk pemiskinan yang dilakukan negara
maupun aktor di luar negara.

Cara ini juga memberi ruang bagi perempuan untuk memperlihatkan

kepada pengurus negara agar negara belajar mendengarkan suara-suara
yang selama ini tidak terdengar.

"
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Bisnis Agrofuel, Kolonialisasi Perkehunan
Khalisah Khalid

Tergelincir Sawit

Meningkatnya permintaan bahan bakar nabati untuk pemenuhan energi
yang dipandang tidak terlalu mencemari lingkungan hidup dan
berkontribusi terhadap perubahan iklim, terutama di negara-negara
industri, telah mendorong terjadinya perluasan perkebunan penghasil
bahan baku nabati. Kebijakan investasi global lebih diarahkan pada
pemenuhan industri penghasil energi nabati, termasuk terhadap
penyediaan bahan baku. Kondisi ini mendorong pada terjadinya
"pemaksaan” perluasan perkebunan penghasil bahan baku energi nabati,
di wilayah-wilayah yang "dipandang” mampu menyediakan lahan skala
luas. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mentargetkan
luasan yang luar biasa untuk menjadi hamparan perkebunan besar
kelapa sawit, kedelai maupun tebu, yang diarahkan pada dukungan
terhadap energi nabati.

Pilihan komoditi lalu diarahkan pada kelapa sawit, karena dipandang
komoditi ini mampu menyediakan kebutuhan energi "hijau" dalam
jumlah yang cukup besar. Yang menjadi masalah kemudian adalah
agrofuel berkembang mengikuti hasrat pasar, dan sebagai komoditas
untuk memenuhi akumulasi modal tentunya. Paling tidak, ada tujuh
kelompok besar industri yang berada dibalik bisnis Agrofuel di Indonesia
yang menguasai kurang lebih seribu tujuh ratus hektar. Inilah yang
kemudian terjadilah beragam permasalahan di wilayah perkebunan
besar maupun pada industri pengolahan dasar, semisal konflik tenurial,
kekerasan, penghilangan lahan-lahan produktif, krisis air, hingga
pencemaran.

Berbagai permasalahan umum yang hadir pada setiap rantai produksi
bahan bakar nabati terhadap komunitas lokal, diantaranya adalah: (1)
meningkatnya beban kelola rumah tangga; (2) hilangnya sumber pangan
akibat hilangnya lahan produktif pertanian; (3) meningkatnya biaya
untuk pemenuhan kesehatan, energi dan air; (4) hilangnya sistem sosial
dan budaya; dan lain sebagainya. Berbagai fakta penghancuran inilah
yang menjadi indikator bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan
salah satu basis produksi kotor yang diandalkan Indonesia, setelah
industri tambang.
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Kolonialisasi Perempuan di Perkebunan

Masalah lainnya adalah jika bisnis agrofuel ditarik pada garis sebuah
entitas yang berjenis kelamin sosial perempuan. Dalam peristiwa yang
ada diatas, nampaknya cerita perempuan sungguh jauh dari
pembahasan tentang industri sawit, jika tidak mau dikatakan
dihilangkan dari seluruh cerita tentang sawit. Dalam peristiwa
kebanyakan yang bicara soal ekstraksi sumber daya alam, cerita
perempuan menjadi sangat jauh dan seringkali kebijakan yang dipilih
oleh pemerintah yang selalu bicara soal perluasan produksi, harga
sawit, pasokan dan seterusnya yang tidak relevan dengan cerita
kekerasan yang dialami oleh perempuan yang hidup di sekitar
perkebunan besar kelapa sawit.

Selain berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai dampak dari
agrofuel, ada hal mendasar lainnya yang secara spesifik dialami oleh
perempuan. Ekologi politik feminis melihat aspek pengetahuan, hak
atas kekayaan alam dan sumber -sumber kehidupan, termasuk di
dalamnya aspek akses dan kontrol, serta aspek institusi pengurusan
kekayaan alam dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan
kekayaan alam dari perspektif gender, kelas, etnisitas, dan aspek-aspek
lain (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari 1996).

Ekologi politik feminis sebagai pisau analisis karena pendekatan ini
membuka peluang untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat
yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek
lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas
homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi,
dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas,
etnisitas, dan hal-hal lainnya, sehingga pengalaman dan reaksi
perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan
lainnya.

Dengan menggunakan pisau analisis ekologi politik feminis, cerita yang
diungkapkan oleh perempuan yang tinggal di area perkebunan besar
kelapa sawit, mencoba untuk lebih dalam melihat bagaimana lapis
kekerasan yang dialami oleh perempuan di perkebunan besar kelapa
sawit disebabkan oleh penguasaan sumberdaya alam oleh para pihak
yang memiliki kekuasaan, baik secara kultural maupun struktural
dengan aktor utama negara dan pasar. Yang menghasilkan sebuah potret
dari alur cerita penghancuran sumberdaya alam yang menciptakan
sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau
putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas
sosial yang paling rendah. Dimana, peristiwa tersebut bisa berulang,
berbabak-babak, berubah bentuk maupun pelaku.
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Akumulasi dari beragam permasalahan pada penyediaan bahan bakar
nabati, memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok rentan,
yaitu perempuan dan anak. Dalam setiap rantai produksi tetes-demi-
tetes bahan bakar nabati, terdapat beragam permasalahan yang
menjadikan perempuan sebagai korban yang menerima dampak yang
lebih besar di dalam sebuah komunitas korban bahan bakar nabati.

Sejak perkebunan besar kelapa sawit masuk, perempuan kehilangan
akses dan kontrolnya terhadap tanah, dan menempatkan perempuan
sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa adanya perlindungan formal
sebagai tenaga yang membuahi dan menyemprot dengan menggunakan
pestisida yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Konflik terjadi,
bukan hanya karena terjadinya perbedaan persepsi antara komunitas
lokal dengan pelaku pendukung agrofuel baik pasar maupun
pemerintah. Konflik terjadi, karena kebijakan agrofuel telah
mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan didalam
mengelola sumber kehidupannya, khususnya sebagai penjaga dan
pengelola sistem produksi rumah tangga dan produksi sosial. Bukankah
pengabaian sebuah entitas dengan semua pengetahuan dan pengalaman
yang melekat dalam dirinya sebagai sebuah bangunan tatanan social,
merupakan bentuk yang paling mendasar dari sebuah pelanggaran
terhadap hak asasi manusia?

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan
oleh industri sawit yang memang diketahui mempengaruhi air sungai
masyarakat setempat. Kondisi ini bukan tidak disadari oleh perempuan
yang bekerja sebagai buruh perempuan, tapi mereka tidak punya
pilihan ekonomi lain untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya.
Terlebih, perkebunan besar kelapa sawit secara struktural juga
membangun sistem kapital yang mampu menciptakan perubahan pola
konsumsi pada perempuan dan masyarakat yang dibangun sedemikian
sistemik oleh pasar, sehingga mampu merubah persepsi atau pandangan
perempuan terhadap kebutuhan hidupnya dan bahkan terhadap tubuh
perempuan itu sendiri.

Potret kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap
perempuan berbasis jender dalam sebuah relasi personal, dalam
komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar
dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan
mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, yang dalam konteks ini
dapat ditemui dalam cerita situasi global produksi agrofuel di
Indonesia . Kelangkaan dari daya dukung alam yang dikeruk tanpa
mempertimbangkan kerentanan dan keberlanjutan lingkungan, yang
terjadi karena intervensi pasar dan negara, telah menyebabkan konflik
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terjadi di tingkat masyarakat dengan mengabaikan pengalaman
perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek
keberlangsungan reproduksi sosial, dan pada akhirnya menempatkan
perempuan kelas paling bawah berada dalam kondisi terpuruk,
terpinggirkan dan terabaikan dalam seluruh cerita yang bernama bisnis
Agrofuel.
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Senin, 12 Mei 2008 | 01:08 WIB

Ekofeminis di Indonesia, Apakah Ada?
Khalisah Khalid

Werima Mananta adalah sosok perempuan biasa yang setiap hari
berkebun dan melakukan pekerjaan domestik dalam kehidupan sehari-
harinya jauh di Sorowako Sulawesi Selatan. Namun, ada yang tidak
biasa dalam sosok dirinya. Dengan kebersahajaannya, tersimpan
kecerdasan luar biasa dan nilai hidup yang jauh begitu mulia dalam
memaknai ruang hidupnya.

Itulah kesan mendalam yang saya dapatkan selama satu minggu tinggal
bersama dia di rumah mungilnya yang tidak mendapatkan fasilitas
listrik, di tanah Karonsi’e yang artinya lumbung utama. Sebelum ada
industri pertambangan di sana, wilayah Dongi Karonsi’e begitu subur
dan selalu menghasilkan panen padi melimpah.

Bagi Werima, tanah kelahiran adalah entitas ruang hidup, bukan
komoditas yang bisa dijual-beli, apalagi dipertukarkan. Itulah yang
mendasari mengapa tubuhnya yang mulai renta dimakan usia
melakukan reclaiming dan dia berkebun di atas tanah nenek moyangnya
yang telah diokupasi perusahaan tambang nikel skala internasional milik
Kanada. Perusahaan itu menguras sumber daya alamnya tidak kurang
dari 30 tahun lamanya dan mengubah tanah pertanian milik masyarakat
Dongi Koronsi’e menjadi lapangan golf dan permukiman elite sebagai
sarana fasilitas perusahaan kepada karyawan.

Warima Mananta mungkin tidak sekaliber Vandana Shiva dengan segala
pemikirannya tentang ekofiminisme. Vandana Shiva melihat kenyataan
yang dialami Dunia Ketiga: pembangunan melahirkan mitos yang
semakin menempatkan warganya pada kondisi tidak adil, terutama
dalam potret pembangunan yang dipraktikkan negara-negara Utara
yang melanggengkan kekerasan psikis, ekonomi, dan fisik.

Ekofeminis lahir didasari kondisi di mana bumi yang digambarkan
sebagai ibu telah dieksploitasi, dijarah, dan dirusak sistem kapitalisme
yang berkuasa dengan melanggengkan budaya patriarkhi dan
feodalisme. Ekofeminis lahir untuk menjawab kebutuhan penyelamatan
bumi dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini
memiliki pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber-
sumber kehidupan.
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Bumi adalah ibu

Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari
ancaman kerusakan yang dilakukan korporasi yang didukung lembaga
keuangan internasional dan pengurus negara. Perempuan adalah tangan
pertama yang bersentuhan dengan sumber daya alam karena itulah
perempuan kemudian menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap
risiko dan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Akses dan kontrol perempuan hilang akibat sumber daya alam yang ada
sudah tidak dapat dikelola lagi. Misalnya, membuat anyaman dari rotan
dan daun pandan seperti tikar, bakul, dan tas. Aktivitas khas lain
seperti penyadap damar, upacara adat, dan kerja gotong royong di
ladang atau sawah tidak lagi bisa dilakukan perempuan.

Ekofeminisme sesungguhnya adalah cara pandang menganalisis
persoalan lingkungan hidup dengan menggunakan pisau analisis feminis.
Di sini feminis menilai akar persoalan, dampak yang ditimbulkan,
khususnya spesifik pada kelompok rentan antara lain perempuan, dan
apa yang mendasari gerakan ini untuk terus besar dan meluas.

Walaupun dengan bahasa sederhana dan mungkin tidak terdengar
heroik, yang dipraktikkan Werima dan perempuan-perempuan lain
dalam melawan praktik merugikan ibu bumi industri tambang di
Indonesia telah mengajarkan bahwa ada proses ketidakadilan yang
dipertontonkan industri pertambangan yang meraup keuntungan 513,35
juta dollar AS pada tahun 2006.

Praktik ekofeminisme

Werima Mananta, mewakili perempuan di Indonesia, melihat
ketidakadilan yang dialaminya sebagai relasi yang utuh atas
ketidakadilan yang dibangun oleh sistem kapitalistik dengan jargon
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Werima memperlihatkan, perempuan sebagai korban yang lebih rentan
sesungguhnya memiliki kekuatan dan bisa memperjuangkan hak-haknya
dengan cara yang diyakininya dan pengalamannya yang khas sebagai
perempuan. Merebut tanah dengan membangun kampung halaman
serta melakukan revitalisasi terhadap aset-aset adat dan pengetahuan
adat secara turun-temurun menjadi pilihan sadar yang ditempuh
Werima bersama dengan perempuan-perempuan Dongi Karonsi’e lain.

Bagi saya, meskipun tidak menuliskan pandangan hidupnya dalam buku
sebagaimana Vandana Shiva, apa yang dipraktikkan Werima adalah
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penghayatan seorang ekofeminis. Cara pandang dan nilai hidup yang
banyak diyakini perempuan di pelosok-pelosok Tanah Air yang sedang
berjuang merebut ruang keadilan ekologi, keadilan keberlanjutan
kehidupan yang secara sederhana mempratikkan nilai-nilai
ekofeminisme dalam hidupnya.

Bukankah yang terpenting bagaimana kita memaknai ekofeminisme
bukan hanya dalam kata melainkan juga dalam cara bertindak kita
dalam melihat keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber-sumber
kehidupannya.
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PEREMPUAN DAN JEJAK EKOLOGI YANG DITINGGALKAN

Khalisah Khalid

Ada survey singkat terhadap 10 orang perempuan yang tinggal di
Jakarta, terkait dengan jejak ekologi yang ditinggalkan dari sebuah
pola konsumsi yang setiap harinya dilakukan. Survey ini berdasarkan
atas pertanyaan yang sederhana, berapa sering mereka berbelanja
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dimana kecendrungan
mereka berbelanja. Hasilnya tidak mengejutkan, perempuan di kota
lebih dari 3 (tiga) kali berbelanja setiap bulannya di pusat
perbelanjaan. Survey ini kita juga bisa melihat jejak ekologi yang
ditinggalkan oleh perempuan untuk pemenuhan pola konsumsinya.

Dalam hitungan jejak ekologi (ecological footprint), kita bisa menilai
sejauhmana tingkat konsumsi kita mempengaruhi kualitas lingkungan
hidup kita dan tentu saja berapa besar kemudian korban yang
ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari
pola konsumsi. Hitungan jejak ekologi ini memang cara menghitung
dengan cepat dan relatif akurat untuk perseorangan yang bisa dihitung
perbulan atau pertahun, dan tentu saja ini bisa diterapkan dimana saja
termasuk di Indonesia yang tingkat kerusakan ekologinya begitu tinggi.
Hasil dari hitungan ecological footprint kita mungkin akan sangat
mengagetkan, tapi hitungan ini sekaligus bisa menjadi "alat” bagi kita
untuk mulai mengurangi tingkat konsumerisme dalam kehidupan sehari-
hari.

Tulisan ini juga hendak mengajak kita untuk melihat, bahwa jejak
ekologi yang ditinggalkan oleh perempuan, bukan hanya menyisakan
persoalan lingkungan hidup, tetapi bahkan berkontribusi besar atas
proses kekerasan yang dialami oleh perempuan di belahan bumi lain
yang mungkin tidak pernah terbayang di benak perempuan yang ada di
kota. Tulisan ini hendak membawa kita (perempuan) yang tinggal di
kota, untuk mulai membangun kepekaan terhadap perempuan yang
tinggal di pedesaan.

Mari hitung tingkat ko nsumsi kita sebagai perempuan, yang
mengkonsumsi lebih banyak tissue baik untuk menghapus keringat,
kebutuhan di toilet, sampai menghapus makeup wajah. Apakah kita
pernah berhitung, berapa banyak kemudian konsumsi kertas kita telah
ikut menyumbangkan laju kerusakan hutan yang hingga kini mencapai
3,8 juta hektar pertahun. Pernahkah kita juga menghitung tingkat
konsumsi terhadap tissue yang berasal dari hutan akasia, telah ikut
menyumbangkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan pulp
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and paper di Sumatera Utara terhadap perempuan yang tinggal di
Porsea Sumatera Utara.

Kita juga sangat konsumtif terhadap kebutuhan mandi seperti sabun
dan shampoo dengan berbagai aroma dan kemasannya, hingga kita
tidak menyadari bahwa sabun dan shampoo itu dihasilkan dari minyak
sawit (CPO) dari perkebunan besar kelapa sawit yang sangat tidak
ramah lingkungan karena menggunakan pestisida dan insektisida pada
masa pemupukan. Bahkan, banyak industri besar perkebunan sawit
memperkerjakan buruh perempuannya dibidang pemupukan yang
notabene itu beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan
perempuan. Belum lagi tingkat diskriminasi dan kekerasan yang dialami
oleh buruh perempuan di industri perkebunan besar kelapa sawit
seperti yang dialami oleh buruh perempuan di Riau dengan satu
perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Fakta ini mungkin memang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh
perempuan di perkotaan, karena kita berpikir bahwa semua pemenuhan
kebutuhan kita tidak ada relasi sama sekali dengan pola produksi yang
dibangun oleh industri yang tidak pernah menghitung dampak ekologi
yang ditimbulkan dari hasil produknya. Sesungguhnya budaya konsumtif
yang dibangun oleh sistem kapitalisme tidaklah berdiri sendiri, karena
ini terkait erat dengan kebijakan ekonomi politik yang dibangun dan
diskenariokan sebagai sebuah papan reklame yang mengiklankan gaya
hidup masyarakat perkotaan. Sistem kapitalisme menciptakan tata
kuasa, tata konsumsi dan tata produksi berada di genggaman pemilik
modal, dan menjadikan perempuan sebagai target utama dalam
pemasaran produk yang dihasilkan.

Seorang teman perempuan pernah mengingatkan kepada saya, untuk
tidak menerima pemberian emas sebagai bentuk ungkapan cinta,
karena emas ternyata bukan lagi menjadi logam mulia. Emas yang
sering menjadi ukuran strata sosial atau kelas bagi perempuan,
ternyata telah menjadi logam penindasan bagi perempuan yang
menjadi korban industri pertambangan emas. Bahkan emas yang sangat
disukai oleh perempuan, setiap gramnya menghasilkan tidak kurang 2,1
ton limbah batuan dan lumpur tailing yang dibuang. Ditambah 5,8
kilogram emisi beracun, 260 gram timbal, 6,1 gram merkuri dan 3 gram
sianida. Semua limbah-limbah yang dihasilkan untuk memenuhi hasrat
kita terhadap perhiasan emas, ternyata berandil besar terhadap
lingkungan, khususnya perempuan yang lebih rentan dan spesifik
terkena resiko dampak limbah terhadap alat reproduksinya.

Suara dari perempuan untuk perempuan, menjadi sebuah langkah nyata
menuju keberlanjutan kehidupan yang lebih adil. Mari merubah gaya
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hidup, suara perempuan untuk kehidupan. Vote for Life, setidaknya itu
dimulai bertepatan dengan peringatan hari perempuan Internasional
yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2008.
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ECO-FEMINIS, DAN PERJUANGAN MEREBUT KEADILAN
EKOLOGI

Khalisah Khalid

22 April 2007 yang baru saja berlalu, hampir di seluruh penjuru dunia
memperingati International Earth Day atau Hari Bumi, sebuah momen
penting untuk menyuarakan penyelamatan bumi. Di Indonesia,
peringatan Hari Bumi juga dilakukan oleh organisasi yang
memperjuangkan lingkungan hidup dan rakyat seperti yang dilakukan
secara nasional oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Peringatan Hari Bumi di Indonesia, bukan saja untuk menyuarakan
penyelamatan bumi, melainkan juga sebagai sebuah sinyal untuk
menabuhkan genderang perlawanan terhadap korporasi dan negara,
yang selama ini telah salah didalam mengurus negara, sehingga
Indonesia saat ini bukan hanya terus duhantui oleh bencana ekologis,
tetapi juga dibayangi-bayangi oleh kebangkrutan nasional. Kita dapat
menyaksikan bagaimana daerah yang memiliki sumber daya alam yang
begitu melimpah, kantong-kantong kemiskinannya begitu tinggi seperti
di Papua, Aceh, Riau dan Kalimantan Timur.

Mainstream pembangunan yang bertumpu pada kepentingan modal
dengan jargon pertumbuhan ekonomi, menjadi pemicu utama dari
kehancuran ekologi dan kebangkrutan yang terjadi di Indonesia. Sistem
kapitalisme telah menempatkan sumber daya alam sebagai sebuah
komoditi yang bisa dieksploitasi sebebas-bebasnya, tanpa pernah
mempertimbangkan daya dukung alam di dalamnya. Selain potret
kehancuran ekologi, sistem kapitalisme juga telah melanggengkan
sebuah model penjajahan yang dinamakan oleh Hira Jhamtani sebagai
eco-kolonialisme, yakni sebuah penjajahan yang dilakukan oleh negara-
negara Utara melakukan penjajahan ekonomi dan politik dengan
sejumlah kebijakan ekonomi dan politiknya, untuk lepas tanggungjawab
terhadap utang ekologi, yang ditimbulkan oleh industri yang meraka
kembangkan di negara miskin dan berkembang.

Isu climate change misalnya, justru menjadi skema baru bagi negara-
negara utara untuk melakukan penjajahannya dengan melepaskan diri
dari tanggungjawab ekologinya akibat gaya hidup mereka yang begitu
merusak, dengan agenda trade carbon atau perdagangan karbon yang
dipaksakan kepada negara-negara di Selatan untuk menyelamatkan
bumi dari ancaman climate change, padahal merekalah yang menjadi
kontributor terbesar dari dampak perubahan iklim ini. Inilah yang
dimaksudkan dengan ketidakadilan ekologi, yang dirasakan oleh negara
miskin dan berkembang seperti Indonesia.
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Sistem kapitalisme yang menggunakan alat-alat kekuatannya seperti
TNC’s/MNC’s dan lembaga keuangan internasional, bukan saja
melakukan kejahatan lingkungan dengan agenda eco-kolonialismenya,
tetapi juga melakukan sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi
manusia, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat adat,
perempuan dan anak-anak.

Perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling besar harus
mengalami dampak dari ketidakadilan ekologi ini. Perempuan bukan
saja dihadapkan pada sistem kapitalisme, tetapi juga budaya patriarki
dan feodalisme yang menempatkan perempuan sebagai kelas dua,
kondisi inilah yang semakin memperburuk posisi perempuan di dalam
kelas masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dimulai dari
pekarangan rumahnya, sampai kekerasan yang dilakukan oleh negara.
Bukan saja kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga kekerasan ekonomi
yang diakibatkan oleh sebuah sistem pasar yang tidak adil bagi
perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Eco-feminis dan Perjuangan Keadilan Ekologi

Meskipun eco-kolonialisme telah menancapkan antek-anteknya di bumi
ini, Perjuangan untuk menegakkan keadilan ekologi di hampir seluruh
dunia telah dilakukan di mana-mana terutama oleh negara miskin dan
berkembang. Sejumlah perlawanan telah dilakukan oleh kelompok
perempuan di dunia untuk menyelamatkan bumi, seperti yang
dilakukan oleh Vandana Shiva di India yang terkenal dengan gerakan
ibu-ibu yang memeluk pohon untuk menyelamatkan hutan mereka dari
ancaman eksploitasi industri.

Di dalam bukunya, jelas ditegaskan bahwa pembangunan telah
menyebabkan perempuan yang telah berada dalam kondisi miskin,
semakin dimiskinkan karena sejumlah kebijakan ekonomi dan politik
negara maju untuk menjajah negara miskin dan berkembang dengan
menjual jargon globalisasi sebagai sebuah mitos pembangunan yang
tidak akan pernah memikirkan keselamatan, apalagi memikirkan
kesejahteraan rakyat yang hidup di negara miskin dan berkembang.

Eco-feminis lahir juga didasari atas sebuah kondisi di mana bumi yang
digambarkan sebagai ibu telah dieksploitasi, dijarah dan dirusak oleh
sistem kapitalisme yang melanggengkan budaya patriarki dan
feodalisme di dalam praktek-praktek penjajahan yang dilakukan. Eco-
feminis lahir untuk menjawab sebuah kebutuhan penyelamatan bumi
dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki
pengetahuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengelola
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Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari
ancaman kerusakan yang telah dilakukan oleh korporasi dan pengurus
negara. Perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan
air, tanah dan seluruh. Karena itulah perempuan juga menjadi
kelompok pertama dan yang paling rentan terhadap resiko dampak
kerusakan bumi akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan
oleh industri, seperti yang dialami oleh banyak perempuan dan anak
yang tercemar oleh limbah dari perusahaan-perusahaan pertambangan
Internasional seperti yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya
terhadap ruang hidup rakyat di tanah Buyat.

Di Indonesia, nama-nama perempuan telah berpeluh keringat dan darah
untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup dan sumbert
daya alamnya, mungkin tidak banyak yang mengenal. Padahal
perempuan-perempuan inilah yang berada dibarisan utama didalam
menghadapi kekuatan modal (korporasi) dan penguasa, yang telah
mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Mama Yosepha yang
begitu militan menghadapi kekuatan PT. Freeport, ibu-ibu Sugapa di
Sumatera Utara yang mempertahankan hutan ecoliptusnya yang akan
dirampok oleh PT. Inti Indorayon untuk kebutuhan bahan pulp dan
papernya, Ibu Naomi yang tidak pernah menyerah menghadapi PT. Inco
yang telah merampas tanah ulayat masyarakat adat Soroako Sulawesi
Selatan, ibu-ibu di Buyat Sulawesi Utara yang harus berjuang dengan
penyakitnya akibat limbah buangan PT. Newmont Minahasa Raya,
meskipun harus selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Masih
banyak lagi rentetan nama perempuan yang mungkin masih sedikit
tercatat dalam sejarah gerakan perjuangan rakyat, namun tiada henti
dan pernah takut para perempuan ini berjuang dengan sebuah landasan
nilai filosofis bahwa yang diperjuangkan adalah sebuah nilai-nilai
kebenaran terhadap sumber-sumber kehidupan mereka dan untuk
keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Tangan-tangan perempuan yang begitu kuat dan berani inilah yang
bersedia menjadi martir bagi sebuah perjuangan rakyat atas
mewujudkan keadilan ekologi, yang selama ini telah tergadaikan oleh
pengurus negaranya sendiri. Sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi
perempuan di sektor sumber daya alam telah terjadi, yang dilakukan
justru oleh negara yang seharusnya menghormati, melindungi dan
memenuhi hak-hak tersebut, dan korporasi serta lembaga keuangan
internasional. Kekerasan baik fisik maupun psikis telah dialami oleh
perempuan yang begitu gigih memperjuangkan hak-haknya. Selain itu,
kekerasan ekonomi juga harus mereka alami, sehingga perempuan
selalu menjadi kelompok yang paling miskin karena ketiadaan akses dan
kontrolnya di dalam pengelolaan sumber daya alam.
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Komitmen 22 April

Hari bumi yang jatuh di setiap tanggal 22 April, bukan hanya sebatas
diperingati untuk menyuarakan penyelamatan bumi. Di sinilah
sesungguhnya menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh gerakan rakyat
untuk mengkonsolidasikan dirinya dari kehancuran bumi dan
ketidakadilan ekologi yang terjadi. Jika kelompok eco-feminis telah
sekian lama  menyuarakan  perjuangan  perempuan  untuk
menyelamatkan bumi dari kehancuran, maka pada tanggal 22 April 2007
sudah waktunya menjadi titik tolak bagi kelompok yang mengusung
ideologi eco-feminis, untuk terus mengobarkan perlawanan terhadap
agenda eco-kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara maju lewat
industri dan lembaga keuangan Internasional

Kelompok yang mengusung eco-feminis harus mulai memperluas
gerakannya, bukan hanya di gerakan pro demokrasi yang
memperjuangkan hal yang sama untuk menghadapi kekuatan modal,
melainkan juga kepada publik secara lebih luas dan massif. Strategi ini
menjadi sebuah kebutuhan mendesak, karena banyak perempuan di
belahan bumi lain yang tidak mengetahui bahwa pasar telah
menciptakan sebuah rekayasa gaya hidup yang menciptakan sebuah
gaya hidup konsumtif yang banyak diamini oleh perempuan mapan
perkotaan.

Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dia menjadi korban
sekaligus pelaku dari sebuah sistem pasar dan sistem eco-kolonialisme,
perempuan yang hidup di perkotaan banyak yang tidak mengetahui,
bahwa penggunaan tissue yang banyak digunakan, telah menyebabkan
perempuan pedesaan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi harus
mengalami sejumlah pelanggaran terhadap hak-haknya hidupnya oleh
industri pulp and paper. Gerakan perempuan bersolidaritas terhadap
perempuan menjadi penting, untuk membangun kekuatan politik bagi
perempuan untuk merebut keadilan ekologi bagi semua orang, untuk
menyelamatkan kehancuran bumi dari ancaman kapitalisme global.

Dalam momen peringatan hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April
ini, sudah waktunya kelompok eco-feminis memperbesar gerakannya
untuk mendesak kepada negara agar segera memenuhi hak asasi
perempuan atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan,
dengan memberikan akses dan kontrol kepada perempuan untuk
mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya berdasarkan
kekhasan perempuan.

Sebagaimana yang telah menjadi amanat bagi pengurus Negara yang
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telah meratifikasi konvensi CEDAW dan konvenan Ekosob dan Sipol
untuk mempercepat langkah-langkah dan tindakan dalam kerangka
melakukan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, terutama
kepada perempuan pedesaan dan perempuan miskin perkotaan sebagai
sebuah kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak warga negaranya. Negara juga sudah harus segera
menghentikan kekerasan pada perempuan di sektor pengelolaan sumber
daya alam yang sampai saat ini terus terjadi, dan mendorong agar
negara berani melakukan perlawanan terhadap TNC’s/MNC’s dan
lembaga keuangan Internasional.
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Environmentalisme, Arah Gerakan Lingkungan

Hidup di Indonesia
Khalisah Khalid

Akar Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia

Masalah lingkungan hidup tak berada di ruang kosong pergulatan
ideologi ekonomi dan sosial. Dan tak ada musuh paling merusak bagi
lingkungan hidup planet ini kecuali paham Neoliberal (neoliberalisme).
Paham Neoliberal mempromosikan bahwa sistem pasar harus diberi hak
penuh untuk menentukan keputusan penting di bidang politik dan
sosial. Inti paham ini adalah mendesak agar negara secara sukarela
melepaskan perannya di bidang ekonomi-sosial. Paham Neoliberal
adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang membuat si kaya semakin
berkuasa dan si miskin kian melarat dengan cara memberi keleluasaan
sebebas-bebasnya kepada perusahaan swasta mengembangkan diri
seraya melupakan hak serta perlindungan bagi rakyat kebanyakan.

Serangkaian kepentingan politik global, yang mengintervensi lewat
serangkaian kebijakan pembangunan yang berorientasi pada
kepentingan investasi dengan melakukan pengabaian terhadap
kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Kepentingan politik global
juga mengkebiri fungsi dan tugas Negara, saat ini pemegang kekuatan
Indonesia adalah Negara-negara maju, lembaga keuangan internasional
dan TNC’s/MNC’s.

Fenomena degradasi lingkungan memiliki sebuah efek yang
menyengsarakan bagi kehidupan umat manusia. Tanpa sebuah
lingkungan yang layak hidup, hak-hak kemanusiaan lainnya menjadi tak
dapat dicapai atau tak ada artinya, karena sesungguhnya hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia,
sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang hak
asasi manusia (HAM), khususnya terkait dengan hak ekonomi, sosial dan
budaya (ekosob).

Fakta-Fakta Kehancuran Lingkungan Hidup Indonesia

Kondisi krisis ekologis di Indonesia saat ini juga makin hari makin
menampakan titik yang memiriskan hati. Dalam catatan dan tinjauan
lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang
dikeluarkan setiap tahun, peringatan (warning) akan terjadinya
bencana lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup selalu
saja tidak mendapatkan respon struktural baik ditingkat eksekutif,
legislatif maupun yudikatif.
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Pemerintah bertindak untuk kepentingan lingkungan hidup dan
penyelamatan sumber-sumber kehidupan rakyat jika sudah terjadi
bencana. Koordinasi lintas sektoral/departemen juga tumpang-tindih,
sebagaimana juga layaknya pemerintah dan DPR Rl saat ini, sedang
giat-giatnya membuat berbagai ragam rancangan Undang-undang
sektoral. Kegiataan mana sama sekali meminggirkan peran serta suara
rakyat di tingkatan akar-rumput (grass roots) untuk berpartisipasi
dalam penyusunan berbagai kebijakan yang mengatur relasi hidup dan
kehidupan mereka tersebut.

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan
sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang
tinggal di daerah pedsaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan
daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam
sebagai sumber penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan
umumnya tinggal di lingkungan permukiman yang buruk dan tidak
sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah tercemar.’
Berdasarkan data Departemen Sosial (2004), hingga saat ini, komunitas
adat terpencil tercatat sebanyak 205.029 KK atau sekitar 1,1 juta orang
yang tersebar di 2.328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27
propinsi.

Kenyataan menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup
mendasar antara hak atas lingkungan hidup dengan hak atas sumber
daya alam. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih bersifat
universal dan untuk semau orang tanpa membedakan baik status sosial
ekonomi maupun letak geografis wilayah. Selain itu, aspek lingkungan
hidup memuat unsur “kewajiban” bagi semua orang untuk turut serta
menjaga dan melestarikannya. Sementara hak atas sumberdaya alam
terkait dengan akses dan keadilan dalam pemanfaatan, sehingga
relevan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat miskin mengalami masalah dalam mengakses sumber-
sumber air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
dan usaha tani karena menurunnya kuantitas dan kualitas air yang
dapat dimanfaatkan. Salah sebab utama akibat penurunan mutu
lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan.
Berdasarkan statistik kehutanan, luas hutan Indoenesia telah menyusut
dari 130,1 juta jiwa ha (67,7% dari luas daratan) pada tahun 1993
menjadi 123,4 juta ha (64,25 dari luias daratan) pada tahun 2001.
Penyusutan ini disebabkan oleh penebangan hutan yang merusak dan

! Lihat Komite Penanggulangan Kemiskinan, supra, no.2. h.33-34
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tidak terkendali (destructive logging), penjarahan hutan, kebakaran,
dan konversi untuk kegiatan lain seperti pertambangan, pembangunan
jalan, dan permukiman (Bappenas, BPS dan UNDP 2004).

Bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi di Jakarta, lebih banyak
disebabkan oleh alih fungsi pemanfaatan lahan. Dalam catatan WALHI
Jakarta, ruang terbuka hijau yang ada saat ini tinggal 6%, ditambah lagi
dengan kerusakan hutan mangrove akibat pembangunan proyek
reklamasi Teluk Jakarta dan pencemaran dari limbah industri. Bencana
limpasan air laut menjadi sebuah potret yang nyata atas rusaknya hutan
mangrove yang sesungguhnya dapat berfungsi untuk menahan laju air
pasang laut.

Sebagai Ibukota negara, Jakarta menempati urutan ketiga sebagai kota
yang memiliki kualitas udara yang buruk, dimana 70% pencemaran
udara di Jakarta disebabkan oleh kendaraan pribadi dan juga buruknya
sistem transportasi massal. Yang paling rentan merasakan dampak dari
pencemaran udara adalah kelompok miskin yang setiap harinya
menggunakan angkutan umum, dengan kondisi tingkat kemacetan
akibat kendaraan bermotor roda dua yang jumlahnya mencapai
5.253.000 dan 1.400.000 kendaraan roda empat. Sehingga wajar kalau
kemudian Jakarta menjadi penghasil emisi terbesar di Indonesia yang
disebabkan oleh kendaraan bermotor yakni 0,511 ton/jiwa pada tahun
2004.

Akibat pencemaran udara yang begitu tinggi, paling tidak penyakit ISPA
berada di posisi paling tinggi dan ongkos kesehatan yang harus
dikeluarkan akibat pencemaran udara sebesar 4,3 trilyun pada tahun
2015. (data ADB). Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan,
meskipun pemerintah sudah mengeluarkan PERDA No 2/2005 tentang
pengendalian pencemaran udara. Sayangnya PERDA tersebut justru
dilanggar oleh pemerintah sendiri, yang lebih banyak memfasilitasi
perluasan jalan dengan memangkas ruang terbuka hijau untuk
kepentingan kendaraan pribadi.

Semua fakta-fakta ini menjadi sebuah gambaran krisis yang dialami
oleh masyarakat di Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan seperti
perempuan, anak-anak, nelayan dan miskin kota. Dimana negara
melakukan pengabaian terhadap jaminan keselamatan rakyat,
kesejahteraan dan produktifitas rakyat, serta jaminan atas
keberlanjutan pelayanan alam.

Kebangkitan Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia

Gerakan lingkungan hidup menurut literatur sosiologi istilah "gerakan
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lingkungan hidup” digunakan dalam tiga pengertian yaitu pertama
sebagai penggambaran perkembangan tingkah laku kolektif (collective
behavior). Kedua, sebagai jaringan konflik-konflik dan interaksi politis
seputar isu-isu lingkungan hidup dan isu-isu lain yang terkait. Ketiga,
sebagai perwujudan dari perubahan opini publik dan nilai-nilai yang
menyangkut lingkungan.
Di Indonesia istilah gerakan lingkungan hidup di pakai dalam konsorsium
"15 tahun Gerakan Lingkungan Hidup : Menuju Pembangunan
Berwawasan Lingkungan”. Yang di selenggarakan oleh kantor Meneg
Kependudukan Dan Lingkungan Hidup di Jakarta, 5 Juni 1972. Melihat
kondisi kerusakan lingkungan hidup yang terus mengalami peningkatan
dan semakin tergusurnyanya rakyat dari ruang-ruang pengelolaan
sumber daya alamnya, membuat keresahan baru sekelompok orang
yang memiliki kepedulian untuk membangun sebuah gerakan lingkungan
hidup yang memiliki cita-cita menyelamatkan lingkungan hidup dan
rakyat terutama bagi kelompok-kelompok rentan.

Sayangnya, gerakan lingkungan hidup kemudian masih jalan di tempat.
Berbagai krisis dan bencana ekologis, terus saja mewarnai Indonesia.
Fenomena perubahan iklim (climate change), menjadi sebuah
tantangan baru bagi semua orang yang berpotensi besar terkena
dampak perubahan iklim, untuk mulai mau peduli dan kritis terhadap
berbagai kebijakan pembangunan yang sering kali mengabaikan daya
dukung alam.

Kedepannya dibutuhkan berbagai upaya untuk membangun gerakan
lingkungan hidup yang lebih besar, sehingga gerakan lingkungan hidup
di Indonesia dapat menjawab kebutuhan pokok perbaikan kondisi
lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai organisasi lingkungan hidup di
Indonesia, WALHI menyadari bahwa krisis lingkungan hidup ini tidak bisa
dilakukan oleh segelintir orang, gerakan lingkungan harus menjadi
sebuah gerakan sosial yang didukung oleh masyarakat yang lebih besar.
Gerakan environmentalisme adalah sebuah gagasan baru yang
ditawarkan oleh WALHI kepada publik, khususnya kelompok kaum
muda, untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia.

WALHI sangat percaya, bahwa kaum muda memiliki nilai lebih untuk
membangun kekuatannya mewujudkan environmentalisme di Indonesia
menuju keadilan lingkungan. Menularkan semangat dan nilai-nilai
environmentalisme di komunitas masing-masing, dan menjadikan
environmentalisme sebagai sebuah gaya hidup baru yang mampu
menjawab tantangan krisis lingkungan hidup yang terjadi.
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Masa Depan Indonesia Tak Tergantung Hari Ini
04.9.2009 - 76 dilihat

Banyak yang berpandangan bahwa hari inilah, saat para pemilih
mencontreng (atau mencoblos) pilihan legislatifnya, merupakan proses
penentuan dari masa depan Indonesia. Senyatanya, tak terlalu
signifikan apa yang telah dicontreng hari ini, dengan apa yang akan
terjadi kemudian. Tidak ada sebuah ikatan emosional yang kuat antara
para pencontreng dan yang dicontreng.

Beberapa kawan memutuskan memilih untuk tidak memilih. Pertanyaan
berikutnya adalah apa hak warga negara untuk terlibat dalam proses
berkehidupan bernegara? Karena tidak menggunakan hak pilih, lalu
gugur dengan begitu saja hak politiknya. Sebenarnya tidak. Hak politik
bagi setiap warga negara masih ada. Bahkan ketika tidak memiliki
sebuah nomor induk kependudukan sekalipun.

Konstitusi neger ini secara jelas menegaskan bahwa setiap warga
negara berhak atas kehidupan yang layak dan memiliki hak-hak sebagai
warga negara. Memilih dalam Pemilihan Umum adalah sebuah hak, yang
bila tidak digunakan, tidak akan menggugurkan hak lainnya.

Cara pikir pendek para politikus untuk mempengaruhi pemilih adalah
dengan melakukan pengabaian hak politik warga negara. Dimana selalu
menghantu-hantui dengan bahwa ketidak tidak menggunakan hak pilih,
maka gugurlah hak sebagai warga negara. Pendidikan politik tidak
pernah dilakukan secara benar, sehingga proses mobilisasi yang selalu
terjadi.

Warga negara, apalagi para pembayar pajak, memiliki hak yang cukup
kuat untuk menentukan masa depan Indonesia. Tidak hanya melalui
penggunaan hak pilih, namun dengan menggunakan hak-hak lain,
semisal keterlibatan dalam pengambilan keputusan atas pilihan
investasi yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan dalam proses
pembuatan kebijakan, hingga keterlibatan dalam proses-proses
mendorong adanya akuntabilitas pemerintahan.

Jangan berhenti pada hari ini, bila ingin bertindak terhadap perubahan
masa depan Indonesia. Keberanian untuk mengkritisi kebijakan dan
arah gerak Indonesia, yang didiskusikan diparlemen dan disiapkan oleh
pemerintah, merupakan hal yang WAJIB untuk dilakukan. Mulai dari
konsistensi terhadap konstitusi, hingga pada bersama-sama mencegah
adanya kebijakan yang menghilangkan hak dasar warga negara.
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Pemilu hari ini, bukanlah sebuah pesta. Ini hanyalah sebuah jalan untuk
menentukan anggota parlemen. Yang kondisinya hari ini, bila kemudian
ditemukan anggota parlemen bertindak menyimpang dari mandat yang
diberikan rakyat, belum ada mekanisme pemberhentian mereka
langsung oleh rakyat. Partai politik, yang sebagian besar tidak memiliki
platform, menjadi sangat kuasa dalam menentukan gerak anggota
parlemen.

Kekuatan kolektif rakyat, akan jauh lebih berharga dalam penentuan
arah gerak Indonesia masa depan. Bangun proses-proses pendidikan
kritis pada beragam tingkatan. Sebarkan pengetahuan tentang hak
warga negara, termasuk hak politik dan hak atas lingkungan hidup.
Membangun kesatuan, menguatkan solidaritas ekologi, dan terus
melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang tidak
berpihak pada rakyat. Masa depan Indonesia tak tergantung hari ini,
tapi akan sangat tergantung pada sikap rakyat di esok hari!
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Tak Penting Hijau Bagi Partai
04. 4.2009 - 133 dilihat

Hijau, selalu identik dengan partai keagamaan dalam pertarungan
politik. Namun kali ini, hijau akan lebih dimaknai sebagai keberpihakan
terhadap ekologi (lingkungan hidup). Kejadian (tragedi) Situ Gintung
ataupun banjir bandang di Sumatera Barat, merupakan sebuah potret
dari ketidakpedulian pelayan publik dan para pelaku politik terhadap
keselamatan warga dari bencana ekologis.

Para petarung politik hari ini, baik partai politik maupun kandidat
presiden, masih sangat minim menempatkan agenda perlindungan
ekologi dan memastikan keselamatan rakyat. Situasi ini menjadi
dimaklumkan, karena ternyata hanya sedikit partai dari seluruh
petarung yang memiliki platform partai. Padahal platform partai
merupakan landasan perjuangan partai politik yang harusnya
di’perjualbeli’kan kepada calon pemilihnya.Bahkan partai-partai yang
sudah sangat lama berdiri sekalipun, belum memiliki ataupun belum
pernah mempublikasikan platform perjuangan partainya.

Bila melihat perjalanan lima tahun kemarin, maka sebagian besar
anggota legislatif di berbagai tingkatan parlemen, tidak
memperjuangkan kepentingan ekologi dan keselamatan warga.
Kebijakan yang dilahirkan diantaranya adalah: UU No. 19/2004 yang
memperbolehkan 13 perusahaan tambang melakukan penambangan
terbuka di kawasan hutan lindung; UU No. 18/2004 yang menjadikan
perusahaan perkebunan dapat terus beroperasi walaupun kemudian
menghilangkan hak atas lingkungan hidup dan hak berkehidupan
komunitas lokal; UU No. 7/2004 yang memungkinkan diberlakukannya
privatisasi air, yang kemudian berdampak pada menurunnya pasokan air
bagi persawahan akibat beroperasinya perusahaan air minum dalam
kemasan; UU No. 27/2007 yang membagi-bagi kawasan laut sehingga
meniadakan hak hidup nelayan tradisional, UU No. 25/2007 yang
mendorong semakin banyaknya investasi asing yang diberikan hak
khusus, serta semakin menjauhkan negeri ini dalam mewujudkan Pasal
33 UUD 45; UU No 26/2007 yang mengecilkan hak publik dalam
penataan ruang, serta; UU No. 4/2009 yang menjadikan kawasan
daratan dikoyak oleh perusahaan tambang.

Refleksi kelahiran peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan
sebuah potret nyata atas minimnya perhatian para petarung politik
terhadap isu keadilan ekologis dan keselamatan rakyat. Belum lagi
ditambah dengan kebijakan pemerintahan (yang merupakan koalisi dari
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beberapa partai), dimana tetap melakukan penaikan harga BBM, dan
melakukan penjualan aset strategis. Juga memberikan perijinan
terhadap industri ekstraktif (perkebunan besar, pertambangan, kebun
kayu monokultur) dan diperbolehkannya industri pulp-kertas tetap
menggunakan kayu alam, yang menjadikan ancaman bencana ekologis
semakin meningkat.

Bila menyaksikan hamparan hutan alam Indonesia yang hanya
menyisakan tidak lebih dari 30% kawasannya, maka tidak salah kejadian
bencana ekologis akan semakin meningkat. Ditambah dengan kebijakan
penataan ruang yang dikuasai oleh kelompok berekonomi kuat,
sehingga kawasan perlindungan (semisal situ, rawa, mangrove), telah
beralih fungsi menjadi perkantoran, pusat industri ataupun perumahan
mewah, semakin menggusur harapan untuk memperoleh lingkungan
hidup yang baik di negeri ini.

Walau kemudian ada beberapa calon legislatif yang mengkampanyekan
akan melakukan upaya perbaikan lingkungan hidup, ini bak air di gurun
pasir. Kebijakan partai yang masih mengutamakan pertumbuhan
ekonomi dan keberpihakan pada investasi asing, dibandingkan dengan
mengutamakan pemerataan ekonomi dan keberpihakan pada ekonomi
rakyat, akan meniadakan kesempatan dari seorang anggota legislatif
untuk memperjuangkan mimpinya sendiri.

2009 yang dihiasi oleh begitu banyak baliho, spanduk ataupun bentuk
alat kampanye lainnya, telah pula menghasilkan berton-ton sampah
yang tak terurai, termasuk dengan semakin banyaknya pohon-pohon
yang dirusak, dipaku dan tersakiti.

Pilihan untuk terus bermimpi akan lahirnya kebijakan yang menjamin
kepastian pangan, berkurangnya bencana, ataupun terfasilitasinya
kepentingan warga dalam parlemen dan pemerintah di masa datang,
masih belum akan beranjak dari sebuah mimpi. Dan bisa saja mimpi ini
akan terwujud, bila kecerdasan politik rakyat telah terbangun dan
semakin menguat. Menyatukan diri dalam kelompok yang berafiliasi
dengan partai politik yang memang terbangun dari akar rumput.

Lima tahun, sebuah waktu yang tak lama. Walau kemudian ada begitu
banyak perubahan di tiga tahun mendatang. Namun kesiapan dari para
pemilih dan rakyat untuk menyatukan kekuatan dan pikiran, untuk
berpikir dan bertindak bagi sesama dan semua di negeri ini, harus
dilakukan. Bila tidak, 2014 akan kembali ditemukan situasi serupa di
tahun ini, dimana tak penting hijau bagi partai.
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Bukan Salah Harimau, Pemerintah dan Negara

Industri Yang Menyehabkan Hancurnya Habitat
03.4.2009 - 381 dilihat

Kejadian berulang serangan satwa liar terhadap manusia memang bukan
dikarenakan kesalahan harimau, sebagaimana yang disampaikan oleh
Menteri Kehutanan. Namun ini juga bukan kesalahan dari komunitas
lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Situasi tersebut
lebih  disebabkan karena Pemerintah, khususnya Departemen
Kehutanan, selalu melakukan pembiaran terhadap proses kehancuran
hutan, yang merupakan habitat dan tempat hidup satwa liar, dengan
memberikan perijinan pengalihfungsian kawasan hutan menjadi
kawasan perkebunan maupun pertambangan.

Tercatat setidaknya 11,4 juta hektar kawasan hutan Indonesia terancam
diamputasi oleh industri pertambangan. Dan tidak kurang dari 5,6 juta
hektar lahan gambut serta 9 juta hektar kawasan hutan terancam
industri perkebunan besar kelapa sawit. Serta 18 juta hektar kawasan
hutan juga akan dikonversi menjadi perkebunan kayu akasia dan leda
(eucalyptus) untuk memenuhi industri pulp dan kertas.

Semakin berkurangnya kawasan hutan tropis yang baik di Indonesia
akibat pengalihfungsian (konversi) kawasan, telah mendorong kawanan
satwa liar berpindah pada kawasan-kawasan permukiman dan ruang-
ruang kehidupan rakyat. Koridor (jalur migrasi) satwa yang terpotong
oleh industri ekstraktif juga telah mengalihkan pola migrasi dan
menjadikan satwa liar kehilangan sumber pakannya di alam.

Hutan-hutan di Indonesia selama ini menjadi sandaran bagi
perkembangan ekonomi internasional, dimana Indonesia merupakan
negara strategis bagi negara-negara Asia Timur, Eropa dan Amerika
Serikat, untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara tersebut. Tidak
berkurangnya permintaan pasar internasional terhadap barang
tambang, diantaranya batubara dan emas, minyak sawit serta pulp dan
kertas, telah menjadikan kawasan-kawasan hutan Indonesia semakin
terancam keberadaannya. Kondisi ini bahkan diperparah dengan
semakin kacaunya cara pikir negara industri terhadap upaya
menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global.
Sementara, Indonesia tetap difungsikan sebagai penyedia bahan baku
dan pasar bagi produk tidak ramah lingkungan dari industri dunia.

Pemerintah Indonesia sudah harus segera menghentikan proses-proses
pengalihfungsian ekosistem hutan untuk kepentingan-kepentingan
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korporasi, agar tidak semakin sering terjadi konflik antara manusia
dengan satwa liar, termasuk untuk menghindari terjadinya peningkatan
kejadian bencana ekologis di Indonesia. Sudah terlalu banyak anggaran
negara yang dialokasikan untuk penanggulangan dampak bencana
ekologis, yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan oleh negara bila
kondisi ekosistem hutan Indonesia tetap terjaga.

Penting untuk mendesak agar Pemerintah Indonesia, beserta
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia untuk segera
memberlakukan jeda tebang (moratorium logging) dan memberlakukan
kebijakan penghentian pengalihfungsian ekosistem hutan (stop konversi
hutan). Dalam masa diberlakukannya jeda tebang, Pemerintah dapat
memaksimalkan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan, untuk
memperbaiki kawasan hutan yang telah rusak, termasuk untuk
melakukan penyelesaian deliniasi kawasan hutan, disertai dengan
pengakuan terhadap sistem kelola hutan kerakyatan. Bersamaan
dengan itu, Pemerintah juga harus melakukan restrukturisasi industri
berbahan kayu melalui penurunan kapasitas industri, serta melakukan
rasionalisasi industri minyak sawit di seluruh wilayah Indonesia.

Ancaman terhadap kehidupan rakyat Indonesia kian bertambah seiring
dengan semakin masifnya investasi yang diberikan kemudahan oleh
pemerintah. Semakin banyak rakyat yang tak lagi memiliki lahan
pertanian dan kebun yang dapat digarap, karena sebagian besar lahan
diberikan kepada korporasi. Pilihan untuk mengembalikan arah dan
paradigma pembangunan pada platform pendirian negeri ini adalah
sebuah keharusan. Mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia yang
beriringan dengan terbangunnya demokrasi politik yang berkeadilan
akan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat di Indonesia.
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Nasionalisme Tergelincir Minyak Sawit
03.3.2009 - 602 dilihat

Isu perubahan iklim telah membawa permasalahan yang cukup serius di
Indonesia. Sejak Eropa mendeklarasikan penurunan penggunaan bahan
bakar fosil dan menggantinya dengan biofuel hingga 10%, tak dapat
dihindari lagi terjadinya pembukaan perkebunan besar kelapa sawit di
Asia Tenggara, serta pembukaan perkebunan tebu dan bahan pembuat
bio-energy lainnya di Amerika Selatan dan Afrika. Sebuah perusahaan
Finlandia, Neste, bahkan merencanakan membangun kilang biofuel
yang cukup besar di Singapura dalam waktu dekat.

Investasi biofuel telah mulai berdatangan ke Indonesia. Perusahaan
energi asal Swedia, Sweden Bio Energy akan menginvestasikan dana
sekitar Rp 1,3 triliun untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN)
atau biofuel di Indonesia. Investasi Biofuel juga dilakukan oleh China
National Offshore Qil Corporation (CNOOC) sekitar USS$S 5,5 miliar,
Genting Biofuel bersama Sinopec senilai US$S 3 miliar dan Indomal
senilai USS 1 miliar.[1]

Dari Perbankan Indonesia, pada 2007 hingga 2010, Bank Mandiri akan
mengalokasikan kredit Rp 11 triliun untuk pembiayaan kebun kelapa
sawit seluas 321.268 hektar, yang tersebar di Riau, Sumbar, Jambi,
Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan
Sulawesi. Pendanaan perbankan lainnya untuk Kredit Pengembangan
Energi Nabati (KPEN) mencapai Rp 25,48 triliun yang antara lain berasal
dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp 12 triliun, Bank Mandiri
(Rp 11 triliun), Bank Bukopin (Rp 1 triliun), Bank Pembangunan Daerah
Sumbar (Rp 0,98 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah Sumut (Rp 0,50
triliun).[2]

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama yang digunakan
sebagai bahan baku penghasil biofuel. Selama ini, perkebunan besar
kelapa sawit menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Sistem
perkebunan besar yang kerap mengabaikan sosial-budaya komunitas
lokal/adat, juga kerap menimbulkan permasalahan ekologi,
dikarenakan dilakukan pada kawasan-kawasan ekologi genting. Tidak
kurang dari 7.125.331 juta hektar lahan telah berubah menjadi
perkebunan kelapa sawit, yang terdiri dari 3,3 juta hektar perkebunan
rakyat, 760.010 hektar perkebunan negara, dan 3,064 juta hektar
perkebunan besar swasta.[3]

Luasan tersebut akan semakin berkembang, seiring dengan adanya
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permintaan biofuel yang meningkat di dunia, serta semakin
diberikannya keleluasaan investasi oleh pemerintah. Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan) No 26/Permentan/O0T.140/2/2007 yang
dikeluarkan tanggal 28 Februari 2007 mengijinkan swasta
mengembangkan perkebunan kelapa sawit hingga 100 ribu hektar dalam
satu kawasan di satu kabupaten ataupun provinsi, yang disertai
kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah
seluas 20 persen dari total luas areal yang diusahakan perusahaan.
Ditambah dengan lahirnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.
14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan
Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit pada tanggal 16 Februari 2009,
akan menambah terjadinya penghilangan lahan-lahan berkehidupan
rakyat.

Kelapa Sawit: Spesies Hutan Brazil Yang Mendunia

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang
lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil
minyak sayur yang berasal dari Amerika. Brazil dipercaya sebagai
tempat dimana pertama kali kelapa sawit tumbuh. Dari tempat
asalnya, tanaman ini menyebar ke Afrika, Amerika Equatorial, Asia
Tenggara dan Pasifik selatan. Benih kelapa sawit pertama yang ditanam
di Indonesia pada tahun 1984 berasal dari Mauritius Afrika. Perkebunan
kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh
Schadt seorang Jerman pada tahun 1911.

Pulau Sumatera terutama Sumatera Utara, Lampung dan Aceh
merupakan pusat penanaman kelapa sawit yang pertama kali terbentuk
di Indonesia, namun demikian sentra penanaman ini berkembang ke
Jawa Barat (Garut selatan, Banten Selatan), Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Papua.

Perluasan perkebunan besar kelapa sawit sangat dipicu oleh
meningkatnya kebutuhan minyak sawit, termasuk untuk kepentingan
biofuel bagi kebutuhan masyarakat eropa. Sejak naiknya harga crude
palm-oil (CPO) di pasaran dunia, akibat kebijakan Uni Eropa untuk
menggantikan 20% kebutuhan bahan bakarnya dengan biodiesel, maka
semakin cepat juga terjadi pembukaan kawasan hutan dan lahan-lahan
produktif rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Awal tahun 1968, areal kelapa sawit yang semula hanya terbatas di tiga
wilayah (Sumatera Utara, Aceh dan Lampung) saat ini sudah
berkembang di 22 daerah Provinsi. Luas areal tahun 1968 seluas
105.808 ha dengan produksi 167.669 ton, pada tahun 2007 telah
meningkat menjadi 6,6 juta ha dengan produksi sekitar 17,3 juta ton
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CPO, dimana 50,79% dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta, 38,8%
merupakan Perkebunan Rakyat dan 10,39% merupakan Perkebunan
Besar Negara.[4]

Perkebunan Monokultur Skala Luas Memusnahkan Tanah Harapan

Kelapa sawit di Indonesia dikembangkan dalam sistem perkebunan
monokultur skala luas. Sekurangnya dibutuhkan lahan seluas 6.000
hektar dalam satu hamparan untuk memenuhi kebutuhan pabrik
pengolah minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sehingga dibutuhkan
sekurangnya lahan perkebunan seluas 8.000 hingga 10.000 hektar untuk
membangun sebuah usaha perkebunan yang integrated dengan industri
CPO. Akibatnya semakin banyak lahan-lahan hutan serta lahan produktif
rakyat yang diambil secara paksa oleh perusahaan yang berkolaborasi
dengan pemerintah (lokal maupun pusat). Pada beberapa kawasan,
wilayah rawa (swamp forest), termasuk rawa gambut (peatland),
kerangas (heat forest) dan hutan hujan dataran rendah (lowland
rainforest), menjadi wilayah yang dikonversi menjadi perkebunan
kelapa sawit.

Konflik sosial cenderung kerap terjadi pada perkebunan besar kelapa
sawit. Sawit Watch mencatat sekurangnya terjadi 513 konflik antara
masyarakat dengan perusahaan di tahun 2008. Beberapa perkebunan
besar kelapa sawit bahkan menggunakan lahan hutan lindung ataupun
kawasan konservasi (taman nasional) untuk menanam kelapa sawit.

Berbagai permasalahan lingkungan hidup juga harus dihadapi oleh
masyarakat, disaat pembukaan lahan perkebunan yang berskala luas
ini, kemudian menghadirkan banjir, erosi dan kekeringan di kawasan
sekitar perkebunan. Sungai-sungai menjadi coklat dan tidak lagi dapat
berfungsi sebagai biasanya. Sumur-sumur dan sumber air tanah lainnya
semakin sukar ditemui di musim kemarau, dan terkadang juga terjadi di
musim penghujan.

Ketika pabrik pengolahan minyak sawit mulai terbangun, limbah-limbah
dari pabrik CPO, yang kabarnya dapat diolah kembali menjadi sumber
hara bagi tanaman kelapa sawit, justru menghasilkan limbah hitam dan
berbau di aliran sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh komunitas
lokal untuk kebutuhan sehari-hari.

Pelibatan kelompok rakyat dalam perkebunan kelapa sawit melalui
sistem plasma, juga belum memberikan sebuah keuntungan yang
sebenarnya. Diletakkannya sertifikat tanah petani di perbankan sebagai
jaminan kredit investasi kebun sawit, sering kali tidak mampu diperoleh
kembali walaupun sudah melalui satu periode tanam (18-25 tahun).
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Sistem perjanjian lain yang sering diberikan oleh perusahaan adalah
dengan menukarkan lahan seluas 10 hektar dengan kebun sawit seluas 2
hektar, dan tetap dengan menjaminkan sertifikat lahan milik petani
untuk biaya pembangunan kebun sawit untuk petani.

Menggantungkan Harapan di Pelepah Yang Rapuh

Secara jenis, Kelapa sawit melahirkan permasalahan sendiri. Kelapa
sawit membutuhkan bibit yang terbaik, yang hanya diperoleh dari
industri penghasil bibit kelapa sawit. Hingga saat ini, baru lima
perusahaan yang dinyatakan sebagai penghasil bibit kelapa sawit
bersertifikat di Indonesia. Bila menanam bibit sawit yang dihasilkan
dari kelapa sawit yang telah ditanam, maka kualitas minyak sawit yang
dihasilkan menjadi sangat rendah, sehingga sering kali ditolak oleh
pabrik pengolah minyak sawit.

Kendali harga dalam menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit
berada di tangan pabrik pengolah minyak sawit. Buah kelapa sawit yang
cepat membusuk dan hanya berkualitas baik pada 24 jam pertama
hingga 72 jam, dan setelah itu tidak dapat menghasilkan kualitas
minyak CPO yang baik. Sehingga pada wilayah-wilayah yang kapasitas
pabriknya tidak mampu menampung produksi buah kelapa sawit,
seperti di Kalimantan dan Sumatera, maka harga yang ditawarkan oleh
pabrik kepada petani sangat tidak berada pada posisi yang
menguntungkan bagi petani sawit. Harga yang sempat melonjak hingga
Rp 1.200,- setiap kilogram sempat membahagiakan petani kelapa sawit.
Namun kondisi tersebut hanya berlangsung tak lama, yang kemudian
harga setiap kilogramnya di tingkat petani kelapa sawit berkisar antara
Rp 80,- hingga Rp 300,-. Sehingga hanya petani kelas menengah[5] dan
berlahan luas saja yang mampu bertahan.

Cara memanen tandan buah segar kelapa sawit hanya dapat dilakukan
oleh orang yang masih bertenaga kuat, atau orang-orang muda. Pada
usia 10 tahun ke atas, diperlukan galah tambahan untuk memanen buah
kelapa sawit. Jenis ini yang kemudian membedakan dengan pohon
karet, dimana setiap orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dapat
memanen getah karet. Kondisi tersebut menjadikan setiap petani sawit
yang sudah lanjut usia, harus mempekerjakan buruh dodos dan buruh
angkut, yang akan menambah biaya produksi kelapa sawit[6].

Penggunaan pestisida[7] dan pupuk[8] sangat dianjurkan dan cenderung
wajib bagi petani sawit. Inputan kimia yang tinggi ini melahirkan
ketergantungan tersendiri bagi petani kelapa sawit, belum termasuk
dampak kesehatan akibat penggunaan pestisida tanpa pengaman.
Pestisida dan pupuk kimia dipastikan mengalir kepada aliran air menuju
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sungai-sungai dan air tanah, yang selama ini merupakan sumber air bagi
kebutuhan keseharian. Ini belum termasuk untuk mengatasi hama babi
hutan, landak, ataupun hewan yang memakan bonggol sawit lainnya.
Biaya produksi sudah dipastikan meningkat dengan kondisi yang ada ini.
Belum lagi, dampak kesehatan yang akan dialami oleh petani sawit,
karena penggunaan pestisida yang tidak memperhatikan cara
penggunaannya.

Kelapa sawit juga memiliki keunikan tersendiri, dimana setiap harinya
kelapa sawit membutuhkan sekurangnya 20-30 liter air setiap harinya.
Secara perlahan kemudian, kelapa sawit akan mengeringkan air tanah.
Walau kemudian terlihat pada kebun-kebun kelapa sawit masih dapat
ditumbuhi oleh tumbuhan penutup tanah (cover crop), namun sejatinya
air tanah sudah sangat jauh berkurang. Pada usia 3 tahun, di daerah
sekeliling kelapa sawit sudah sukar ditumbuhi oleh jenis-jenis
pepohonan ataupun tanaman pertanian. Sistem tumpang sari yang
selama ini dianjurkan dalam menanam kelapa sawit, belum pernah
secara benar terjadi.

Dalam proses penanaman kembali (re-planting) kelapa sawit, terdapat
kesulitan, dimana akar dan bonggol kelapa sawit harus dicabut untuk
kemudian dapat menanam kembali. Atau kemudian melakukan
penanaman pada wilayah yang belum ada akar kelapa sawitnya. Akar
dan batang kelapa sawit sangat sukar untuk membusuk[9], kecuali
kemudian diberikan perlakuan dengan menambahkan zat kimia tertentu
(yang cenderung berbahaya bagi tanah dan kehidupan) pada batang dan
akar kelapa sawit agar cepat membusuk. Biaya yang dibutuhkan untuk
re-planting berkisar antara Rp 25-30 juta setiap hektarnya. Hingga saat
ini hanya pada wilayah Nanggore Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
bagian timur yang telah melakukan re-planting hingga kedua (periode
tanam ketiga). Sementara pada sebagian besar wilayah Sumatera dan
Kalimantan Timur bagian selatan, sedang memasuki tahap re-planting
pertama (periode tanam kedua).

Kelapa Sawit, Mau?

Kelebihan komoditi kelapa sawit ini hanyalah ketika Pemerintah dengan
sangat mudah memberikan beragam fasilitasi, terutama bagi
pengusaha, dalam pengembangan komoditi ini. Mulai dari kebijakan,
finansial, hingga pengamanan kawasan kebun[10]. Langgengnya bisnis
perkebunan kelapa sawit hari ini lebih banyak dikarenakan masih
tingginya kebutuhan negara utara terhadap crude palm-oil dan produk
turunan dari minyak sawit. Kondisi yang sama pernah dihadapi oleh
komoditi cengkeh yang saat ini telah mengalami kehancurannya.
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Pilihan terhadap pengembangan komoditi tunggal dalam usaha
pertanian dan perkebunan hanya akan membawa ketergantungan dan
mendorong pada penghancuran sistem ekonomi kerakyatan. Konstitusi
negara Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) telah mengamanatkan demokrasi
ekonomi[11] sebagai pilar ekonomi Indonesia, termasuk didalamnya
terhadap sistem kelola kekayaan alamnya. Perluasan perkebunan
kelapa sawit yang dimiliki korporasi akan semakin menghilangkan akses
dan kontrol sebagian besar rakyat Indonesia terhadap tanah dan
sumber-sumber kehidupannya. Kondisi ini akan menjadikan cita-cita
kemerdekaan menuju masyarakat sejahtera akan semakin sulit
terwujudkan.

Footnote:

[1] Swedia Investasi Biofuel Senilai Rp1,3 Triliun, KapanLagi.com, 23 Juli 2007,
http://www.kapanlagi.com/h/0000182813.html , diakses tanggal 12 Februari 2009

[2] Tempo interaktif, 19 Maret 2007, Mandiri Salurkan Kredit ke Perkebunan Sawit,
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/03/19/brk,20070319-95794,id.html,
diakses 7 Oktober 2008

[3] Swasta Diizinkan Miliki Kebun Sawit Hingga 100 Ribu Ha, KapanLagi.com, 7 Maret
2007, http://www.kapanlagi.com/h/0000161235.html, diakses tanggal 28 Februari
2009

[4] Dirjen Perkebunan, Pendataan Kelapa Sawit Tahun 2008 Secara Komprehensif dan
Objektif, 6 Mei 2008, http://ditjenbun.deptan.go.id/sekretbun/sekret/index.php?
option=com_contenté&task=view&id=171&ltemid=26. Diakses tanggal 7 Oktober 2008
[5] Petani kelas menengah merupakan petani yang memiliki lahan lebih dari 8 hektar
dan telah mempekerjakan lebih dari 2 tenaga kerja pada lahan kebun kelapa
sawitnya.

[6] Rata-rata produksi kelapa sawit sekitar 1,25 ton per hektar per bulan.

[7] Terdapat sekitar 25 jenis pestisida yang berbeda yang digunakan di perkebunan
kelapa sawit. Lebih lanjut tentang penggunaan pestisida untuk kelapa sawit dapat
dilihat di: http://dte.gn.apc.org/66ipes.htm

[8] Kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus akan hara, setidaknya dibutuhkan
pupuk sekitar 800-1.000 kg per hektar setahun

[9] Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa akar kelapa sawit baru dapat
membusuk secara alami dalam kurun waktu 140 tahun

[10] Pasal 21 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara jelas menyebutkan
“setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset
lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang
mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.”

[11] Dalam kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, ungkapan ekonomi
kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konsepsional yang
ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 itu adalah mengenai ‘demokrasi ekonomi’.
Penjelasan Pasal 33 tersebut dikemukakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan
atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang
sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dikutip dari makalah Revrisond Baswir berjudul
“Ekonomi Kerakyatan, Amanat Konstitusi Untuk Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi
di Indonesia” yang disampaikan pada Konferensi Membangun Tata Ekonomi-Politik
Baru Pasca Krisis Kapitalisme Global, Jakarta, 16-17 Februari 2009
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membubarkan institusi sektor kehutanan
02.20. 2009 - 565 dilihat

Pembubaran Departemen Kehutanan bukanlah sekedar dikarenakan ini
adalah masalah managemen ataupun sekedar masalah orang. Dan
bagaimana keterkaitan dengan Fakultas Kehutanan, mari melihat ulang
bagaimana wacana yang berkembang dalam diskusi Muktamar PERSAKI
tahun lalu. Stereotype yang ada adalah bahwa Hutan hancur karena
Sarjana Kehutanan terlalu banyak. Padahal Departemen Kehutanan lah
yang secara legal melakukan pengelolaan 143 juta hektar daratan
indonesia.

Bila melihat pada UU No 41/1999 jo UU No 19/2004, maka terlihat jelas
bahwa konteks pembangunan kehutanan adalah pada pengelolaan
hutan, dimana di dalamnya termasuk perencanaan, pemanfaatan,
perlindungan dan pengawasan. Dalam porsi kebijakan yang dihasilkan,
sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan
hanya berpijak pada wilayah pemanfaatan, khususnya lagi pada
pemanfaatan kayu. Porsi bagi perlindungan hutan kemudian dilepaskan
dari kewenangan Dephut dengan memindahkan tanggungjawab kepada
masyarakat, yang kemudian selama ini diambil oleh Lembaga konservasi
ataupun lembaga “conserfashion”.

Dalam perjalanannya juga, Departemen Kehutanan selalu bertarung
dengan kepentingan Departemen lainnya, dalam hal ini Departemen
Dalam Negeri, terkait dengan kawasan administrasi desa, Departemen
ESDM, terkait dengan pertambangan, Departemen Pemukiman dan
Prasarana Wilayah, terkait dengan pembangunan jalan dan
transmigrasi, juga Departemen Pertanian, terkait dengan perkebunan
skala besar.

Memang tak mudah menerima sebuah gagasan yang menggangu
kestabilan sebuah materi. Akan banyak pro-kontra didalamnya. Saya
mengajak untuk melihat pada konstitusi yang hingga saat ini masih
diakui di negeri ini. UUD 45 telah mengamanatkan sebuah bangunan
model ekonomi-politik dalam pengelolaan negeri ini. Bagaimana
kemudian agar posisi pemerintah sebagai pelayan rakyat, posisi rakyat
secara kolektif sebagai pemilik sah atas agraria dalam kewilayahan
NKRI. Hutan, tanah dan air merupakan sebuah ruang yang sejak lama
membangun sistem budaya bangsa ini.

Sepanjang fase gerak modal (asing) yang masuk di Indonesia, telah
menjadikan kawasan berkehidupan dan berbudaya ini menjadi
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terkapling-kapling dalam satuan yang kemudian dengan murahnya
diserahkan pada ‘penjajah’. Padahal sudah jelas, para penggagas
kemerdekaan bangsa ini mengamanatkan terjadinya sebuah
kemerdekaan atas ruang kehidupan secara utuh, tidak hanya secara
politik, tapi juga secara ekonomi. Tidak akan pernah sebuah mimpi
kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dituliskan dalam Pembukaan
UUD 45 dapat terwujud, bilamana kemudian hanya mengakui demokrasi
politik, tanpa mengakui demokrasi ekonomi.

Prasyarat demokrasi ekonomi utamanya adalah hak akses dan kontrol
rakyat terhadap kekayaan alam yang ada di ruang kehidupan
kolektifnya. Sistem ekonomi dibangun atas sebuah kekuatan ekonomi
kolektif, dimana bangunan ekonomi utamanya adalah pemerataan,
bukan pertumbuhan.

Mungkin sudah terlalu lama sistem kelola hutan Indonesia berada dalam
sistem kolonialisme ekonomi, dimana hak akses dan kontrol oleh rakyat
telah ditiadakan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ini yang
diinginkan oleh kolektif bangsa ini? termasuk dengan tetap menjadikan
kayu, sebagai komoditas satu-satunya yang utama dari kawasan hutan?
walau kemudian, pasti akan ada yang menyatakan bahwa hasil hutan
non kayu juga sudah terlayani oleh Dephut, namun fakta menunjukkan
bahwa Dephut hanya menjadi sebuah dinding tebal yang menghalangi
sistem kelola rakyat dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu.

Mulailah dengan melihat ulang sistem sosial dari pohon yang menjadi
salah satu komponen penyusun hutan. Interaksi antara akar, batang,
ranting dan dedaunan, yang keseluruhnya merupakan satu sistem sosial.
Dan kemudian bagaimana pohon berinteraksi dengan tetumbuhan dan
satwa serta komponen biologi-nonbiologi lainnya. termasuk terhadap
bagaimana sistem kehidupan sosial manusia di dalamnya. Interaksi
sosial tersebut sudah sangat jauh dari cara pandang pegiat kayu, yang
kemudian hanya melihat hutan sebagai sebuah komoditas tunggal kayu,
yang dilahirkan untuk memenuhi hasrat biologis segelintir makhluk
bernama manusia.

Sistem pendidikan, khususnya pendidikan kehutanan, telah pula
terselaputi cara pandang ekonomi uang, yang melepaskan sistem sosial
dari ilmu yang sedang dipelajarinya. Apalagi untuk melihat sejarah
pengembangan ilmu kehutanan itu sendiri. Yang kemudian
menunjukkan bahwa cara pandang sektoral telah mematikan sistem
kehidupan diri kita sendiri. Inilah yang kemudian mendasari mengapa
penting sebuah ruang yang lebih komprehensif untuk menaungi sebuah
sistem ekonomi yang berjalan di dalamnya.
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Berikutnya, menjadi penting untuk merombak tata kelembagaan
pemerintah, dengan menempatkan kehutanan dan sektor berbasis
kekayaan alam lainnya, dibawah sebuah institusi yang mampu melihat
lebih lengkap terhadap sistem penyangga kehidupan manusia. Tanah,
air, hutan, kehidupan.
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Menantikan Getaran Dahsyat Perubahan

Peradaban
02. 10. 2009 - 437 dilihat

“Kalau sekadar bertujuan menyampaikan informasi dan pengetahuan,
tak satupun universitas punya justifikasi apa pun untuk tetap berdiri
sejak berkembangnya mesin cetak di abad kelimabelas” kata
matematikawan-filsuf Alfred N. Whitehead, yang dikutip dalam
pengantar penerbit untuk buku Fritjof Capra, The Hidden Connection.
Kalimat ini sangat membawa saya berpikir pada ruang pertarungan,
ketika kemudian melihat realita sosial yang ada di Indonesia hari ini.
Begitu banyaknya tumbuh lembaga-lembaga kursus komersial hingga
tumbuhnya “home schooling” sebagai jawaban atas kehausan
pengetahuan. Belum lagi, telah begitu banyaknya blog dan website
yang mempertukarkan pengetahuan. Hingga akhirnya terhenti pada
sebuah fenomena minimnya mahasiswa yang ingin belajar pada
perguruan tinggi negeri, termasuk pada ilmu-ilmu non-marketable
(kelompok ilmu yang dipandang tidak memiliki prospek pasar tenaga
kerja).

Pagi ini, kawan saya juga berujar “sebuah transformasi sosial hanya
bisa terjadi akibat adanya guncangan hebat (shock) terhadap sistem
yang sedang berjalan, termasuk diakibatkan oleh kekerasan (massal)
maupun akibat bencana”. Kawan saya ini juga menyampaikan bahwa
sebagian besar perubahan ideologi peradaban pada sebuah kelompok
komunitas (negara), selama ini berubah bukan akibat sebuah proses
pembelajaran terhadap proses peradaban sebelumnya (evolusi), dan
sangat sukar untuk bertransformasi secara alami.

Merefleksikan kedua pendapat tersebut, menjadikan saya melihat
negeri ini sebagai sebuah negeri yang tak pernah mau belajar dan
berpikir tentang masa depan bangsa ini. Pada sebuah pertemuan saya
dengan salah seorang staf parlemen yang mempersiapkan sebuah
peraturan perundang-undangan, ia bertanya “apakah dengan mengakui
keberadaan sistem yang berlaku di komunitas lokal/adat tidak akan
menggiring Indonesia yang merupakan negara kesatuan menjadi
terpecah-pecah?”. Sebuah pertanyaan yang bagi saya sangat tidak
beranjak dari sejarah terbentuknya negeri ini. Bila memang benar ada
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang selalu bertengger di kaki Burung
Garuda, maka harusnya pertanyaan tadi tidak perlu diajukan. Karena
bagi saya, negeri ini dibangun atas puzzle komunitas lokal/adat yang
mempersatukan wilayahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Pilihan-pilihan yang diambil oleh para pejabat negeri pun tidak mampu
memberikan jawaban jangka panjang atas kegelisahan rakyatnya dalam
meng